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Pengantar  Redaksi 


Usaha  pemhangunan  yang  dilakukan  sejak  pemerintahan  Orde  Baru  telah 
menunjukkan  hasil  yang  nyaia.  Periumbuhan  ekonomi  yang  secara  lerus- 
menenis  telah  menaikkan  taraf  hidup  masyarakol  secara  keselw  uhan.  Namun 
demikian,  seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepal  linibul  masalah- 
masalah  seperii  keiidaknieralaan  perolehan  pendapatan,  kepincangan 'da/am 
status  sosial  dan  disiribusi  kekuatan  politik.  Beberapa  pengainat  menyatakan 
bahwa  perolehan  pendapatan  yang  pincang  akan  berpengaruh  negatif  bagi 
kemurnian  demokrasi  melalui  tercipianya  distribiisi  kekuatan  politik  yang 
lidak  menguntungkan  dilihat  dari  segi  kepentingan  nasional. 

Menyadari  pentingnya  masalah  ini,  nwka  ANALISA  kali  ini  menyoroti 
"Perkenibangan  Demokrasi  dan  Politik  Indonesia"  dengan  mengetengahkan 
tujuh  buah  tulisan. 

Dalam  tulisan  pertama  yang  berjudul  "Mentradisikan  Mekanisme  Musya- 
warah-Mupakat,"  M.  DJADIJONO  mengeinukakan  bahwa  prinsip  musya- 
warah  untuk  mupakal  tumbuh  dan  berkembang  dalam  sejarah  kehidupan 
masyarakal  dan  bangsa  Indonesia.  Alas  dasar  analisa  terhadap  perkem- 
bangan  tersebut  penulis  meyakini  pentingnya  mentradisikan  musyawarah  dan 
nuipakal  tersebut.  Keyakinan  mentradisikan  prinsip  musydwarah  dan  mupa- 
kat  tersebut  tampaknya  diperkuat  oleh  Sunario  NDARU  MURSITO.  Dalam 
tulisannya  yang  berjudul  "Demokrasi  Pancasila  Mengembangkan  Kesejah- 
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leroon  U/iuiin  Menyeluruh"  penulis  mengetengphkan  bahwa  dengan  mene- 
ropkan  prinsip  demokrasi  yang  diyakini  oleh  masyarakat  Indonesia  seperii 
sekarang  ini  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  akan  mungkin  dan  dapai  di- 
capai. 


Demokrasi  seperii  yang  diinginkan  di  Indonesia  menuntut  pariisipasi  se- 
luruh  anggoia  masyarakat  melaiui  cara  dan  mekanisme  tertentu.  Bagaimana 
keterlihatan  tersebut,  tentu  perlu  dikaji  lebih  mendalam.  Da/am  tulisan  ketiga 
yang  berjudiil  "Masa  Mengambang  dan  Partisipasinya  da/am  Pelaksanaan 
Pembangunan  Nasional, "  BABARI  mengemukakan  bahwa  da/am  kenyataan 
masih  ada  masa  mengambang  dan  selanjutnya  mengkaji  mengapa  ha!  tersebut 
ierjadi  serta  mencoba  memberi  jalan  ke  luar  bagaimana  melibatkan  masa 
mengambang  da/am  pembangunan  nasional. 

Karena  secara  formal  lidak  seluruh  anggota  masyarakat  berpartisipasi 
dalam  kegiatan  politik  banyak  yang  dapat  terjadi.  Tommi  LEGO  WO  dalam 
tulisannya  yang  berjudul  "Memahami  Tingkah-Laku  Politik  di  Seklor  Non- 
Formal"  menganalisa  konsep  dan  perilaku  politik  di  Indonesia  dengan  meni- 
tikberatkan  analisanya  terhadap  sektor  non-formal  yaitu  sek tor  yang  berada 
di  luar  struktur  politik  yang  sah  keberadaannya  secara  hukum. 

Dengan  pengertian  yang  mendalam  mengenai  demokrasi  yang  sesuai  de- 
ngan masyarakat  Indonesia,  Jusuf  WANANDI  dalam  tulisannya  yang  ber- 
judul "Politik  Dalam  Negeri  dun  Kaitannya  dengan  Kebijakan  Luar  Negeri 
Indonesia"  secara  kriiis  menganalisa  perkembangan  politik  dalam  dan  luar 
negeri  Indonesia.  Dalam  uraiannya  secara  jelas  dikemukakan  masalah-ma- 
salah  yang  dihadapi  dan  akan  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam  bidang  politik. 
Dalam  tulisan  tersebut  dikemukakan  bagaimana  perlombaan  masalah  dan 
usaha  untuk  ' menanggulangi  masalah  tersebut.  Dengan  anal isa  yang  kompre- 
hensif  penulis  yak  in  bahwa  Indonesia  akan  mampu  menghadapi  masalah- 
masalah  yang  timbul  walaupun  untuk  ini  dibutuhkan  kesadaran,  pengertian 
dan  lindakan  nyala. 

Bagaimanapun  keberhasilan  Indonesia  untuk  mencapai  sasaran  yang  di- 
inginkan dengan  menjalankan  kegiatan  politik  luar  negeri  sangat  tergantung 
kepada  bagaimana  pihak  asing  (khususnya  yang  terkait  dengannya)  menafsir- 
kan  segala  lindakan  politik  yang  dilakukan  oleh  Indonesia.  Sehubungan  de- 
ngan ini  dalam  tulisan  keenam  diketengahkan  tulisan  pengamat  asing  yang 
berjudul  "Politik  Luar  Negeri  Indonesia:  Suatu  Penilaian  Kembali  Secara  In- 
trospekiif  "  Secara  kritis  Donald  K.  EMMERSON  mengkaji  politik  luar  ne- 
geri Indonesia.  Yang  menarik  dari  tulisan  ini  adalah  ia  dapat  berfungsi  sebaaai 
cermin  dan  oleh  karenanya  akan  dapat  mem  bantu  Indonesia  mencapai  sa- 
saran kegiatan  politik  luar  negeri  yang  diinginkan  secara  lebih  efektif. 
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Keberhasilan  Indonesia  mengelola  kehidupan  hernegara  dan  berbangsa 
sangai  lerganiung  dari  kemampuan  dan  generasi  penerus.  Generasi  penerus 
perlu  dipersiapkan  unluk  mengemhan  lugas  di  masa  mendaiang.  Dalam 
kailan  lersebut,  SUKANTO  mengetengahkan  peniingnya  kaderisasi.  Dalam 
ndisannva  vang  berjudul  "Perspeklif  Kaderisasi  Par  la  i  Poliiik  dan  Golongan 
Karvo"  penidis  mengutarakan  bahwa  pengkaderan  yang  dilakukan  secara 
sadar  dan  beriujiian  dan  dengan  cara  yang  sesuai  akan  dapat  mempernmdah 
Indonesia  mencapai  sasaran  yang  diinginkannya. 


Februari  1985.  REDAKSI 


Mentradisikan  Mekanisme 
Musyawarah-Mupakat 


M.  DJADIJONO* 


Corak  demokrasi  dalam  sistem  politik  Indonesia,  khususnya  sejak  lahirnya 
Orde  Baru,  adalah  Demokrasi  Pancasila.  Dalam  sistem  ini,  pengambilan 
putusan-putusan  yang  menyangkut  kepentingan  bangsa  dan  negara  didasar- 
kan  pada  prinsip  "musyawarah  untuk  mencapai  mupakat."  Prinsip  ini  ter- 
tuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945  yang  dirumuskan  seperti  berikut:  "Ke- 
rakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawa- 
ratan/perwakilan."  Agar  dapat  dioperasionalkan,  prinsip  tersebut  kemudian 
dijabarkan  kedalam  peraturan-peraturan  pelaksanaan  seperti  Peraturan  Tata 
Tertib  MPR  dan  DPR. 

Prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  itu  tumbuh  dan  berkem- 
bang  dalam  sejarah  kehidupan  masyarakat  dan  bangsa  secara  terus-menerus 
sejalan  dengan  perkembangan  dan  pertumbuhan  bangsa  yang  mengemban- 
nya.  Berdasarkan  pengamatan  terhadap  perkembangan  itu  kita  dapat  meng- 
kaji  beberapa  hal:  bagaimana  sejarah  pertumbuhan  sistem  tersebut, 
bagaimana  bentuk  maupun  mekanisme  musyawarah  untuk  mencapai  mupa- 
kat itu,  bagaimana  pula  hal  itu  dilaksanakan  dalam  pengaturan  jalannya  kehi- 
dupan bangsa  dan  negara.  Dapat  pula  dipertanyakan,  apakah  prinsip  itu 
dapat  ditradisikan? 


SEJARAH  PERTUMBUHAN  PRINSIP  MUSYAWARAH  UNTUK  MEN- 
CAPAI MUPAKAT 

Berdasarkan  bahan-bahan  pustaka  yang  ada,  kita  dapat  mengetahui 
bahwa  prmsip-prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  dalam  pengam- 


'Staf  CSIS. 
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bilan  putusan-putusan  yang  menyangkui  kepentingan  yang  besar  sudah  ada 
sejak  jaman  Nusantara.  Prinsip  itu  dianui  dan  diterapkan  lerus  oleh  kelom- 
pok-kelompok  masyarakat,  suku  bangsa  dan  kerajaan-kerajaan  yang  ada  di 
Nusantara  ini.' 

Mattulada  menyatakan  antara  lain  bahwa  dalam  masyarakat  Nusantara 
dikenal  adanya  kelompok-kelompok  masyarakat  seperti  kaum,  marga,  anang 
dan  lain  sebagainya.^  Pada  masa  kerajaan-kerajaan  Hindu  maupun  Islam 
dikenal  adanya  konsep-konsep  kedatuan  Tumanurung,  lembaga  ninik- 
mamak,  Bate  Salapang,  Adek  Pitu,  Puang  ri  Wajo  dan  lain  sebagainya. 
Dalam  hidup  berkelompok  itu  terdapat  tabiat-tabiat  dasar  yang  wajib 
dipegang  teguh  seperti  berikut:  (1)  tiap-tiap  individu  warga  persatuan  mem- 
punyai  kedudukan  kewargaan,  hak  dan  kewajiban  yang  sama  terhadap 
persekutuannya;  (2)  tiap-tiap  orang  adalah  merdeka  dalam  mengembangkan 
perlibatan  dirinya  untuk  mengangkat  derajat  dan  martabat  persekutuannya; 
(3)  dalam  hidup  persekutuan  tidak  terdapat  tingkatan-tingkatan  atas  dasar 
keturunan  maupun  status  sosial.  Oleh  karenanya  semua  warga  mempunyai 
kewajiban  yang  sama  dalam  menjunjung  persekutuan;"^  (4)  sebagian  besar 
warga  persekutuan  turut  mengambil  bagian  dalam  "pemerintahan"  atas  dasar 
musyawarah  untuk  mupakat  guna  terselenggaranya  kepentingan  bersama 
yang  dilandasi  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dan  aturan  permainan  yang  ber- 
pangkal  pada  kearifan  dan  tenggang  rasa  sebagai  orang-orang  merdeka  yang 
sederajat,  yang  mempunyai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  serta  tanggung 
jawab;  (5)  kesepakatan  persekutuan  adalah  kesepakatan  yang  mengikat  semua 
pihak.^ 

Mohammad  Koesnoe,  seorang  ahli  hukum  adat,  antara  lain  menyatakan: 
"di  mana-mana  di  Indonesia  kita  temukan  masyarakat  adat  di  mana  berlaku 
cara  pengambilan  putusan  atas  dasar  musyawarah  untuk  mencapai  mupa- 
kat."^ Salah  satu  contoh  yang  dikemukakan  oleh  Prof.  Koesnoe  adalah 
lembaga  Begundem  yang  terdapat  dalam  masyarakat  Sasak.  Begundem 
merupakan  "Dewan  Orang  Tua  atau  Krama  Desa"  untuk  membantu  Kepala 
Desa  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan  memberikan  nasihai-nasihat  yang 


'Lihat  Mattulada,  "Dcmokrasi  dalam  Tradisi  Masyarakat  Indonesia,"  Prisma,  No. 2, 
Pebruari  1977,  hal.  35-43.  Lihat  pula  Mohammad  Koesnoe:  "Musyawarah"  dalam  Miriam 
Budihardjo  (ed.),  Masalah-immtluh  Kunefiaraan,  Jakarta,  Gramedia,  1975. 

^Mattulada,  ihid.,  hal.  35-36. 

^Ihid..  hal.  37-39. 

"//j/V/.,  hal.  36. 

'//)/>/.,  hal.  40. 

^Moh.  Koesnoe,  ihid.,  hal.  66. 


TRADISI  MUSYAWARAH  MUPAKAT 


103 


diputuskan  berdasarkan  kebulatan  dewan.  Dalam  pengambilan  putusan 
Begundem  itu  dianut  prinsip-prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat 
seperti  berikut:  (1)  setiap  anggota  Begundem  dapat  menyampaikan  sesuatu 
masalah;  (2)  dalam  menyampaikan  permasalahan-permasalahan  tersebut, 
anggota  Begundem  tidak  boleh  menyimpang  dari  masalah  yang  sedang 
dibahas;  (3)  setiap  pembahasan  harus  berdasarkan  pada  keinginan  untuk 
memberikan  sumbangan  terhadap  usaha  pencarian  penyelesaian;  (4)  setiap 
pengikut  dalam  persidangan  diwajibkan  untuk  bertindak  sopan,  baik  dalam 
sikap  maupun  dalam  pembicaraan;  (5)  setiap  peserta  musyawarah  wajib 
menghormati  putusan  yang  diambil  dan  menjalankannya  dalam  praktek^ 

Dari  hal-hal  tersebut  di  atas  lazim  diambil  suatu  kesimpulan  bahwa  prinsip 
musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  itu  telah  ada  dalam  sejarah  kehidupan 
masyarakat  Nusantara,  hidup  dan  berkembang  terus  sampai  sekarang.  Prinsip 
musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  tersebut  ternyata  memiliki  komponen- 
komponen,  mekanisme  serta  kaidah-kaidah  tertentu.  Walaupun  demikian 
perlu  dicatat  pula  bahwa  setelah  Indonesia  memperoleh  kemerdekaan,  prinsip 
musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  itu  "terpaksa"  harus  menerima  pula 
pengaruh-pengaruh  dari  pemikiran-pemikiran  luar  seperti  pemikiran  liberal, 
individual,  bahkan  juga  totaliter.  Maka  itu,  sejak  Indonesia  merdeka  sampai 
sekarang  ini  dikenal  sistem  demokrasi  liberal,  di  mana  cara  pengambilan 
putusan  didasarkan  pada  asumsi  kebebasan  individu  secara  mutlak.  Di  sam- 
ping  itu  dikenal  pula  sistem  demokrasi  terpimpin,  yang  menetapkan  bahwa 
pengambilan  putusan  lebih  didasarkan  pada  kedaulatan  pimpinan.  Kedua 
jenis  demokrasi  itu  telah  sama-sama  dialami  oleh  bangsa  Indonesia,  dan 
akhirnya  disadari  bahwa  kedua  jenis  sistem  demokrasi  tersebut  tidak  sesuai 
dengan  prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat,  prinsip  demokrasi 
yang  merupakan  tradisi  kemasyarakatan  bangsa  Indonesia  sendiri. 

Semua  itu  dapat  dipandang  sebagai  suatu  proses  perjalanan  bangsa  In- 
donesia dalam  usaha  menggali  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  sesuai  dengan 
perkembangan  keadaan  serta  sejarah  kebudayaannya  sendiri.  Pola  pemikiran 
itu  kiranya  mempengaruhi  langkah  Orde  Baru  untuk  menerapkan  sistem 
politik  demokrasi  Pancasila  yang  menetapkan  bahwa  pengambilan  putusan 
dalam  permusyawaratan  dan  perwakilan  sejauh  mungkin  dilakukan  melalui 
musyawarah  untuk  mencapai  mupakat. 

Langkah-langkah  Orde  Baru  untuk  menggali  prinsip-prinsip  demokrasi 
yang  sesuai  dengan  kebudayaan  bangsa  sendiri  itu  pertama-tama  dilakukan 
melalui  pencabutan  ketetapan-ketetapan  MPRS  yang  tidak  sesuai  dengan 
Pancasila  dan  UUD  1945  seperti  tertuang  dalam  Ketctapan  MPRS  No. 


'^Ibid.,  hal.  60. 
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X/MPRS/1966  yang  berisi  penataan  dan  peletakan  kembali  semua  lembaga 
negara  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  sesuai  dengan  fungsi  dan  posisi  seperti 
yang  terdapat  dalam  UUD  1945. 

Selanjutnya,  dalam  tahun  1968  Orde  Baru  mencabut  Ketetapan  MPRS  No. 
VIII/MPRS/1965  tentang  Prinsip-prinsip  Musyawarah  untuk  Mencapai 
Mupakat  dalam  Demokrasi  Terpimpin,  dan  menggantikannya  dengan  Pedo- 
man  Pelaksanaan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan 
dalam  permusyawaratan/perwakilan.  Hal  ini  dituangkan  dalam  Ketetapan 
MPRS  No.  XXXVII/MPRS/1968.  Adapun  pokok-pokok  isi  Pedoman  Pelak- 
sanaan Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  per- 
musyawaratan  itu  antara  lain  adalah:  (1)  musyawarah  untuk  mencapai 
mupakat  adalah  ciri  khas.  tata  cara  pengambilan  keputusan  berdasarkan 
gagasan  kerakyatan  yang  berpegang  pada  hikmat  kebijaksanaan;  (2)  masalah- 
masalah  yang  dibicarakan  adalah  masalah-masalah  nasional  yang  memer- 
lukan  pemecahan;  (3)  dalam  mengemukakan  masalah-masalah.  nasional  itu 
harus  dilandasi  oleh  pemikiran  yang  sehat,  mengutamakan  persatuan  dan 
kesatuan  bangsa,  mengutamakan  kepentingan  rakyat  yang  diolah  menuju 
kepada  kebulatan  pikiran  dan  kehendak  semua  peserta  musyawarah;  (4) 
semua  peserta  musyawarah,  termasuk  mereka  yang  memberikan  mandat 
harus  menjalankan  keputusan  yang  diambil  dalam  musyawarah  itu  dengan 
itikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab  yang  sebesar-besarnya.^ 

Dalam  perkembangan  selanjutnya  terjadi  suatu  proses  yang  menyangkut 
bentuk  hukum  maupun  pelaksanaannya.  Yang  termasuk  dalam  perkem- 
bangan bentuk  hukum  antara  lain  adalah  dicabutnya  Ketetapan  MPRS  No. 
XXXVII/MPRS/1968  dengan  Ketetapan  MPR  No.  V/MPR/1973.  Walaupun 
demikian,  esensi  pokok  prinsip-prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat 
sebagai  pelaksanaan  asas  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksa- 
naan dalam  permusyawaratan/perwakilan  itu  tetap  dianut,  ditradisikan, 
bahkan  makin  dibakukan. 

Mengenai  tetap  dianut  dan  diiradisikannya  prinsip-prinsip  musyawarah 
untuk  mencapai  mupakat  itu  tampak  dalam  Ketetapan-kctetapan  MPR  tahun 
1973,  1978  maupun  1983  tentang  Peraturan  Taia  Tertib,  khususnya  pada  Bab 
XI,  Pengambilan  Putusan  Majelis  seperti  berikut: 

"(1)  Hakikal  daripada  musyawarah  iiniuk  mupakat  dalam  kcmurniannya  adalah  suatu  tata  cara 
khas  yang  bcrsumbcr  pada  inti  paham  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksa- 
naan dalam  permusyawaratan/perwakilan  untuk  merumuskan  dan/atau  memuiuskan  se- 
suatu  hal  berdasarkan  kehendak  rakyat  dengan  jalan  mengemukakan  Hikmat  Kebijaksa- 
naan yang  tiada  lain  daripada  pikiran  (ratio)  yang  sehat  yang  mengungkapkan  dan  mem- 
pcrlimbangkan  persatuan  dan  kesatuan  Bangsa,  kepentingan  Rakyat  sebagaimana  yang 
menjadi  tujuan  pembentukan  Pemeriniahan  Ncgaia  termaksud  dalam  alinea  ke-IV  Pcm- 


"Moh.  Koesnoe,  ihict.,  hal.  67. 
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bukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  pengaruh-pengaruh  waktu,  oleh  semua  wakil/utusan 
yang  mencerminkan  penjelmaan  seluruh  Rakyat,  untuk  mencapai  putusan  berdasarkan  ke- 
bulatan  pendapat  (mupakat)  yang  diiktikadkan  untuk  dilaksanakan  secara  jujur  dan  ber- 
tanggung  jawab. 

(2)  Segala  putusan  diusahakan  dengan  musyawarah  untuk  mupakat  di  antara  semua  fraksi. 

(3)  Apabila  yang  tersebut  dalam  ayat  (2)  pasal  ini  tidak  dapat  segera  terlaksana,  maka  Pimpinan 
Rapat  dapat  mengusahakan/berdaya-upaya  agar  rapat  dapat  berhasil  mencapai  mupakat."' 

Selanjutnya,  bentuk  pembakuan  prinsip  musyawarah  untuk  mupakat  itu 
dapat  dilihat  dari  bunyi  pasal  1  Ketetapan  MPR  tahun  1973,  1978  dan  1983 
tentang  Peraturan  Tata  Tertib  tersebut.  Apabila  dalam  Ketetapan  MPR  tahun 
1973  yang  dimaksudkan  dengan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  adalah 
MPR  yang  keanggotaannya  diresmikan  pada  tanggal  1  Oktober  1972;  dalam 
Ketetapan  MPR  tahun  1978  yang  dimaksudkan  dengan  Majelis  Permusya- 
waratan Rakyat  adalah  MPR  yang  keanggotaannya  diresmikan  pada  tanggal 
1  Oktober  1977,  maka  dalam  Ketetapan  MPR  tahun  1983  makin  dibakukan 
seperti  berikut: 

"Majelis  Permusyawaratan  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  Tata  Tertib  ini  ialah  Majelis 
Permusyawaratan  Rakyat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang 
selanjutnya  disebut  Majelis." 

Dengan  demikian  Peraturan  Tata  Tertib  MPR  sebagaimana  tercantum  dalam 
Ketetapan  MPR  No.  I/MPR/1983  itu  dapat  dikatakan  baku,  yang  berarti 
pula  bahwa  prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  juga  telah  menjadi 
baku. 

Dalam  pada  itu,  yang  termasuk  dalam  proses  pelaksanaannya  dapat  di- 
uraikan  seperti  berikut  ini.  Pada  mulanya  pelaksanaan  prinsip-prinsip  mu- 
syawarah untuk  mencapai  mupakat  itu  sering  diwarnai  oleh  interaksi  politik 
fisik,  termasuk  kadang-kadang  juga  terjadi  kebringasan-kebringasan  politik. 
Hal  itu  terjadi  dalam  pengalaman  kehidupan  politik  Indonesia  antara  tahun 
1966-1982. 

Karena  perkembangan  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  itu  mei-upa- 
kan  proses  politik,  tidaklah  mengherankan  apabila  ada  sementara  kalangan 
yang  mempermasalahkannya  sebagai  prinsip  demokrasi,  terutama  dalam 
kaitannya  dengan  soal  kebebasan.  Dr.  Deliar  Noer  misalnya  pernah  menya- 
takan:  "Pada  masa  Orde  Baru,  yang  kini  sedang  berjalan,  mulanya  harapan 
tentang  demokrasi  tinggi  disuarakan,  tetapi  kemudian  sekurang-kurangnya 
menjadi  soal  kembali.  Masa  Orde  Baru  dimulai  dengan  harapan  baru  kembali 


'Dalam  Ketetapan  MPR  tahun  1973,  prinsip  musyawarah  uniuk  mupakai  iiu  icrdapai  pada 
Pasal  93.  Sedangkan  dalam  Ketetapan  MPR  tahun  1978  dan  1983  Icrcantum  pada  Pasal  90. 
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tentang  kebebasan  ini,  tetapi  dirasakan  kemudian  ia  menyempit  kembali." 
Sementara  itu  Dr.  Arief  Budiman  antara  lain  menyatakan:  "Pada  saat  ini, 
dengan  adanya  pemerintah  yang  terlalu  kuat,  tampaknya  kehidupan  demo- 
krasi  yang  ada  hanya  merupakan  manifestasi  'belas  kasihan'  pemerintah 
yang  menetes  ke  bawah.  Demokrasi  ini  dapat  setiap  saat  ditarik  kembali,  bila 
Pemerintah  beranggapan  bahwa  dia  digunakan  tidak  secara  semestinya  (me- 
nurut  kriteria  pemerintah)."'^  Fachry  Ali  berpendapat:  "...  sangat  terasa 
bahwa  sistem  politik  Orde  Baru  merupakan  suatu  sistem  yang  tidak  ada  pre- 
sedennya  dalam  masyarakat  Indonesia.  Ia  merupakan  suatu  sistem  yang  betul- 
betul  baru,  bahkan  radikal.  Sebab  hampir  semua  ide  dan  elemen  dari  sistem 
itu  tidak  mengandung  unsur  sistem  sebelumnya,  apalagi  unsur-unsur  dari 
dunia  politik  santri.  Dan  perubahan  drastis  ini  sebenarnya  bukanlah  suatu 
proses  perjalanan  dengan  arah  yang  sudah  pasti,  melainkan  lebih  merupakan 
proses  pencarian."'^ 

Setelah  Pemilu  1982,  interaksi  politik  keras  itu  dapat  dikatakan  tidak  ter- 
jadi  lagi,  sekurang-kurangnya  di  tingkat  formal.  Dalam  Sidang  Umum  MPR 
tahun  1983,  semua  persoalan  dapat  dipecahkan  melalui  musyawarah-mupa- 
kat.  Demikian  pula  pembahasan  Paket  Lima  RUU  bidang  Politik  di  DPR 
dalam  tahun  1984  (khususnya  pembahasan  atas  RUU  tentang  Perubahan 
Undang-Undang  tentang  Pemilu  dan  RUU  tentang  Perubahan  Undang- 
Undang  mengenai  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR  dan  DPRD)  dapat 
berjalan  dengan  lancar.  Namun  dalam  kehidupan  politik  non-formal  masih 
ditemukan  adanya  interaksi  politik  keras. 


'°Lihat  Deliar  Noer,  "Perkembangan  Demokrasi  Kita"  dalam  Prisma,  No.  2,  Februari  1977, 
hal.  33.  Apabila  prinsip  musyawarah  makin  membaku,  konstatasi  Dr.  Deliar  Noer  itu  mengan- 
dung persoalan  sekitar  musyawarah  dan  kebebasan  dalam  kaitannya  dengan  demokrasi. 

"Lihat  Arief  Budiman,  "Demokrasi  dan  Kclas  Menengah  di  Indonesia,"  Kompas,  23  Juli 
1984.  Dalam  pandangan  ini  sesungguhnya  ada  persoalan  bahwa  bukan  musyawarah  yang  terjadi 
melainkan  pemerintah  yang  terlalu  kuat.  Benar  tidaknya  konstatasi  itu  harus  dikaji  dengan  ke- 
nyataan  politik  yang  riil,  apakah  pemerintah  memang  menentukan  kriteria  secara  sepihak.  Peme- 
rintah bagaimanapun  tetap  tcrikat  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945,  termasuk  prinsip  mu- 
syawarah. Dengan  pcngalaman  musyawarah  yang  makin  membaku,  prinsip  demokrasi  justru 
makin  dibangun.  Memang  apakah  konstatasi  Dr.  Arief  Budiman  itu  didasarkan  atas  pemahaman 
mengenai  musyawarah,  hal  ini  masih  dapat  dipcrtanyakan. 

'^Lihat  Fachry  Ali,  "Dunia  Politik  Santri  dalam  Orde  Baru  di  Indonesia,"  Kompas,  3  Sep- 
tember 1984.  Kalau  konstatasi  ini  benar  dan  kalau  iradisi  musyawarah  itu  adalah  tradisi  lama 
dalam  masyarakat  Indonesia,  termasuk  masyarakat  santri,  maka  persoalannya  adalah  apakah 
konstatasi  itu  mcnolak  musyawarah  sebagai  tradisi  kemasyarakaian  kita  termasuk  masyarakat 
santri.  Bila  musyawarah  sebagai  tradisi  diakui,  maka  sistem  sekarang  ini  sesungguhnya  bukanlah 
barang  baru  yang  timbul  secara  drastis. 
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KOMPONEN  DAN  MEKANISME  PELAKSANAAN  MUSYAWARAH 
UNTUK  MENCAPAI  MUPAKAT 

Indonesia  dengan  segala  isinya  mempunyai  ciri-ciri  yang  mengandung 
"pluriformitas."  Pendapat  ini  misalnya  dikemukakan  oleh  PB-HMI  dalam 
dengar  pendapat  dengan  FPP  di  DPR  mengenai  Paket  Lima  RUU  bidang 
Politik  pada  tanggal  20  September  1984  di  mana  dinyatakan:  "...  dalam  kon- 
teks  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  HMI  menerima  Pancasila  sebagai 
satu-satunya  asas.  Namun  demikian  kita  tidak  pernah  menyatakan  bahwa  kita 
satu  masyarakat.  Masyarakat  kita  adalah  majemuk  atau  bhinneka."'^ 

Tanpa  bermaksud  membantah  adanya  sifat  "pluriformitas"-nya  ma- 
syarakat Indonesia,  kiranya  harus  diakui  bahwa  terhadap  pendapat-pendapat 
tersebut  masih  perlu  dilengkapi.  Di  samping  mengandung  pluriformitas,  ma- 
syarakat kita  juga  memiliki  unitas.  Prof.Dr.  Haryati  Soebadio  menyatakan 
sebagai  berikut:  "...  bahwa  ternyata  keanekaragaman  bahasa  dan  budaya  se- 
tempat  itu  memiliki  dasar  sama,  dalam  arti  berasal  dari  rumpun  bahasa  dan 
jenis  budaya  yang  sama.  Hal  ini  "kita  ketahui  semenjak  diadakan  penelitian 
sosial  budaya  yang  dimulai  oleh  sarjana  asing  pada  abad  ke-19  secara  men- 
dalam.  Dengan  demikian,  lambang  negara  Bhinneka  Tunggal  Ika,  beraneka- 
ragam  sekaligus  satu,  memiliki  landasan  dalam  kenyataan  bangsa  di  samping 
menjadi  tolok  ukur  kegiatan  pembinaan  dan  pengembangan  kebudayaftn  na- 
sional  Indonesia."^'*  Unsur-unsur  unitas  itu  terungkap  lagi  dalam  semangat 
satu  nusa,  satu  bangsa,  satu  bahasa,  satu  konstitusi,  satu  pandangan  hidup 
bangsa,  satu  ideologi  nasional.  Unsur-unsur  unitas  seperti  itu  kiranya  telah 
mampu  mempersatukan  dan  menumbuhkan  bangsa  Indonesia.  Dalam  kondisi 
serta  suasana  bhinneka  tunggal  ika  itu,  prinsip-prinsip  musyawarah  untuk 
mencapai  mupakat  dapat  tumbuh  dan  berkembang.  Dengan  kata  lain,  mu- 
syawarah untuk  mencapai  mupakat  hanya  akan  terjadi  kalau  sifat  masyara- 
katnya  memang  bhinneka,  tetapi  tetap  tunggal  ika. 

Agar  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  dapat  berlangsung  dengan 
baik  dan  lancar  diperlukan  komponen-komponen  tertentu.  Pertama,  perlu 
adanya  bahan  atau  materi  musyawarah;  kedua,  perlu  adanya  pihak-pihak 
yang  bermusyawarah  atau  masyarakat  yang  mengembannya;  ketiga,  perlu 
adanya  acuan  pokok  untuk  memusyawarahkan  bahan;  keempat,  perlu  adanya 
mekanisme  permusyawaratan  atau  prosedur  musyawarah  untuk  mencapai 
mupakat  serta  dengan  kaidah-kaidahnya;  kelima,  perlu  adanya  kepemim- 
pinan  musyawarah.  Adapun  mekanisme  atau  prosedur  musyawarah  untuk 
mencapai  mupakat  yang  selama  masa  Orde  Baru  ini  dipraktekkan  dapat  di- 
uraikan  seperti  di  bawah  ini. 

'^Suara  Karya,  21  September  1984. 

^*Uhal  Analisis  Kebudayaan.  Tahun  III,  No.  2,  1982/1983,  hal.  e. 
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Berdasarkan  Peraturan  Tata  Tertib  MPR-RI,  prosedur  pengambilan 
putusan-putusan  Majelis  dilakukan  melalui  4  (empat)  tingkat  pembicaraan 
seperti  berikut: 

1.  Tingkat  I:  Pembahasan  oleh  Badan  Pekerja  Majelis  terhadap  bahan-bahan 
yang  masuk  dan  hasil  daripada  pembahasan  tersebut  merupakan  Ran- 
cangan  Ketetapan/Keputusan  Majelis  sebagai  bahan  pokok  Pembicaraan 
Tingkat  II; 

2.  Tingkat  II:  Pembahasan  oleh  Rapat  Paripurna  Majelis  yang  didahului  oleh 
Penjelasan  Pimpinan  dan  dilanjutkan  dengan  Pemandangan  Umum  Fraksi- 
fraksi; 

3.  Tingkat  III:  Pembahasan  oleh  Komisi/Panitia  Ad  Hoc  Majelis  terhadap  se- 
mua  hasil-hasil  dari  pembicaraan  Tingkat  I  dan  II.  Hasil  dari  pembahasan 
pada  Tingkat  III  ini  merupakan  Rancangan  Ketetapan/Keputusan  Majelis; 

4.  Tingkat  IV:  Pengambilan  putusan  oleh  Rapat  Paripurna  Majelis  setelah 
mendengar  laporan  dari  Pimpinan  Komisi/Panitia  Ad  Hoc  Majelis  dan 
bilamana  perlu  dengan  kata  terakhir  dari  fraksi-fraksi. 

Selanjutnya  ditetapkan  pula  hal-hal  berikut:  "Sebelum  dilakukan  pembica- 
raan Tingkat  II  dan  III  dapat  didahului  dengan  rapat-rapat  Fraksi;"  "Fraksi 
berhak  mengajukan  usul/pendapat  dalam  bentuk  pokok-pokok  pikiran  untuk 
bahan  Putusan  Majelis  di  dalam  Tingkat  Pembicaraan  I,  II  dan  III."'^ 

Prinsip  musyawarah  untuk  mupakat  itu  pun  dianut  dan  diterapkan  di  lem- 
baga  DPR.  Hal  itu  tercermin  dalam  bentuk  Peraturan  Tata  Tertib  DPR  yang 
antara  lain  menetapkan  alat-alat  kelengkapan  DPR  untuk  memperlancar  ja- 
lannya  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat.  Salah  satu  di  antaranya  adalah 
Badan  Musyawarah  yang  dibentuk  oleh  DPR  dan  merupakan  alat  keleng- 
kapan DPR  yang  bersifat  tetap.  Badan  ini  antara  lain  bertugas:  "menetapkan 
acara  DPR  untuk  satu  Tahun  Sidang  atau  satu  Masa  Persidangan  atau  se- 
bagian  dari  suatu  Masa  Sidang,  dan  menetapkan  ancar-ancar  waktu  penyele- 
saian  sesuatu  masalah,  termasuk  jangka  waktu  penyelesaian  suatu  Rancangan 
Undang-Undang,  dengan  tidak  mengurangi  hak  Rapat  Paripurna  untuk 
mengubahnya."'^ 

Selanjutnya,  suatu  Rancangan  Undang-Undang  (baik  yang  berasal  dari 
pemerintah  maupun  alas  usul  inisiatif  DPR)  dibahas  melalui  4  (empat)  tingkat 
pembicaraan  sebagai  berikut: 


"Liliai  Keielapan  MPR  I/MPR/1973,  1978  maupun  1983,  Bab  XIII,  Proses  Pembuatan 
Putusan-putusan  Majelis. 

'^Lihat  Peraiurun  Tata  Teriih  DPR-RI,  Bab  VII,  Pasal  47  dan  49  ayat  a. 
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1.  Pembicaraan  Tingkat  I,  yakni  pembicaraan  dalam  Rapat  Paripurna.  Pe- 
merintah  atau  para  Pengusul  memberikan  keterangan  atau  penjelasan  ten- 
tang  suatu  Rancangan  Undang-Undang; 

2.  Pembicaraan  Tingkat  II,  pembicaraan  dalam  Rapat  Paripurna.  Pada 
tingkat  ini  dilakukan  Pemandangan  Umum  dalam  Rapat  Paripurna  oleh 
para  anggota  DPR  yang  membawakan  suara  fraksinya  terhadap  Ran- 
cangan Undang-Undang  b.eserta  keterangan/penjelasan  dari  Pemerinrah 
maupun  para  Pengusul.  Selanjutnya  Pemerintah  atau  Pengusul  memberi- 
kan tanggapan  atas  pemandangan  umum  dalam  suatu  Rapat  Paripurna; 

3.  Tingkat  III,  pembicaraan  dalam  Rapat  Komisi,  Gabungan  Komisi  atau  da- 
lam suatu  Pantia  Khusus.  Pembicaraan  pada  tingkat  ini  dilakukan:  (a)  ber- 
sama-sama  dengan  Pemerintah,  apabila  RUU  berasal  dari  Pemerintah; 
(b)  bersama-sama  dengan  para  Pengusul  dan  Pemerintah  apabila  RUU  ber- 
asal dari  inisiatif  DPR;  (c)  secara  intern  apabila  dipandang  perlu,  tanpa 
mengurangi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  dan  b; 

4.  Tingkat  IV,  pembicaraan  dalam  Rapat  Paripurna.  Pada  tingkat  ini  dilaku- 
kan pengambilan  keputusan  yang  didahului  dengan  laporan  hasil  pembi- 
caraan Tingkat  III  dan  pendapat  akhir  dari  fraksi  yang  disampaikan  oleh 
anggotanya.'^ 

Sementara  itu,  prosedur/cara  pengambilan  keputusannya  dilakukan  se- 
bagai  berikut:  (1)  pengambilan  keputusan  adalah  proses  penyelesaian  terakhir 
suatu  masalah  yang  dibicarakan  dalam  rapat  DPR;  (2)  pengambilan  kepu- 
tusan dalam  rapat  DPR  pada  asasnya  diusahakan  sejauh  mungkin  dengan 
cara  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat.  Ditentukan  pula  dalam  Per- 
aturan  Tata  Tertib  DPR  itu  bahwa:  (1)  semua  jenis  rapat  DPR  dapat  mengam- 
bil  keputusan;  dan  (2)  Keputusan  Rapat  DPR  dapat  berupa  menyetujui  atau 
menolak.'^ 

Mekanisme  atau  prosedur  musyawarah  untuk  mupakat  itu  dapat  dijelas- 
kan  seperti  berikut.  Periama-tama,  perlu  ada  bahan/materi  musyawarah.'^ 
Terhadap  bahan/materi  musyawarah  yang  telah  tersedia  itu  kemudian  dila- 
kukan pendalaman  dan  penilaian  oleh  semua  fraksi  peserta  musyawarah  me- 
lalui  pemandangan  umum.  Tahap  Kedua  adalah  tahap  inventarisasi  dan  pen- 
dalaman atas  materi  pokok  serta  pandangan-pandangan  semua  fraksi  yang 
telah  dikemukakan  sebelumnya  guna  dicari  keterpaduannya  antara  komplek- 
sitas  dan  sintesanya.  Tahap  ini  dapat  disebut  sebagai  tahap  divergensi.  Tahap 

"fbid.,  Bab  XIII  Pasal  115-119. 
'*/6/f/.,  Bab  XV,  Pasal  136-137. 

"Materi/bahan  musyawarah  amai  peniing.  Materi  yang  siap  semakin  meinbanlu  proses  mu- 
syawarah untuk  mencapai  mupakat. 
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Ketiga  adalah  tahap  pencarian  sintesa  atau  konsensus.  Tahap  ini  dapat  disebut 
sebagai  tahap  konvergensi.  Akhirnya,  Tahap  Keempai  adalah  tahap  pengam- 
bilan  putusan  berdasarkan  hasil-hasil  musyawarah  yang  telah  dilakukan  pada 
fase-fase  sebelumnya.  Dengan  perkataan  lain,  suatu  dialekiik  divergensi- 
konvergensi  merupakan  struktur  dinamik  dari  musyawarah  itu. 

BEBERAPA  CONTOH  PELAKSANAAN  MEKANISME  MUSYAWARAH 
UNTUK  MUPAKAT 

Mengamati  kehidupan  politik  sejak  tahun  1973  sampai  sekarang,  dapat 
diketahui  bahwa  bahan-bahan  untuk  musyawarah  guna  mencapai  mupakat  itu 
selalu  ada.  Hal  itu  tampak  misalnya  dalam  sidang-sidang  umum  MPR  mau- 
pun  sidang-sidang  DPR.  Sebagaimana  diketahui,  prosedur  pembahasan 
materi-materi  musyawarah  itu  dilakukan  melalui  tahap-tahap  sebagaimana 
telah  disebutkan  di  muka.  Contoh-contoh  pelaksanaan  mekanisme  musya- 
warah untuk  mencapai  mupakat  yang  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap 
itu  dapat  dilihat  dalam  Sidang  Umum  MPR  1983  dan  pembahasan  Paket  Lima 
RUU  bidang  Politik  oleh  DPR. 

Mengenai  proses  pembahasan  Tap-tap  MPR  1983  yang  lalu,  dapat  diurai- 
kan  seperti  berikut:  setelah  diadakan  rapat  pleno  Badan  Pekerja  MPR,  kemu- 
dian  dilanjutkan  dengan  rapat  pleno  Panitia  Ad  Hoc.  Sesudah  itu  diteruskan 
dalam  forum  sinkronisasi  pendapat  sekaligus  merumuskannya  menjadi  "draft 
kasar."  Tahap  berikutnya  adalah  tahap  perumusan  akhir  Rantap  final  oleh 
Tim  Perumus.^^  Hasil-hasil  Panitia  Ad  Hoc  itu  kemudian  diserahkan  kepada 
Ketua  Badan  Pekerja  untuk  disampaikan  kepada  Pimpinan  MPR  guna  di- 
bagikan  kepada  seluruh  anggota  MPR  sebagai  bahan  musyawarah  dalam 
Sidang  Umum  bulan  Maret  1983.  Prosedur  pembahasan  Tap-tap  MPR  1983 
itu  selengkapnya  dapat  dilihat  dalam  Bagan  1. 

Mekanisme  seperti  tertera  dalam  Bagan  1  terjadi  dan  dilaksanakan  dalam 
sistem  politik  demokrasi  Pancasila.  Mengenai  mekanisme  pelaksanaan  de- 
mokrasi  Pancasila  itu  lebih  lanjut  lihat  Bagan  2. 

Di  samping  diterapkan  dalam  pembahasan  Tap-tap  MPR  tahun  1983, 
prinsip  musyawarah-mupakai  itu  dilaksanakan  pula  dalam  pembahasan  Paket 
Lima  RUU  bidang  Politik  di  DPR.  Adapun  proses  pelaksanaan  musyawarah 
untuk  mencapai  mupakat  terhadap  materi-materi  Pakei  Lima  RUU  bidang 
Politik  itu  dapat  diuraikan  seperti  berikui.  Pertama-tama,  pada  tanggal  30 
Mei  1984  Pemerintah  menyampaikan  naskah  Paket  Lima  RUU  bidang  Politik 


^"Lihat  kctcrangan  Kctua  Panitia  Ad  Hoc  I  dan  II  BP-MPR  dalam  Kompas,  29  November 
1982,  3  dan  7  Desembcr  1982;  Suara  Karya,  20  November  1982,  1  dan  7  Descmbcr  1982. 


TRADISI  MUSYAWARAH  MUPAKAT 


111 


Bagan  1 


MEKANISME  MUSYAWARAH  UNTUK  MUPAKAT 
DALAM  PEMBAHASAN  KETETAPAN-KETETAPAN  MPR  1983 


tersebut  kepada  DPR  sebagai  pelaksanaan  amanai  Ketetapan-ketetapan  MPR 
hasil  Sidang  Umum  1983.  Terhadap  materi-materi  Pakei  Lima  RUU  bidang 
Pohtik  tersebut  dilakukan  pembahasan  oleh  DPR  sesuai  dengan  prosedur 
yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Tata  Teriib  DPR. 


Bagan  2 


MEKANISME  PELAKSANAAN  DEMOKRASI  PANCASILA 


1.  SUMBER  NORMATIF 


II.  SUPRA-STRUKTUR 


MA 


III.  INFRA- 

STRUKTUR 


IV.  RAKYAT 


PANCASILA 
PEMBUKAAN  UUD  1945 


UUD  1945 


DPA 


3^ 


MPR 


PRESIDEN 


it 


DPR 


BPK 


PROGRAM  KESEJAHTERAAN  RAKYAT 


REFERENDUM 


RAKYAT 


Sumher:    Harry  Tjan  Silalalii,  "Mckanismc  Pclak.sanaan  Dcmokrasi  Pancasila,"  makalah  di- 
mpaikan  di  BP-7  Pusai,  Jakarta,  tanggal  30,  31  Mci  dan  1  Juni  1983. 
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Proses  pembahasan  Lima  RUU  bidang  Politik,  terutama  dua  RUU 
yang  telah  selesai  dibahas  dan  disepakati  oleh  Panitia  Khusus  menjadi 
Undang-undang  (RUU  tentang  Perubahan  UU  Pemilu  dan  RUU  tentang  Per- 
ubahan  UU  mengenai  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR  dan  DPRD),  di- 
laksanakan  melalui  prosedur  dan  tahap-tahap  musyawarah  untuk  mupakat  se- 
perti  disebutkan  terdahulu.  Pada  tahap  divergensi,  pembahasan  RUU  tentang 
Perubahan  Undang-Undang  Pemilu  terdiri  dari  pemandangan  umum  fraksi- 
fraksi,  dalam  hal  mana  kemudian  ditemukan  permasalahan-permasalahan 
yang  perlu  dibahas  lebih  mendalam,  antara  lain  tanda  gambar  peserta,  lama 
masa  kampanye,  lama  masa  tenang  serta  dengan  dananya  bagi  ketiga  peserta 
Pemilu,  soal  libur  atau  tidak  liburnya  hari  pemungutan  suara,  dan  soal  saksi 
di  TPS.  Setelah  dibahas  dalam  Panitia  Kerja  terjadi  tahap  konvergensi  ter- 
hadap  pendapat-pendapat  yang  berbeda  itu  dan  akhirnya  dapat  dipertemukan 
dalam  bentuk  kesepakatan  bersama.  Melalui  tahap-tahap  tersebut,  RUU  ten- 
tang Perubahan  UU  Pemilu  dapat  disetujui  untuk  disahkan  menjadi  Undang- 
undang  dengan  beberapa  perubahan  dan  penyempurnaan  sebagai  hasil  mu- 
syawarah sebelumnya.^' 

Sementara  itu,  dalam  proses  pembahasan  RUU  tentang  Perubahan 
Undang-undang  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR  dan  DPRD  pada  tahap 
divergensi  telah  diketemukan  tujuh  permasalahan  yang  memerlukan  pemba- 
hasan secara  lebih  mendalam.  Di  antaranya  yang  menonjol  adalah  soal  utusan 
golongan  profesi,  penambahan  jumlah  anggota  DPRD  DKI  Jakarta,  pengang- 
katan  100  orang  anggota  DPR  dari  ABRI  dan  jaminan  bagi  kontestan  untuk 
tetap  memperoleh  wakil  di  lembaga-lembaga  perwakilan  walaupun  kontestan 
yang  bersangkutan  tidak  memperoleh  suara  yang  memadai  dalam  Pemilu.  Se- " 
telah  dibahas  dalam  forum-forum  yang  telah  disepakati  sebelumnya,  terjadi- 
lah  proses  konvergensi,  dan  materi-materi  RUU  itu  pun  dapat  disetujui  untuk 
ditetapkan  menjadi  Undang-undang  dengan  beberapa  perubahan  sebagai  hasil 
musyawarah. 

Terdapat  beberapa  hal  yang  menarik  dalam  proses  pembahasan  RUU- 
RUU  tersebut  di  atas  antara  lain,  ternyata  rancangan  yang  diajukan  oleh  Pe- 
merintah  tidak  begitu  saja  diterirna  secara  utuh,  melainkan  mengalami  per- 
kembangannya  sendiri  dalam  suasana  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat. 


CATATAN  PENUTUP 

Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan. 
Pertama,  prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  dalam  memutuskan 


^'Lihat  Suara  Karya,  20  November  1984. 
^^Suara  Karya,  20  Descmber  1984. 
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hal-hal  yang  menyangkut  kepentingan  yang  lebih  besar,  kepentingan  bangsa 
dan  negara  itu  merupakan  tradisi  lama,  yang  bertumbuh  dan  berkembang  te- 
rus  sampai  sekarang  dalam  masyarakat  Nusantara.  Walaupun  demikian,  se- 
telah  Indonesia  memperoleh  kemerdekaan,  dapat  diketahui  pula  bahwa 
prinsip-prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  itu  pernah  tidak  dilak- 
sanakan.  Akibatnya,  kehidupan  bangsa  mengalami  distabilitas. 

Kedua,  berdasarkan  pengalaman  sejarah,  Orde  Baru  menyadari  penting- 
nya  pelaksanaan  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  seperti  telah  dikon- 
sensuskan  oleh  bangsa  Indonesia  sendiri  pada  tahun  1945.  Pelaksanaan  prin- 
sip  musyawarah  untuk  mupakat  ini  pun  merupakan  proses  politik,  cfi  mana 
pada  awalnya  tidak  jarang  membawa  proses  interaksi  politik  yang  kadang- 
kadang  keras  baik  di  tingkat  formal  maupun  di  tingkat  nori-formal. 

Perkembangan  terakhir  menunjukkan  arah  yang  makin  mengendap  dan 
membakunya  prinsip  musyawarah  itu  sehingga  di  tingkat  formal  semua  pihak 
menyadari  pentingnya  kerangka  pikir  nasional,  acuan  nasional,  kerangka 
kerja  yang  jelas  dan  prosedur  yang  baku.  Dari  pengalaman  pembahasan 
Rantap-rantap  MPR  tahun  1983  dan  pembahasan  Paket  Lima  RUU  baru-baru 
ini  tampak  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  musyawarah  makin  me- 
nyadari pentingnya  dialog  daripada  pertentangan,  makin  mementingkan  mu- 
syawarah daripada  adu  kekuatan. 

Keliga,  berdasarkan  penelusuran-penelusuran  tersebut  di  atas,  tidaklah 
mustahil  bahwa  prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mupakat  itu  dapat  di- 
tradisikan.  Untuk  membakukan  sistem  tersebut  diperlukan  usaha-usaha  untuk 
mengkomunikasikan  secara  lebih  meluas  mengenai  landasan  sistem  demokrasi 
Pancasila,  mekanisme  pelaksanaannya  dalam  masyarakat  Indonesia  yang 
bhinneka  tunggal  ika  tetapi  memiliki  acuan  bersama.  Di  samping  itu,  se- 
mangat  keterbukaan,  etik  politik  serta  semangat  mendahulukan  kepentingan 
bersama  daripada  kepentingan  pribadi  maupun  golongan,  mendahulukan  per- 
damaian  daripada  konflik,  dan  mendahulukan  pelaksanaan  kewajiban  dari- 
pada menuntut  hak,  perlu  semakin  dimasyarakatkan,  dihayati  dan  diamalkan. 
Dengan  demikian,  proses  itu  didukung  oleh  suatu  format  budaya  yang  mantap 
dan  yang  mempengaruhi  kehidupan  demokrasi  kita,  baik  di  tingkat  formal 
maupun  di  tingkat  kemasyarakatannya. 


Demokrasi  Pancasila  Mengembangkan 
Kesejahteraan  Umum  Menyeluruh 

Sunarto  NDARU  MURSITO* 


PENGANTAR 

Sungguh  merupakan  keberuntungan  bahwa  kita  hidup  dalam  masa 
peradaban  yang  menjunjung  tinggi  sistem  kemasyarakatan  dan  kenegaraan 
demokrasi.  Bahagianya  hidup  dalam  negara  demokrasi  pasti  akan  lebih 
terasa,  jika  kita  bandingkan  dengan  rasa  kehidupan  masyarakat  dalam  negara 
kerajaan  tirani,  negara  jajahan,  atau  dalam  negara  kediktaturan  sewenang- 
wenang.  Dalam  bentuk-bentuk  negara  yang  baru  disebut  ini  para  warga 
negara  memang  banyak  menderita  karena  berbagai  ulah  kaum  penguasa.  En- 
tah  itu  berupa  pengkelasan  warga  masyarakat  dengan  diskriminasi  hak- 
haknya,  pemungutan  pajak  berlebihan,  tindakan  angkuh  dan  kejam  para  pe- 
nguasa, dilalaikannya  kesejahteraan  rakyat  banyak,  dan  penghisapan  atau 
aneka  penindasan  lainnya. 

Membicarakan  masalah  demokrasi  berarti  mengulas  hidup  kebersamaan 
manusia,  pada  khususnya  menyadari  makna  kenyataan  "masyarakat  dan 
negara."  Sudah  merupakan  dalil  dasar  bahwa  pribadi-pribadi  manusia  hanya 
dapat  berkembang  menuju  kesempurnaan  dan  kesejahteraannya  melalui 
aktivitas  yang  saling  melengkapi  dengan  manusia-manusia  lainnya.  Menurut 
alamiahnya  tujuan  hidup  masing-masing  pribadi  baru  dapat  tercapai  di  dalam 
kehidupan  bermasyarakat.  Dengan  semakin  besar  dan  kompleksnya  masya- 
rakat, maka  kemajuan  dan  kesejahteraan  yang  sebaik  mungkin  bagi  seluruh 
warganya  membutuhkan  organisasi  masyarakat  yang  sempurna  secara  manu- 
siawi  berupa  negara  demokrasi. 

Sistem  demokrasi  untuk  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  ini  pada 
hakikatnya  mengalir  dari  dasar  filsafati  bahwa  pribadi  manusia  adalah 
makhluk  yang  bebas  dan  sama  derajat  dengan  manusia-manusia  lainnya. 


'Siaf  csis. 
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Manusia  adalah  makhluk  yang  bebus,  karena  dia  lidak  dicipiakan  sebagai 
robot  yang  sumber  kegiatan-kegiaiannya  diientukan  oleh  kekuasaan  di  luar 
dirinya  melainkan  manusia  berkemanipuan  menentukan  dan  mengurus  kehi- 
dupannya  sendiri.  Dan  pribadi-pribadi  manusia  itu  seclenijai,  karena  masing- 
masing  memiliki  martabat  kodrati  sama  yang  realisasi  perkembangan  poien- 
sinya  membuamya  unik,  berbeda,  atau  bertentangan.  Masyarakat  dan  negara 
demokrasilah  yang  inenghargai  kebebasan  maupun  kesedarajatan  manusia 
ini.  Hanya  dalam  penghargaan  kebebasan  dan  kesederajatan  seluruh  warga- 
nya,  maka  setiap  orang  mampu  berkomunikasi  dan  saling  melengkapi  dan 
dapat  bersatu  dalam  perkembangan  maupun  kesejahteraan. 


PERKEMBANGAN  DEMOKRASI  MENUJU  KESEJAHTERAAN 
SEGENAP  WARGA  NEGARA 

Untuk  mencapai  pandangan  dan  bentuk  konkrit  masyarakat  atau  negara 
demokrasi  sepenuhnya  ternyata  umat  manusia  harus  belajar  dari  pengalaman- 
pengalaman  sejarah  yang  amat  panjang.  Dimulai  dari  cita-cita  demokrasi  se- 
jak  jaman  Yunani  dan  Romawi  kuno,  negara  demokrasi  liberal  dan  demo- 
krasi totaliter  pada  jaman  modern,  sampai  negara  demokrasi  Komunis  dan 
demokrasi  Negara  Kesejahteraan  di  dunia  Barat  abad  XX.  Dalam  hal  ini 
bangsa  Indonesia  yang  lahir  sebagai  negara  baru  juga  mengembangkan 
gagasan  masyarakat  dan  negara  demokrasi  Pancasila. 


Jaman  Kuno 

Sejarah  mencatat  sistem  pemerintahan  demokrasi  tertua  adalah  pada 
negara-negara  kota  (polls)  di  Yunani  dan  negara  Republik  Romawi  pada 
abad-abad  Sebelum  Masehi.  Dalam  peradaban  jaman  ini  dikenal  ada  dua 
kelas  manusia  yaiiu  manusia  budak  dan  manusia  bebas.  Manusia  bebaslah 
yang  tcrhiiung  sebagai  warga  negara  dan  memiliki  hak  pilih  aktif  dan  pasif  un- 
tuk ambil  bagian  di  dalam  kchidupan  demokrasi  negaranya.  Bentuk  negara 
demokrasi  dalam  masyarakat  Yunani  kuno  pernah  dilaksanakan  secara 
bcrhasil  di  polls  Athena,  di  mana  dalam  masa  kepemimpinan  Pericles  (498-429 
S.M.)  pemerintahan  demokrasi  sanggup  mengangkat  bangsa  Yunani  kuno 
mencapai  jaman  kejayaannya. 

Akan  tetapi  dirasakan  bahwa  bukan  merupakan  jaminan  mutlak  bahwa 
pemerintahan  demokrasi  pasti  monyelcnggarakan  kesejahteraan  bagi  seluruh 
warganya.  Mudah  lerjadi  bahwa  pemerintahan  demokrasi  hanya  menjadi  pen- 
tas  orang  pandai  omong,  berpidato,  bersilat  lidah,  atau  "jual  kecap"  dan 


DEMOKRASI  DAN  KESEJAHTERAAN 


117 


bahwa  pemerintahan  hanya  memenuhi  kepentingan  pihak-pihak  yang  bisa 
bersuara  dan  beruntung  dengan  kekuasaannya.  Ini  terbukti  ketika  sesudah 
masa  Pericles  polis  Athena  yang  berpemerintahan  demokrasi  kemudian  sangat 
merosot  dan  dengan  mudah  ditaklukkan  oleh  polis  Sparta  yang  diperintah 
secara  ditaktor  militer. 

Menyadari  kelemahan-kelemahan  sistem  demokrasi  demikian  itu,  mudah 
dimengerti  bila  filsafat  Plato  (427-347  S.M.)  melontarkan  gagasannya  ten- 
tang  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  seorang  Filsuf  Raja.  Orang  yang  paling 
mengetahui  kebenaran  dan  bisa  hidup  dalam  keseimbangan/bermoral  luhur, 
yang  menurut  Plato  ini  hanya  mungkin  pada  filsuf  yang  hebat,  adalah  satu- 
satunya  pemimpin  yang  mampu  membawa  seluruh  bangsa  membangun  ma- 
syarakat  yang  harmonis.  Begitu  pula  filsafat  Aristoteles  (384-322  S.M.)  me- 
nyarankan  pemerintahan  monarki  konstitusional.  Dalam  hal  ini  raja  sebagai 
pemerintah  kuat  yang  memegang  kekuasaan,  namun  kekuasaannya  harus  di- 
jalankan  sesuai  dengan  konstitusi  yang  mampu  membangun  negara  menjadi 
ruang  kebahagiaan  bagi  segenap  warganya.  Dan  negara  Republik  Romawi 
pun  akhirnya  jatuh  ke  tangan  Yulius  Caesar  (kaisar  yang  pertama)  yang  pada 
dasarnya  melaksanakan  pemerintahan  kediktatoran. 

Sudah  pasti  kondisi  masyarakat  yang  meluas  dan  kompleks,  apalagi  dalam 
keadaan  jauh  dari  tertib  atau  bahkan  kacau  penuh  pertentangan,  tidak  akan 
efektif  dijadikan  masyarakat  sejahtera  hanya  dengan  demokrasi  omong  tanpa 
konsepsi  dan  arah  pembangunan.  Untuk  itu  pemerintahan  yang  kuat  otoriter 
bisa  jadi  lebih  menjamin  ketertiban  dan  kemajuan  masyarakat.  Ternyata 
mudah  berlangsung  dialektika  perkembangan  pemerintahan  antara  sistem 
demokrasi  dan  monarki  otoriter  dalam  sejarah  kenegaraan.  Dalam  bentuk- 
bentuk  negatifnya  baik  pada  negara  demokrasi  maupun  negara  monokrasi, 
pemerintahan  diwarnai  oleh  ulah  para  penguasa  untuk  mencari  kepentingan- 
nya  sendiri  dan  melalaikan  kepentingan  warga  negara  yang  tidak  berkuasa  dan 
tidak  bisa  bersuara.  Apabila  orang  sudah  berkuasa,  dia  cenderung  mau 
memperkuat  kekuasaannya  terus-menerus  dan  tentu  saja  ingin  melimpahkan 
kekuasaan  kepada  kaum  keluarga  dan  akhirnya  mewariskan  kekuasaan 
kepada  keturunannya.  Hal  inilah  yang  terjadi  mengapa  sampai  dalam  kurun 
waktu  panjang  negara-negara  berpemerintahan  sistem  monarki  feodal 
dengan  kekuasaan  yang  absolut. 


Jaman  Modern 


Sistem  monarki  feodal  itu  di  Eropa  Barat  dalam  Jaman  Modern  sedikit 
demi  sedikit  berhasil  dilongsorkan  oleh  seruan  gagasan  hak  asasi  manusia 
yang  mencita-citakan  penghargaan  akan  hak  kebebasan  dan  kesamaan  asasi 
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semua  orang.  Dikemukakan  bahwa  hak  asasi  setiap  orang  sebagai  warga  ne- 
gara  hanya  dapat  terjamin,  apabila  kehidupan  masyarakat  dan  negara  di- 
bangun  berdasarkan  paham  demokrasi  yang  pada  pokoknya  mengakui  ter- 
selenggaranya  pemerintahan  adalah  kekuasaan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan 
untuk  rakyat.  Untuk  mewujudkan  negara  demokrasi  ini  kehidupan  negara 
harus  diselenggarakan  menurut  penataan  Konstitusi  yang  melaksanakan  ke- 
daulatan,  pemerintahan,  dan  kepentingan  rakyat. 

.Dalam  abad  XVII  dan  XVIII  pemerintahan  raja-raja  dan  kebangsawanan 
fecial  satu  demi  satu  dapat  ditumbangkan  oleh  revolusi-revolusi  liberal  yang 
ingin  membebaskan  semua  orang  dari  tatanan-tatanan  yang  bersifat 
mengekang  dan  menindas.  Menurut  pandangan  Liberalisme  negara  harus 
menjadi  milik  semua  warganya.  Karena  perorangan  masing-masinglah  yang 
mengetahui  kependngannya  sendiri,  maka  menurut  pandangan  ini  jika  setiap 
orang  dibebaskan  untuk  niengurus  kehidupannya  sendiri  tanpa  ada  campur 
tangan  siapa  pun  khususnya  negara,  niscaya  semua  orang  akan  berusaha 
sekeras-kerasnya  sehingga  tercapai  kesejahteraan  maksimalnya. 

Bila  dibebaskan  mengurus  kepentingannya  demi  kesejahteraan 
maksimalnya,  diharapkan  setiap  orang  akan  mendapat  dorongan  untuk  maju, 
rajin,  dan  ulet  berusaha.  Terutama  usaha  perorangan  ini  ditekankan  oleh 
paham  ini,  karena  pada  hakikatnya  semua  orang  tidak  ingin  hidup  sengsara. 
Guna  menjamin  kondisi  kebebasan  bagi  semua  warga  negara  karenanya  diper- 
juangkan  cita-cita  negara  Demokrasi  Liberal.  Negara  Kerajaan  dipaksa 
menerima  Konstitusi  yang  menjamin  kebebasan  yang  sebesar-besarnya  bagi 
seluruh  warga  negara.  Monarki  Konstitusional  ini  bersumber  pada  pemikiran 
John  Locke  (1632-1707).  Karena  kekuasaan  negara  dipandangnya  menjadi  an- 
caman  pokok  untuk  kebebasan  warganya,  maka  harus  dibatasi  dengan  pene- 
tapan  Konstitusi  dan  dibaginya  kekuasaan  negara  ke  dalam  fungsi  legislatif 
dan  fungsi  eksekutif.  Pembagian  kekuasaan  ini  selanjutnya  disempurnakan 
oleh  Charles  de  Montesquieu  (1689-1755)  menjadi  ajaran  trias  politica  dengan 
menambahkan  fungsi  yudikatif,  supaya  dari  ketiga  badan  kekuasaan  ini  di- 
mungkinkan  pengawasan  efektif  terhadap  pelanggaran  kebebasan  warga  ne- 
gara sebagai  hak  asasi  yang  uiama. 


Dalam  Demokrasi  Liberal  pada  dasarnya  dijamin  kebebasan  sebesar- 
iK'sarnya  yang  sania  bagi  seluruh  warga  negara.  Akan  tetapi  sayanglah  bahwa 
kemampuan  seria  bakai-bakai  manusia  berbeda-beda  kesempurnaannya  dan 
bahwa  nntdah  sekali  seseorang  hanya  mencari  kepentingannya  sendiri.  Aki- 
batnya,  kehidupan  sosial  cenderung  tidak  saling  membantu  melainkan  saling 
bcrsaing  dan  menggunakan  orang  lain.  Dalam  masyarakat  yang  seperti  ini 
maka  pihak  yang  kual  bisa  cepat  berkembang,  sedangkan  pihak  yang  lemah 
akan  makin  terlinggal.  Dalam  persaingan  bebas  mengejar  kemakmuran,  kauni 
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kaya  menjadi  semakin  kaya  sebaliknya  kaum  miskin  tetap  saja  miskin  dan 
bahkan  menjadi  korban  dari  mereka  yang  kaya.  Ibaratnya  anak  domba  di- 
suruh  berlaga  dengan  srigala,  tentu  saja  si  anak  domba  menjadi  mangsa  yang 
tak  berdaya. 

Demikianlah  praktek  Demokrasi  Liberal  telah  menghasilkan  masyarakat 
Kapitalisme,  di  mana  kaum  pemilik  modal  yaitu  si  kapitalis  pengusaha  me- 
ngeruk  keuntungan  sebesar-besarnya  dari  penghasil  bahan  mentah  dan  dari 
tenaga  buruh  yang  hanya  diberi  nafkah  sekedar  bisa  menyambung  hidup. 
Negara-negara  kapitalis  ternyata  sejak  abad  XVII  telah  menyebabkan  ke- 
sengsaraan  kaum  buruh  dan  petani  di  Eropa,  dan  juga  menyengsarakan 
penduduk-penduduk  pribumi  di  negara  jajahannya.  Hal  ini  yang  dialami  oleh 
nenek  moyang  kita  di  jaman  perlawanan  Sultan  Hasanuddin,  Kapiten  Patti- 
mura,  Pangeran  Diponegoro,  Tuanku  Imam  Bonjol,  atau  Teuku  Umar. 

Dominasi  sebagian  kecil  masyarakat  makmur  atas  sebagian  besar  masya- 
rakat miskin  yang  sengsara  di  Eropa  mendorong  pemikiran  Jean  Jacques 
Rousseau  (1712-1778)  untuk  merancang  negara  Demokrasi  yang  bersifat 
Toia/iter.  Kehidupan  negara  harus  menjadi  "urusan  seluruh  rakyat"  (res 
publica),  maka  itu  negara  harus  menjadi  Republik  dan  bukan  monarki  atau 
oligarki.  Urusan  negara  adalah  supaya  dapat  mengusahakan  kepentingan  se- 
luruh rakyat,  khususnya  kepentingan  mayoritas  warga  negara.  Dalam  hal  ini 
kehendak  atau  kepentingan  mayoritas  warga  negara  harus  dipandang  sebagai 
kehendak  umum  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  negara,  kalau  perlu  dengan 
mengorbankan  kepentingan  minoritas  warga  negara.  Gagasan  Demokrasi 
Totaliter  ini  diwujudkan  pada  waktu  Revolusi  Perancis  dalam  Republik 
Perancis  1792  di  bawah  pemerintahan  Robbespierre  yang  secara  tanpa  kom- 
promi  menundukkan  kepentingan  minoritas  kepada  kepentingan  mayoritas 
atas  dasar  semboyan  revolusi:  Liberte,  Egalite,  Fraternite  (kebebasan,  ke- 
samaan,  persaudaraan). 

Namun  dalam  perkembangan  lebih  lanjut,  bentuk  negara  Monarki  Konsti- 
tusional  yang  bercorak  Demokrasi  Liberal  adalah  yang  kebanyakan  dianut 
oleh  negara-negara  Eropa.  Penekanan  kebebasan  yang  sebesar-besarnya  itu 
dalam  pelaksanaannya  menumbuhkan  dan  menyebarkan  sikap  bermasyarakat 
yang  individualistis.  Semakin  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  pene- 
muan  teknologi  menyebabkan  revolusi  industri  yang  makin  meningkatkan 
perkembangan  kapitalisme  pula.  Individualisme  dan  liberalisme  menjiwai 
ekonomi  yang  semakin  berkembang  ini.  Akibatnya,  terus-menerus  berlang- 
sunglah  praktek  peinerasan  atau  penghisapan  keuntungan  dari  kelompok 
ekonomi  kuat  terhadap  masyarakat  ekonomi  lemah  dan  merajalela  kepin- 
cangan  sosial  dalam  masyarakat,  terlebih-lebih  dalam  abad  XIX.  Karena  ren- 
dahnya  tingkat  gaji  dan  menyebarnya  kemiskinan  masyarakat,  maka  meluas- 
lah  tenaga  buruh  wanita  dan  buruh  anak-anak  di  bawah  umur. 
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Praktek  eksploatasi  golongan  kaya  terhadap  rakyat  miskin  yang  tak  ber- 
daya  itu  mendorong  pemikiran  Karl  Marx  (1818-1883)  untuk  merancang 
Deinokiasi  Proletariat  yang  bersifat  totaliter.  Pemerintahan  kaum  proletar 
didirikan  yang  bertujuan  untuk  membangun  kemakmuran  sama  rata  di  an- 
tara  semua  warganya  sekaligus  menghapuskan  penghisapan  dan  penindasan 
dari  muka  bumi.  Gagasan  demokrasi  totaliter  yang  berasal  dari  J.J.  Rousseau 
dan  dilanjutkan  oleh  Karl  Marx  ini  mengutamakan  hak  istimewa  kepentingan 
mayoritas  untuk  selalu  diinenangkan  dan  bahkan  dengan  sama  sekali  me- 
ngorbankan  kepentingan  minoritas  warga  negara.  Karena  sifatnya  yang  tanpa 
kompromi  memaksakan  kebijakan  mayoritas  kepada  minoritas,  bentuk  peme- 
rintahan ini  menjadi  diktator  mayoritas. 

JAMAN  ABAD  XX 

Demokrasi  totaliter  mendapat  perkembangan  lebih  lanjut  atas  pertim- 
bangan  bahwa  mayoritas  warga  negara  pada  umumnya  dianggap  hoc/oh  dan 
lidak  Dwngerti  mengenai  kepentingan  mereka  "yang  sebenarnya."  Karena 
hanya  sebagian  kecil  (minoritas)  saja  warga  negara  yang  ta/ui  dan  ahli,  niaka 
kelompok  inilah  yang  dipandang  berhak  untuk  mendidik  dan  memerintah  se- 
muanya  menuju  cita-cita  masyarakai  yang  sebenarnya.  Hal  ini  yang  dikem- 
bangkan  oleh  Lenin  menjadi  kedikiatoran  partai  dalam  Demokrasi  Kofnunis 
dan  dikembangkan  oleh  Adolf  Hilller  dan  Benitio  Mussolini  menjadi  ke- 
diktatoran  Nazisme  dan  Fascisme.  Beniuk-bcntuk  kedikiatoran  ini  sama-sama 
menyelenggarakan  pemerintahan  otoriier  alas  rakyamya  dengan  preiensi: 
bahwa  pemimpin  selalu  benar  dan  rakyat  harus  lunduk.  Dalam  Demokrasi 
Totaliter  mariabai  manusia  sebagai  pribadi  dijajah  dan  dikorbankan  uniuk 
kepentingan  kolekiivitas  aiau  negara,  yang  secara  konkremya  lerjelma  dalam 
kehendak  pemimpin  negara. 

Bcrbagai  kritik  dan  gerakan  yang  mcncniang  kescrakahan  kapiialisme  dan 
kcscwenang-wcnangan  demokrasi  loialiter,  seria  kekcjaman  pemerintahan 
diktatorial  mcnyadarkan  sementara  cendekiawan  dan  negarawan  uniuk  akiiir- 
nya  mcngcmbangkan  bcniuk  pemerintahan  demokrasi  yang  dapai  efekiif 
menyejahterakan  scgenap  warganya  yaiiu  dalam  Nci^ara  Kesejahteraan  di 
Eropa  Barat.  Dalam  sisiem  Demokrasi  Kesejahteraan  ini  dijunjung  linggi  hak- 
hak  asasi  individu  dan  hak-hak  sosial  segcnap  warga  negara.  Sangai  besarlah 
peranan  polilis  kaum  buruh  dengan  serikai  sekcrja  dan  gerakan  koperasinya 
nicmotori  perjuangan  aspirasi  dari  seluruh  masyarakai  lemah.  Perjuangan  ini 
akhirnya  menghasilkan  penguasaan  insiansi  dan  indusiri  lerkemuka  oleh 
negara,  sistem  jaminan  sosial  yang  luas  dan  Icngkap,  tersedianya  banyak  pe- 
layanan  sosial  yang  cuma-cunia  oleh  negara,  penierataan  pendapaian  ber- 
dasarkan  perpajakan  progresil",  ditegakkannya  "rule  of  law"  dan  disiplin  na- 
sional. 
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Hak-hak  sosial  itu  berhasil  diierima  meluas,  karcna  disadari  bahwa  hak- 
hak  asasi  setiap  warga  negara  baru  bisa  lerlaksana  secara  konkrci  apabila 
sitdah  ler/aniii!  kesaiuaaii  iniiiiiual  di  antara  semua  warga.  Kcsaniaan  minimal 
ini  mempersyaratkan  terpenuhinya  kondisi  sosial  icrieniu.  Dapai  dibayang- 
kan  jika  karena  kemiskinannya  orang  lerpaksa  bekcrja  kcras  dari  pagi  sampai 
malam,  pasti  sulii  uniuk  mclaksanakan  hak  asasinya  dalam  bidang  poliiik 
aiau  budaya.  Juga  orang  yang  buta  huruf  dan  icrlaiu  miskin  akan  sulii  dapai 
mengajukan  tuntutan  kepada  lembaga  kehakiman  atau  minia  nasihai  hukum, 
karena  tak  tahu  apa-apa  dan  lak  mampu  membayar.  Alas  pertimbangan  ini 
diakui  bahwa  pelaksanaan  hak-hak  asasi  mengandaikan  hak-hak  sosial  uniuk 
mendapai  bagian  yang  adil  dari  harta  benda  serta  budaya  masyarakat  secara 
keseluruhan.  Oleh  sebab  itu  diyakini  pandangan  bahwa  nc^ara  wajih  nicnu- 
iisa/nikan  untuk  semua  warganya  syarat  kebuiuhan  hidup  pokok  minimum, 
agar  mereka  dapat  mengembangkan  hidupnya  dcngan  mclaksanakan  hak-hak 
asasinya. 


DEMOKRASI  PANCASILA  MENGEMBANGKAN  KESEJAHTERAAN 
UMUM 

Perkembangan  pemerintahan  berdasarkan  demokrasi  yang  lerjadi  dalam 
sejarah  umum  bangsa-bangsa  ilu  sudah  teniu  dipelajari  oleh  para  tokoh  pe- 
juang  kemerdekaan  dan  pendiri  negara  Indonesia.  Khususnya  dikeiahui 
bahwa  berbagai  jenis  pelaksanaan  demokrasi  lernyata  belum  dapat  menjamin 
terwujudnya  kesejahteraan  bagi  segenap  warga  negaranya,  bahkan  sebaliknya 
ada  yang  justru  menyengsarakan  warga  negara  pada  umumnya. 

Dari  sini  dipahami  bahwa  tidak  sembarang  jenis  demokrasi  akan  mampu 
menghantarkan  bangsa  Indonesia  menuju  cit'a-cita  yang  telah  lama  didamba- 
kannya,  yaitu  masyarakat  yang  adi/  don  makmiir  lahiriah-halinicdi.  Oleh 
sebab  itu  ketika  merancang  kemerdekaan  negara  Indonesia,  para  pemikir 
Undang-Undang  Dasar  pada  hari-hari  sebelum  Kemerdekaan  17  Agustus  1945 
berdaya-upaya  untuk  memenuhi  cita-cita  bangsa  Indonesia  ini,  dengan  me- 
nyusun  negara  demokrasi  yang  disesuaikan  dengan  aspirasi  bangsa  yaitu 
sistem  Demokrasi  Pancasila:  demokrasi  yang  berdasarkan  Pancasila. 

Para  bapak  pendiri  negara  itu  sudah  memahami  bahwa  negara  demokrasi 
yang  pada  hakikatnya  merupakan  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan 
untuk  rakyat  itu  dalam  proses  pelaksanaannya  yang  bercorak  //7?m//  atau 
/o/a//7e/-  justru  hanya  menyejahterakan  kalangan  kaum  penguasa  poliiik  aiau 
ekonomi  dalam  melalaikan  ataupun  tak  mau  tahu  mengenai  aspirasi  kehi- 
dupan  rakyat  kebanyakan.  Demokrasi  liberal  dalam  perwujudannya  lelah 
menyebarkan  peruncingan  persaingan  di  antara  invididu  menjadi  pertarungan 
dan  bukan  mengembangkan  kerjasama  persaudaraan.  Sementara  ilu  demo- 
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krasi  dalam  perwujudan  totaliter  cenderung  mengorbankan  martabat  individu 
menjadi  sekedar  "alat"  atau  "onderdil"  dalam  mesin  raksasa  masyarakat  dan 
tak  menghargai  kedalaman  pribadi  manusia  yang  bersifat  rohani. 

Berbahagialah  bangsa  Indonesia  sekarang  mewarisi  rancangan  negara 
Demokrasi  Pancasila  yang  menampung  dan  mewujudkan  aspirasinya  menuju 
masyarakat  adil  dan  makmur  lahiriah  maupun  batiniah.  Sudah  pasti  kita  se- 
mua  generasi  penerus  perlu  memahami  dan  menyadari  arti  Demokrasi  Panca- 
sila ini,  supaya  dapat  melaksanakannya  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat 
dan  bernegara. 


DEMOKRASI  DALAM  PEMBUKAAN  UUD  1945 

Amanat  penyelenggaraan  Demokrasi  Pancasila  untuk  kehidupan  ber- 
bangsa  dan  bernegara  itu  sendiri  termuat  dalam  UUD  1945,  setelah  masya- 
rakat Nusantara  memproklamasikan  kemerdekaannya  sebagai  bangsa  dan 
negara  baru  Indonesia  pada  17  Agustus  1945.  Adapun  Pembukaan  UUD  1945 
adalah  pengejawantahan  tertulis  Proklamasi  Kemerdekaan  itu  yang  terurai 
padat  dan  terperinci  di  mana  terkandung  tujuan  atau  cita-cita  proklamasi, 
khususnya  memuat  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dari  negara  yang  akan  di- 
bangun. 

Dalam  Pembukaan  UUD  1945  itu  ditegaskan  bahwasanya  negara  Indo- 
nesia dibentuk  "dalam  suatu  susunan  negara  Republik  Indonesia  yang  ber- 
kedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  ke- 
manusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia,  dan  kerakyatan  yang 
dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan, 
serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indone- 
sia." Dari  bagian  Pembukaan  UUD  1945  ini  jelas  bahwa  paham  negara  de- 
mokrasi terungkap  dalam  kata-kata:  "...  Republik  Indonesia  ...  berkedau- 
latan  rakyat  dengan  berdasar  kepada  ...  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hik- 
mat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan  ..." 

Atas  dasar  Pembukaan  UUD  1945  itu  wawasan  demokrasi  bangsa  In- 
donesia dikualifikasikan  sebagai  Demokrai  Pancasila,  kualifikasi  ini  me- 
madukan  dua  konsep:  "Demokrasi"  dan  "Pancasila."  Sebagai  cita-cita 
pokok  universal,  demokrasi  mengartikan  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh 
rakyat,  dan  untuk  rakyat:  yaitu  pemerintahan  kerakyatan.  Rumusan  "ke- 
rakyatan" akan  lampak  lebih  jelas  artinya,  kalau  diperlawankan  dengan  ru- 
musan "kerajaan."  Dalam  negara  kerajaan,  maka  dalam  sistem  pemerin- 
tahan adalah  raja  sebagai  pemegang  kedaulatan  yang  tertinggi.  Sesuai  dengan 
ini  berarti  bahwa  pada  negara  kerakyatan  rakyatlah  sebagai  pemegang  ke- 
daulatan yang  tertinggi  dalam  kehidupan  bernegara.  Sedangkan  Pancasila 


DEMOKRASI  DAN  KESEJAHTERAAN 


123 


adalah  lima  nilai,  kristalisasi  budaya  Indonesia,  sebagai  kesatuan  ideal-ideal 
yang  utuh  dan  tak  boleh  dipisah-pisahkan,  di  mana  masing-masing  nilai  itu 
saling  melengkapi  dan  memberi  makna. 

Itu  berarti  bahwa  Demokrasi  Pancasila  merupakan  pemerintahan  berpa- 
ham  kerakyatan  yang  pada  khususnya  terintegrasi  dengan  paham-paham 
Ketuhanan,  kemanusiaan,  kebangsaan,  dan  keadilan  sosial  dari  Pancasila, 
sehingga  pelaksanaannya  dijiwai  dan  diorientasikan  oleh  sila-sila  tersebut. 

Kebebasan  dan  Kesamaan  Derajat  Warga  Negara 

Sesuai  dengan  ide  dasar  paham  demokrasi,  maka  Demokrasi  Pancasila 
pun  merupakan  sistem  kemasyarakatan  yang  mengakui  kebebasan  dan  kesa- 
maan derajat  sesama  manusia.  Namun  sistem  Demokrasi  Pancasila  khususnya 
menginginkan  warganya  menjadi  pribadi-pribadi  Indonesia,  yang  budaya 
kebebasan  dan  kesederajatannya  hidup  dalam  semangat  kekeluargaan  dan 
kegotongroyonfian.  Apalagi  semangat  ini  perlu  untuk  mempersatukan  se- 
genap  warga  bangsa  yang  heraneka-ragaiu  suku,  ras,  agama,  adat,  budaya, 
dan  tingkat  hidup  atau  kecerdasannya  menuju  suatu  keseluruhan  dan  ke- 
utuhan  yang  terpadu  serta  kompak  untuk  membangun  masyarakat  adil  dan 
makmur  lahiriah-batiniah. 

Perilaku  sosial  bercorak  "kekeluargaan"  dapat  dikatakan  ditandai  oleh 
sifat  hubungan  pribadi  yang  rukun  atau  guyub  dalam  semangat  persaudaraan, 
sedangkan  perilaku  sosial  bercorak  "gotong-royong"  ditandai  oleh  kepen- 
tingan  hubungan  bekeijasama  yang  saling  membantu  dan  saling  menunjang 
tetapi  kurang  personal.  Namun  sifat  kekeluargaan  ini  harus  dibedakan  dari 
semangat  kekeluargaan  yang  hanya  menekankan  hubungan  bapak-anak,  yaitu 
sebagai  hubungan  antara  pihak  "yang  harus  dituruti"  dan  pihak  "yang  harus 
menurut"  di  mana  hal  demikian  merupakan  ketidaksederajatan  yang  picik 
serta  mau  memenangkan  satu  pihak  dan  bukan  kekeluargaan  yang  berciri  per- 
saudaraan. 

Jadi  Demokrasi  Pancasila  menghargai  warga-warganya  sebagai  pribadi- 
pribadi  yang  perlu  hidup  dan  berkembang  bersama  di  dalam  suasana  gotong- 
royong  dan  kekeluargaan.  Bagaimanapun  ini  sesuai  dengan  dalil  dasar,  bahwa 
seseorang  manusia  hanyu  dapat  mencapai  tujuan  hidupnya  yaitu  berkembang 
sempurna  dan  hidup  sejahtera,  apabila  ada  "kerjasama"  (gotong-royong)  dan 
"cinta-kasih"  (kekeluargaan)  dari  orang-orang  lainnya.  Kerja  keras  bersama 
dan  cinta  kasih  ini  diandalkan  untuk  mengusahakan  kepenlingan  lahiriah  dan 
batiniah  perorangan,  yang  pada  hakikatnya  merupakan  makhluk  jasmani  dan 
rohani.  Sudah  pasti  orang  tidak  cukup  sejahtera  lahir  batinnya  hanya  dengan 
bekerja  saja  atau  dengan  cinta  kasih  saja,  melainkan  harus  dengan  kedua- 
duanya. 
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Dicita-citakan  oleh  Demokrasi  Pancasila  ialah  warga-warganya  secara 
gotong-royong  dan  kekeluargaan  bertumbuh  dalam  keprihadian  Pancasilais. 
Dalam  arti  setiap  perorangan  dikembangkan  menuju  kemuliaan  Keilahian, 
peradaban,  persaudaraan/persatuan,  musyawarah/dialog  serta  perwakilan/ 
kepercayaan,  dan  keadilari  sosial  (nilai-nilai  Pancasila).  Untuk  dunia  kehe- 
wanan,  maka  perkembangannya  sudah  ditentukan  secara  pasti  oleh  hukum 
alamiahnya.  Akan  tetapi  untuk  individu  manusia,  perkembangan  menjadi 
pribadi  itu  diserahkan  kepada  penentuan  atau  pilihan  yang  bebas  yaitu  kebe- 
basan  dari  masing-masing  manusia. 

Kebebasan  manusiawi  itulah  yang  merupakan  martabat  tinggi  manusia  di 
atas  makhluk-makhluk  alam  lainnya.  Namun  jelaslah  martabat  kebebasan  ini 
hanya  diluhurkan  yaitu  menjadi  martabat  lu/nir,  kalau  kebebasan  dijalankan 
untuk  meningkatkan  kesempurnaan  manusia  maupun  memajukan  masyara- 
katnya  dan  tidak  justru  untuk  memerosotkan  atau  merusakkannya.  Maka 
sudah  sewajarnya  Demokrasi  Pancasila  senantiasa  menghargai  kebebasan 
warga-warganya,  memudahkan  dan  mendorong  perkembangannya  untuk  ke- 
majuan  serta  kesejahteraan  warga  dan  masyarakatnya,  karena  oleh  kebe- 
basannya  itu  manusia  menemukan  harga  diri  dan  bisa  menjadi  subyek  bagi 
hidupnya. 

Supaya  kebebasan  perorangan  dapat  dijalankan  untuk  mengejar  kesem- 
purnaan dan  kesejahteraan,  memang  dipersyaratkan  diakuinya  hak-hak  asasi 
manusia  bagi  masing-masing  warganya.  Seperti  hak-hak  untuk  mendapatkan 
pendidikan,  pekerjaan,  hak  milik  di  mana  masing-masing  hak  ini  bertujuan 
untuk  mengarahkan  kebebasan  pada  yang  benar,  untuk  memungkinkan  ke- 
bebasan mampu  menyumbangkan  sesuatu  kepada  masyarakat,  untuk  mem- 
biayai  pelaksanaan  kebebasan.  Hanya  dalam  kebebasan  saja  kehidupan  se- 
seorang  bisa  aktif  sungguh-sungguh,  berinisiaiif,  dan  karenanya  juga  kreatif. 
Tiadanya  kebebasan  sama  sekali  akan  membekukan  dan  bahkan  meniatikan 
sumbangan  warga  masyarakat  yang  khas  dari  pribadinya. 

Secara  kodrati  kebebasan  manusia  itu  harus  berinteraksi  dengan  kebe- 
basan manusia  lain  yang  merupakan  sesama  yang  sederajat.  Karena  perkem- 
bangan kebebasan  yang  berbeda-beda  dari  masing-masing  orang,  maka  ke- 
samaan  derajat  manusia  lelah  diwarnai  keiidaksamaan,  kepincangan,  bahkan 
pertentangan.  Untuk  memahami  dan  menghargai  kesamaan  derajat  manusia 
memang  diperlukan  kesadaran  bahwa  dalam  keadaannya  yang  vvajar  setiap 
orang  dapat  mempunyai  nilai  dan  sumbangan  uniknya  masing-masing  ^niuk 
kebaikan  atau  kemajuan  masyarakat  keseluruhan,  di  mana  tanpa  sumbangan- 
nya  itu  sebenarnya  merupakan  suatu  kerugian  dan  bahkan  kehilangan. 

Supaya  semakin  menyadari  penghargaan  kesederajatan  manusia  perlu 
diyakini  bahwa  tiap-tiap  orang  baru  bisa  berkembang  menjadi  pribadi  yang 
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selengkap-lengkapnya  adalah  secara  bersama-sama  dengan  orang-orang  lain 
yang  bervariasi  kemampuannya.  Dan  perkembangan  yang  sewajarnya  ini 
menuntut  keadaan  masyarakat  yang  mengembangkan  kesejahteraan  umum 
dan  bukan  masyarakat  kacau-balau,  dalam  kepincangan,  permusuhan,  atau 
peperangan.  Bagaimanapun  kondisi  kesejahteraan  umum  ini  tergantung  dari 
sumbangan  segenap  warganya.  Perbuatan-perbuatan  bebas  masing-masing 
warga  yang  baik  atau  yang  buruk  akan  menentukan  dikembangkan  atau  di- 
rusakkannya  kesejahteraan  umum  itu. 

Oleh  sebab  itu,  dalam  menjalankan  kebebasannya  setiap  warga  masyara- 
kat perlu  mempunyai  tanggung  jawab  sosial  dan  menyadarinya  sebagai  ke- 
mungkinan  untuk  saling  membantu  dan  melengkapi  dengan  orang  lain.  Aki- 
batnya,  kalau  hal  ini  berlangsung  pada  masyarakat  umum,  maka  akan  men- 
dorong  terciptanya  kesejahteraan  umum.  Adanya  rasa  tanggung  jawab  sosial 
ini  akan  menginsyafkan  orang  bahwa  dirinya  di  samping  memiliki  hak-hak 
asasi  juga  mempunyai  kewajiban-kewajiban  asasi  terhadap  sesama  warga  lain 
atau  masyarakat.  Adapun  pemenuhan  hak-hak  asasi  perorangan  secara 
umum,  sangat  tergantung  pada  pemenuhan  kewajiban-kewajiban  asasi  ini 
oleh  masing-masing  warga  masyarakat. 


Diarahkan  oleh  Nilai-nilai  Luhur  Pancasila 

Barangkali  dirasakan  kurang  tepat  membicarakan  negara  demokrasi  di- 
fokuskan  pada  penekanan  kebebasan  warga  negara.  Tetapi  perlu  dimengerti 
kebebasan  di  sini  adalah  dalam  arti  kemampuan  untuk  oAr/// berbuat,  yaitu 
tanpa  ada  paksaan  atau  tekanan  dari  dalam  maupun  dari  luar,  sehingga  ma- 
nusia  sungguh-sungguh  menjadi  subyek  kegiatannya,  subyek  kesempurnaan 
serta  kesejahteraannya  dan  bukan  sekedar  diberi  atau  dihalangi.  Karena  ne- 
gara demokrasi  memberi  tempat  untuk  berperannya  setiap  warganya  dan  isi 
peranan  ini  ditentukan  oleh  kebebasannya,  maka  bagaimanapun  perwujudan 
demokrasi  sangat  berkepentingan  dengan  masalah  pengeiubangan  kebebasan 
manusia. 

Sejak  rakyat  Indonesia  merdeka  dan  memerintah  berdasarkan  Demokrasi 
Pancasila,  maka  kebebasan  rakyat  Indonesialah  yang  harus  tampil  untuk 
memperjuangkan  kesejahteraan  umum  berdasarkan  Pancasila.  Hal  ini  ber- 
tentangan  dengan  di  kala  jaman  pemerintahan  Hindia  Belanda  di  mana 
bangsa  Indonesia  menjadi  warga  negara  pelayan  di  negerinya  sendiri,  sebagai 
manusia  tak  bebas  harus  melayani  kepeniingan  warga  negara  keiurunan 
Eropa  dan  keturunan  orang  Timur  asing.  Sebagaimana  kcmerdckaan  dan  ke- 
daulatan  rakyat  Indonesia  harus  dircbut  dengan  perjuangan  yang  susah- 
payah,  sekarang  ini  pun  kemerdekaan  itu  harus  diisi  dengan  perjuangan  keras 
untuk  mengembangkan  kebebasan  segenap  warga  negaranya. 
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Dalam  kehidupan  Demokrasi  Pancasila  beberapa  warga  negara  saling  ber- 
interaksi  dengan  dijiwai  oleh  semangat  gotong-royong  dan  kekeluargaan,  se- 
hingga  pelaksanaan  kebebasan  dilandasi  tanggung  jawab  sosial  dan  perwu- 
judan  hak  asasi  manusia  diimbangi  pengamalan  kewajiban  asasinya.  Secara 
hakiki  kebebasan  dan  tanggung  jawab,  hak  dan  kewajiban  asasi  para  warga 
negara  tidak  lagi  kabur  dan  tak  menentu,  akan  tetapi  telah  ciiheri  penfihargaan 
oleh  nilai-nilai  luhur  Pancasila  menuju  penghayatan  dan  pengamalan  keadilan 
sosial,  musyawarah  dan  perwakilan,  persatuan/persaudaraan,  peradaban  ber- 
kemanusiaan,  dan  kemuliaan  Keilahian. 

Dijiwai  dan  diarahkan  oleh  nilai-nilai  Pancasila  secara  utuh  itu,  maka  ke- 
bebasan dan  tanggung  jawab  para  warga  negara  djwajibkan  dan  diberi  hak 
untuk  mencapai  kesejahteraan  umum  berdasarkan  Pancasila  atau  masyarakat 
adil  dan  makmur  yang  selengkap-lengkapnya  lahiriah  maupun  batiniah.  Hal 
ini  berbeda  dengan  demokrasi  negara  lain  yang  tidak  secara  jelas  dan  tegas 
menuju  ke  keharmonisan  kemanusiaan  dan  masyarakat,  sehingga  mengalami 
kepincangan  beral  sebelah  dalam  hal  kejasmanian  atau  kerohanian,  dalam  hal 
individualisme  atau  kolektivisme. 

Mengamalkan  nilai  "keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia"  ber- 
arti  pertama-tama  secara  hersaina-saiiui  diusahakan  kondisi  hidup  minima/ 
yang  layak,  yaitu  diberantasnya  taraf  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  dengan 
pemerataan  pemenuhan  kebutuhan  pokok  barang  dan  jasa.  Hal  ini  dipiak- 
sudkan  supaya  "seluruh  rakyat  Indonesia"  mampu  mengembangkan  kebe- 
basan atau  kepribadiannya  dan  melaksanakan  tanggung  jawab  sosialnya. 
Pastilah  keluarga  yang  terlalu  miskin  yang  dari  pagi  sampai  malam  harus 
membanting  tulang  dengan  nafkah  paspasan  untuk  delapan  anggota  keluarga- 
nya,  sulit  dapat  mengusahakan  pengetahuan  dan  sumbangan  yang  berarti  un- 
tuk kemajuan  masyarakatnya,  sebab  perhatiannya  cenderung  disenipiikan 
pada  kepentingannya  sendiri. 

Justru  penderitaan  dalam  arti  seluas-luasnya  mcrupakan  pcnghambat  un- 
tuk bekerjasama  membangun  kesejahteraan  umum,  sebab  perhatian  dan 
usaha  orang  akan  terlokus  pada  dirinya  sendiri.  Apabila  orang  yang  men- 
derita  itu  berhasil  hidup  sangat  makmur  dengan  usahanya  sendiri  terus- 
menerus,  dia  cenderung  mcnjadi  orang  ogois  yang  tak  bcgiiu  leriarik  mem- 
bangun kesejahteraan  umum,  karena  telah  terlatih  untuk  memikirkan  melulu 
kepentingannya  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  dari  sejak  awalnya  nilai  keadilan  so- 
sial membutuhkan  sciia  kawan  her.sanui  uniuk  mengaiasi  penderiiaan  umum 
secara  bersama-sama  aniara  yang  bcrkckurangan  dan  bcrkelebihan  scria  ber- 
kecukupan,  sehingga  kcsadaran  sosial  di  antara  semuanya  pim  ikut  bcrkcm- 
bang.  Dengan  dicapainya  kcsamaan  minimal  untuk  hidup  layak,  maka  pcr- 
lumbuhan  kesejaiitcraan  umum  lebih  mudah  diiingkatkan  icrus-menerus  di- 
scrtai  dengan  pemeraiaannya. 
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Untuk  kebersamaan  dan  pertumbuhan  itu  pula  nilai  "kerakyatan  Pan- 
casila"  menegaskan  prinsip  musyawarah  maupun  perwakilan  dalam  kehi- 
dupan  bernegara  dan  bukan  bentuk  pemaksaan  atau  manipulasi.  Dengan  mu- 
syawarah, dialog,  atau  komunikasi  berarti  pendapat  maupun  keinginan  para 
warga  ditampung  dan  dikembangkan  mencari  kebijaksanaan  yaitu  kebenaran 
yang  paling  baik  dan  mudah  untuk  membangun  kemajuan  dan  kesejahteraan 
bersama.  Karena  kemampuan  setiap  warga  bervariasi  dan  tidak  sama  kuali- 
tasnya,  maka  sistem  perwakilan  mempercayakan  fungsi-fungsi  sosial  kepada 
warga-warga  yang  berkemampuan  lebih  dalam  bidangnya  masing-masing, 
supaya  tujuan  pembangunan  dengan  demikian  tercapai  lebih  efektif  dan  op- 
timal. 

Apabila  keadilan  sosial  dilaksanakan  dan  musyawarah  serta  perwakilan 
berlangsung  semakin  baik,  maka  nilai  persatuan  dan  cinta  bangsa/tanah  air 
dimudahkan  perwujudannya.  Pada  gilirannya  kesadaran  ini  akan  mening- 
katkan  usaha  setia  kawan,  musyawarah,  dan  perwakilan  itu.  Supaya  ikatan 
persatuan  ini  bersifat  dinamis  dan  tidak  beku,  maka  Pancasila  dengan  paham 
bhinneka  tunggal  ika  senantiasa  mengakui  keanekaragaman  atau  perbedaan 
yang  justru  bersifat  saling  melengkapi  dan  mengembangkan  dan  bukan  per- 
bedaan yang  saling  dipertentangkan. 

Semua  usaha  pembangunan  negara  ini  tujuannya  adalah  untuk  "kema- 
nusiaan,"  supaya  manusia-manusia  warganya  senantiasa  dijadikan  subyek 
kesejahteraan,  kemajuan,  atau  peradaban.  Oleh  karena  itu,  prinsip  kema- 
nusiaan  selalu  mengingatkan  agar  jangan  sampai  terjadi  satu  pun  manusia 
warganya  dikorbankan  untuk  pembangunan.  Sistem  dan  cara  boleh  sering 
berganti-ganti,  namun  demi  nilai  kemanusiaan  semua  itu  harus  berhasil  me- 
ningkatkan  kualitas  hidup  manusia-manusia  warganya,  yaitu  meluhurkan 
martabat  pribadi  manusia,  sekaligus  meminimalkan  risiko  (korban)  sampai 
sekecil-kecilnya. 

Usaha-usaha  pembangunan  itu  di  samping  didasarkan  pada  budi  pekerti 
luhur  yang  diajarkan  Tuhan,  juga  diarahkan  untuk  semakin  mempersatukan 
manusia  dengan  Tuhan.  Sesuai  dengan  yang  diyakini  budaya  asli,  maka 
Tuhan  pun  dapat  dikatakan  sebagai  "sangkan  paraning"  atau  asal  dan  tujuan 
dari  budi  pekerti  luhur  kita  dalam  membangun  negara  yang  bisa  memajukan 
dan  menyejahterakan  segenap  warganya.  Bagaimanapun  hidup  manusia  mem- 
butuhkan  Tuhan.  Kalau  dambaannya  ini  tidak  terisi  oleh  Tuhan  yang  benar, 
niscayalah  akan  terisi  oleh  "Tuhan"  buatannya  sendiri:  entah  itu  nafsu- 
nafsunya,  sistem,  ajaran,  atau  pengkultusan  lain.  Di  sinilah  peranan  agama 
atau  aliran  kepercayaan  di  negara  Pancasila  untuk  mengajarkan  Tuhan  yang 
benar,  supaya  manusia  jangan  diperbudak  atau  mempertuhankan  nafsu, 
sistem,  ajaran,  atau  kultus  tertentu. 
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KESIMPULAN 

Demokrasi  Pancasila  yang  beitujuan  menyadarkan  warga-warganya  uniuk 
memperjuangkan  nilai-nilai  Pancasila  itu  diharapkan  mampu  melancarkan 
pemhaniiunun  masyarakai  Pancasila  yang  sudah  lama  diciia-citakan.  Hal  iiu 
terutama  menjadi  tanggung  jawab  lapisan  lerkeiuuka  bangsa  kiia:  aparaiur 
pemeiiniah,  kaum  poliiikus,  dan  para  cendekiawan  di  pusat  maupun  di 
daerah-daerah  untuk  lerus-mcnerus  melaksanakan,  menjabarkan,  dan  nfelu- 
ruskan  demokrasi  pengamalan  nilai-nilai  luhur  tersebui.  Perwujudan  demo- 
krasi Pancasila  pada  lapisan  terkemuka  bangsa  ini  harus  senaniiasa  disoroti, 
karena  dari  pelaksanaan  demokrasi  di  lingkai  merekalah  justru  masyarakai 
luas  mempelajari  dan  mengevaluasi  manfaat  Demokrasi  Pancasila. 

Demokrasi  Pancasila  sebenarnya  dirancang  bisa  mengungguli  demokrasi 
yang  pernah  ada  sebelumnya,  karena  diperjuangkan  untuk  mewujudkan  ma- 
syarakai yang  mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila  atau  mengembangkan  ke- 
sejahteraan  umum  menyeluruh  bagi  segenap  warganya.  Jelaslah  masyarakai 
Pancasila  baru  maniap  tercapai  oleh  perjuangan  seluruh  warga  negara,  di 
mana  lapisan  terkemuka  mereka  wajib  mempelopori.  Hal  ini  betul-betul  mem- 
butuhkan  perjuangan,  karena  pengalaman  pemerintahan  dari  sejarah  bangsa- 
bangsa  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  demokrasi  muclah  sekali  reiiielincir 
ke  dalam  praktek-praktek  pemerintahan  yang  justru  merusak  ciira  dan  cita- 
cita  demokrasi  itu  sendiri. 

Oleh  sebab  itu,  sudah  sewajarnya  dijamin  adanya  keterbukaan  untuk 
mengawasi,  mengrilik,  dan  mengembangkan  pemikiran  atas  perwujudan 
Demokrasi  Pancasila  agar  jangan  sampai  terjatuh  hanya  menjadi  sekedar  pen- 
tas  omong  dan  bersilat  lidah  untuk  mencari  maupun  membela  kepentingan 
diri  sendiri  atau  kelompok  mereka  yang  kebetulan  mempunyai  kedudukan 
sosial  ekonomi.  Juga  jangan  hanya  dikembangkan  kondisi  yang  mcmudahkan 
golongan  kual  menipu  scrta  menghisap  golongan  lemah  ataupun  para  pejabat 
hanya  berlaku  enak-enak,  sewenang-wenang,  atau  menggunakan  jabatan 
terutama  untuk  memperkaya  diri  sendiri  dan  keluarganya.  Namun  tidak 
cukup  pula  bahwa  demokrasi  hanya  menghasilkan  kclimpahan  kemakmuran 
ekonomi  dan  kcscjahicraan  jasmaniah  mclulu,  semeniara  kebcrsamaan  sosial 
lercerai-bcrai  dan  kouluhan  kepribadian  warga-warganya  mengalami  kcterpe- 
cahan,  kekerdilan,  atau  kehampaan. 

Bagaimanapun  Demokrasi  Pancasila  harus  diukur  dari  sejauh  mana  la- 
pisan terkemuka  bangsa  kita  bcrhasii  mengantarkan  munculnya  masyarakai 
Pancasila  yang  scmakin  nyata  atau  sama  saja  mengulang  teiap  terjatuh 
dalam  kclemahan  dan  pcnyelcwcngan  sama  yang  dialami  oleh  pelaksanaan 
demokrasi  dari  bangsa-bangsa  lain. 
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Melaksanakan  Demokrasi  Pancasila  pada  dasarnya  membuat  berperannya 
seluruh  rakyat  untuk  terlibat  dalam  pembangunan  masyarakat  Pancasila. 
Adapun  yang  berada  langsung  di  tengah-tengah  rakyat  ini  adalah  para  pejabat 
di  lapatigan.  Sangat  tergantung  dari  mefeka  inilah  khususnya  partisipasi  ma- 
syarakat luas  untuk  dibangkitkan  dan  digalakkan.  Untuk  itu  memang  setiap 
pelaksana  pembangunan  di  lapangan  dituntut  menjamin  pelayanan  mereka  di 
berbagai  bidang,  supaya  masyarakat  umum  secepatnya  dflepaskan  dari  be- 
lenggu  keterbelakangan  dan  tekanan  hidup  yang  melumpuhkan  sumber  daya 
kemanusiaan  mereka.  Karena  baru  bila  kemampuan  rakyat  dihargai  dan  di- 
lingkaikan,  maka  Demokrasi  Pancasila  dapat  berkembang  untuk  memper- 
juangkan  nilai-nilai  Pancasila  itu. 

Pengembangan  kemampuan  rakyat  itu  dalam  berbagai  bidang:  ekonomi, 
sosial,  politik,  budaya  harus  senantiasa  digiatkan  di  tingkat  desa/kelurahan,' 
kecamatan,  kabupaten,   propinsi,  dan  nasional.  Andaikata  cita-cita' Demo- 
krasi Pancasila  sukar  mengembangkan  kemampuan  rakyat  di  tingkat  desa  un- 
tuk turut  berperan  mewujudkan  nilai-nilai  Pancasila,  maka  itulah  merupa- 
kan  tanggung  jawab  dari  penyelenggara  pembangunan  tingkat  kecamatan 
Dan  demikian  seterusnya  sampai  tingkat  pusat.  Tingkat  pusat  wajib  menggiat- 
kan  wilayah  propinsi  untuk  terus-menerus  menggerakkan  dan  meningkatkan 
kemampuan  seluruh  warganya  melibatkan  diri  berdemokrasi  Pancasila,  yaitu 
berperan  ikut  membangun  masyarakat  Pancasila.  Bila  bangsa  Indonesi'a  mau 
bersungguh-sungguh  mengembangkan  Demokrasi  Pancasila,  maka  penyeleng- 
garaan  dan  pengawasan  dari  jenjang  pemerintahan  teratas  sampai  terbawah 
begitu  pula  sumbang  saran  dan  koreksi  dari  masyarakat  politik  maupun 
cendekiawan  terhadap  pelaksanaan  demokrasi  harus  semakin  komunikatif 
Pnnsip  komumkasi  ini  bersifat  memusyawarahkan  kegiatan  segenap  warga 
bangsa,  di  mana  dengan  itu  diusahakan  hikmat  kebijaksanaan,  persatuan  ter- 
padu,  solidantas,  dan  kebersamaan  yang  kompak. 

Memasuki  Pelita  IV  yang  bertujuan  sebagai  masa  peletakan  kerangka 
lepas-landas  untuk  pembangunan  masyarakat  Pancasila,  maka  pelaksanaan 
demokrasmya  pun  dituntut  untuk  bisa  menyusun  kerangka  yang  kuat  dan 
mantap.  Dalam  arti  supaya  sedap  warga  negara  dapat  menjalankan  demokasi 
dipersyaratkan  kondisi  umum  adanya  kesamaan  minima/  hidup  layak  di  an- 
tara  warga  negara  dan  ini  membutuhkan  pengarahan  serta  pengerahan  ke- 
mampuan nasional  untuk  mengamalkan  keadilan  sosial.  Untuk  itu  perlu  dige- 
rakkan  kebersamaan  dan  solidaritas  yang  kompak  guna  menghapuskan  ting- 
kat hidup  di  bawah  garis  kemiskinan.  Dalam  Pelita  IV  bangsa  Indonesia  an- 
daikata mau,  pasti  lebih  mampu  melaksanakan  ini,  bilamana  diingat  bahwa 
pendapatan  negara  setahun  yang  sebelum  Pelita  I  masih  kurang  dari  US$1 
milyar  memasuki  Pelita  IV  sekarang  sudah  mencapai  lebih  dari  US$25  milyar. 

Perkembangan  masyarakat  sering  kali  menanggung  kesenjangan  besar  an- 
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tara  yang  berpendapatan  tinggi  dan  yang  berada  di  bahwa  gans  kemiskman 
dan  kedudukan  politik  aiau  ekonomi  mudah  digunakan  untuk  mengaiur  se- 
muanya  agar  mengutamakan  kepentingan  mereka  yang  menguasai  ekonomi 
dan  politik  itu  Selama  hal  ini  semakin  berlangsung,  maka  meskipun  diakui 
ada  liak  kebebasan  dan  kesamaan  hukum  di  antara  warga  negara,  namun  tak- 
kan  ada  kebebasan  atau  kesamaan  yang  nyata.  Oleh  sebab  itu  perjuangan 
keadilan  sosial  untuk  mencapai  kesamaan  minimal  hldAip  layak  harus  digalak- 
kan  supaya  dengan  itu  berperannya  seluruh  bangsa  Indonesia  dapat  segera 
memperjuangkan  nilai-nilai  luhur  Pancasila  demi  menciptakan  kesejahteraan 
umum  yang  menyeluruh. 


DAFTAR  PUSTAKA 

1.  Cranslon,  Maurice,  cel.,  Wcsicrn  Political  Philosophers,  The  Bodley  Head  Lid.,  London, 
1969. 

2.  Krissantono,  cd,  Paiuhiit\i(in  Pivsidcn  Sochario  wniani:  Pancasila.  CSIS,  Jakarta,  1976. 

3.  Mabbol,  J.D.,  The  Siaic  ami  the  Citizen,  Hutchinson  &  Co.  Ltd.,  London,  1967. 

4.  Magiiis-Suscno,  Franz,  Catalan  Kuliah  Etika  Keniasyarakatan.  Sekolah  Tinggi  Filsafat  Dn- 
yarkara,  Jakarta,  1982. 

5.  Planienatz,  John.,  Man  and  Society,  Vol.  1  dan  11,  Longman  Ltd.,  London,  1974. 

6.  Mocrtopo,  Ali,  Sf/t/fci'/  Peinhanfuinan  Nasional,  CSIS,  Jakarta,  1981. 

7.  Sabine,  George  H.,  -4  History  of  Political  Theory,  Henry  Holt  and  Company,  Inc.,  New  York, 
1950. 


Masa  Mengambang  dan  Partisipasinya 

dalam  Pelaksanaan 
Pembangunan  Nasional 

BABARI* 


PENGANTAR 


TTTT^'fL?^'"  y^""  melaksanakan  Pancasila  dan 

UUD  1945  secara  murni  dan  konsekuen  melalui  suatu  proses  pembangunan 
nasional  yang  terencana  dan  bertahap.  Dengan  pembangunan  ini  seluruh 
bangsa  Indonesia  melalui  wakil-wakilnya  yang  duduk  di  Majelis  Permusya- 
waratan  Rakyat  (MPR)  menyusun  ikhtiar  untuk  meningkatkan  taraf/kese- 
jahteraan  hidupnya  (GBHN)  dan  untuk  memimpin  pelaksanaannya  diserah- 
kan  kepada  presiden  sebagai  kepala  pemerintahan.  Dengan  demikian  jelas 
bahwa  peranan  pemerintah  dalam  pembangunan  nasional  ini  hanyalah  me- 
mimpin dalam  arti  "ing  ngarso  sung  tulodo"  (di  depan  memberi  teladan)  "ing 
madya  mangun  karso"  (di  tengah  membangkitkan  semangat  berkreasi  dan 
berswakarsa),  dan  "tut  wuri  handayani"  (di  belakang  mampu  mendorong 
orang  yang  dip.mpinnya  untuk  berani  bertanggung  jawab).i  Ini  berarti  pelaku 
pembangunan  adalah  seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia. 

Namun  sementara  pengamat  berpendapat  bahwa  pola  pembangunan  yang 

kan  o,  h'p  ?  '''''  P^'^  pembangunan  yang  dijalan 

kan  oleh  Pihpina,  Korea  Selatan  atau  Taiwan  yang  menampilkan  cirf-ciri  pola 
pembangunannya  antara  lain  sebagai  berikut:  pembangunan  dari  atas,  admi- 
mstas.  pembangunan  dilakukan  secara  teknokratis,  mengejar  pertumbuhan 
|ekonon.,  dan  s.stem  politiknya  dibentuk  dalam  rangka  mendukung  rezim 
I  pembangunan  yang  dipimpin  oleh  pemerintah  tanpa  sistem  oposisi.^  Dengan 
'StafCSIS. 

'  /Jjtr"''""r"  P^g^^^'  R^P"blik  Indonesia.  Ba/wn  Pena- 

laran  Pedoman  Pen^haya,an  clan  Pen.amalan  Pancasila,  Undan.-Undan,  Dasar  1945  G^  l 
■  gans  Besar  Haluan  Negara  (Jakarta:  1981),  hal.  45. 

^M.  Dawam  Rahardjo.  Ese,-Esei  Ekonomi  Poliiik  (Jakarta.  LP3ES,  1983).  hal.  162. 
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ciri-ciri  pembangunan  seperti  ini  maka  terlihat  bahwa  yang  mel^ksanakan 
pembangunan  adalah  pemerintah  bersama  dengan  aparatnya  dari  tingkat  yang 
terendah  sampai  dengan  yang  tertinggi.  Rakyat  Indonesia  umumnya  belum 
ikut  secara  aktif  dalam  melaksanakan  pembangunan  yang  berasal  dan  ke- 
hendak  dan  inisiatif  sendiri  tetapi  baru  atas  dorongan  pemerintah  (mobilisasi). 

Berdasarkan  pada  pandangan  ini  timbullah  pendapat-pendapat  dalam  ma- 
syarakat  bahwa  partisipasi  rakyat  Indonesia  umumnya  dalam  melaksanakan 
program  pembangunan  masih  sangat  kurang.  Kenyataan  seperti  ini  terjadi, 
menurut  'sementara  pendapat,  disebabkan  oleh  kebijaksanaan  pemerintah 
yang  membebaskan  rakyat  terutama  yang  bermukim  di  desa  dari  keanggotaan 
permanen  salah  satu  kekuatan  sosial  politik  yang  ada.  Timbul  pertanyaan 
apakah  memang  benar  demikian?  Tulisan  ini  mencoba  memberikan  jawaban- 
nya. 

PARTISIPASI  DALAM  PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN  NASIONAL 

"Partisipasi"  berasal  dari  kata  Latin  "Capere"  dan  "pars"  yang  berarti 
ikut/ambil  bagian.^  Dalam  uraian  ini  maksudnya  ikut  mengambil  bagian 
dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Bintoro  Tjokroamidjojo  MA  me- 
nyajikan  pengertian  partisipasi  dalam  hubungan  dengan  proses  pembangunan 
sebagai  berikut:  (1)  keterlibatan  dalam  penentuan  arah,  strategi  dan  kebi- 
jaksanaan pembangunan;  (2)  keterlibatan  dalam  memikul  beban  dan  tanggung 
jawab  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan;  dan  (3)  keterlibatan  dalam 
memetik  hasil  dan  manfaat  pembangunan  secara  berkeadilan.'*  Ketiga  macam 
keterlibatan  ini  menunjukkan  bahwa  keikutsertaan  rakyat  meliputi  semua 
proses  pembangunan.  Dan  hal  ini  telah  terwujud  dalam  pelaksanaan  pem- 
bangunan nasional  bangsa  Indonesia. 

Pola  Umum  Pembangunan  Nasional  sebagai  rangkaian  program-program 
pembangunan  yang  menyeluruh,  terarah,  dan  terpadu  yang  berlangsung  terus- 
menerus  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  seperti  yang  tercantum  dalam 
Pembukaan  UUD  1945  telah  diteiapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat.^  Ini  berarti  bahwa  rakyat  melalui  wakil-wakilnya  turut  menentukan 
arah,  strategi  dan  kebijaksanaan  pembangunan.  Kemudian  Pola  Umum  Pem- 
bangunan ini  oleh  MPR  discrahkan  kepada  Presiden  selaku  Mandataris  MPR 
untuk  melaksanakannya.  Presiden  sebagai  kepala  penierintahan  bersama  se- 
mua aparainya  menyusun  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  (Repelita)  dan 
setelah  disetujui  oleh  DPR  menjadi  Peliia  yang  dituangkan  dalam  Surat  Ke- 


^Kainus  Politik  Peinban\iumui  (Jakarta,  Yayasan  Kanisius,  1970). 
■•m.  Dawam  Rahardjo,  op.  cii.,  lial.  94-95. 
'Lihai,  GBHN  Tahun  1983. 
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putusan  Presiden.  Selanjutnya  Pelita  ini  dijabarkan  dalam  APBN  setiap  ta- 
hunnya.  Mengingat  APBN  merupakan  produk  hukum  berupa  Undang- 
Undang  yang  telah  dibahas  dan  disetujui  oleh  DPR  maka  secara  implisit 
rakyat  telah  ikut  menetapkan  program-program  pembangunan  nasionalnya. 

Tujuan  utama  pembangunan  sebagai  suatu  proses,  adalah  agar  manusia 
dapat  melepaskan  diri  dari  kesengsaraan  lahir  dan  penderitaan  batin  guna 
mencapai  kehidupan  yang  lebih  berbahagia  sesuai  dengan  ketinggian  martabat 
kemanusiaannya.  Oleh  karena  itu  pembangunan  pada  umumnya  paling  tidak 
mempunyai  tiga  sasaran,  yaitu:  (1)  meningkatkan  persediaan  dan  memperluas 
pembagian/pemerataan  bahan-bahan  pokok  yang  dibutuhkan  untuk  bisa  hi- 
dup,  seperti  makanan,  perumahan,  pakaian,  kesehatan  dan  keamanan; 
(2)  mengangkat  taraf  hidup,  termasuk  menambah  dan  mempertinggi  peng- 
hasilan,  penyediaan  lapangan  kerja  yang  memadai,  pendidikan  yang  lebih 
baik  dan  perhatian  yang  lebih  besar  terhadap  nilai-nilai  budaya  dan  manu- 
siawi,  untuk  mengangkat  kesadaran  akan  harga  diri,  baik  individual  ataupun 
nasional;  (3)  memperluas  jangkauan  pilihan  ekonomi  dan  sosial  bagi  semua 
mdividu  dan  nasional  dengan  cara  membebaskan  mereka  dari  sikap-sikap 
budak  dan  ketergantungan,  tidak  hanya  dalam  hubungan  dengan  orang  lain 
dan  negara  lain,  tetapi  juga  dari  sumber-sumber  kebodohan  dan  penderitaan 
manusia. 

Oleh  karenanya  karya  pembaiigunan  merupakan  karya  manusia  baik  se- 
cara individual  maupun  bersama--^ama.  Karya  pembangunan  secara  nasional 
menuntut  agar  semua  orang  mengambil  bagian  dalam  proses  itu  sehingga  kita 
dapat  merasakan  manfaat  dan  memetik  hasil  dari  karya  pembangunan  ini  se- 
cara bersama-sama.  Pembangunan  juga  menuntut  agar  kita  dapat  memikul 
beban  dan  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaannya  sehingga  sasaran  akhir 
dapat  tercapai.  Inilah  wawasan  pembangunan  yang  berorientasi  kerakyatan 
dan  pemerataan  hasil-hasilnya. 

Dalam  pola  pembangunan  nasional  Indonesia  orientasi  kerakyatan  dan 
pemerataan  hasil-hasilnya  mulai  dilaksanakan  dalam  Pelita  III  dan  seterusnya 
melalui  delapan  jalur  pemerataan,  yaitu:  (1)  pemerataan  pemenuhan  kebu- 
uhan  pokok  rakyat  banyak  khususnya  pangan,  sandang  dan  perumahan- 
(2)  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  dan  pelayanan  kese- 
hatan; (3)  pemerataan  pembagian  pendapatan;  (4)  pemerataan  kesempatan 
kerja;  (5)  pemerataan  kesempatan  berusaha;  (6)  pemerataan  kesempatan  ber- 
partisipasi  dalam  pembangunan  khususnya  bagi  generasi  muda  dan  kaum  wa- 
nita;  (7)  pemerataan  penyebaran  pembangunan  di  seluruh  wilayah  tanah  air 
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dan  (8)  pemerataan  kesempatan  memperoleh  keadilan^  Kedelapan  asas  pe- 
merataan  ini  pada  hakikatnya  sama  dengan  sasaran-sasaran  yang  seharusnya 
dicapai  oleh  karya  pembangunan  pada  umumnya. 

Namun  setelah  bangsa  Indonesia  melewati  tiga  Pelita,  para  pengamat  me- 
lihat  gejala  mengendurnya  semangat  partisipasi  rakyat  yang  terwujud  dalam 
sikap  kurangnya  perasaan  ikut  memiliki  (melu  handarbeni)  terhadap  berbagai 
hasil-hasil  pembangunan  fisik.^  Padahal  dalam  Pelita  IV  ini  partisipasi  rakyat 
perlu  didorong  dan  dikembangkan  agar  momentum  keberhasilan  pemba- 
ngunan dapat  terpelihara  dan  meningkat. 

Terdapat  banyak  penyebab  mengendurnya  semangat  partisipasi  rakyat 
dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Beberapa  penyebab  itu  adalah:  (1)  sistem 
perencanaan  pembangunan  yang  diatur  dari  satu  pusat  (pemerintah  pusat)  dan 
dikendalikan  secara  ketat  dalam  pelaksanaannya  oleh  para  teknokrat  sebagai 
arsitek  pembangunan;  (2)  kemiskinan  dan  kebodohan  pada  sebagian  lapisan 
masyarakat  serta  kepincangan  pendapatan  masyarakat  yang  bereksistensi  se- 
cara berdampingan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pola  hidup  mewah 
pada  selapisan  kecil  masyarakat;  dan  (3)  para  politisi  melihatnya  dari  sisi  ke- 
hadiran  lembaga-lembaga  demokrasi  yang  konvensional  (maksudnya  organi- 
sasi  kekuatan  sosial  politik)  dibatasi  ruang  gerak  dan  kegiatannya  secara  ketat 
walaupun  tetap  diberikan  hak  hidup. 

Perencanaan  pembangunan  yang  diatur  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah 
pusat  berupa  proyek-proyek  Inpres  ataupun  bantuan  pembangunan  bagi 
daerah  menimbulkan  kesan  pada  sebagian  anggota  masyarakat  terutama  yang 
berada  di  daerah  bahwa  semua  pembangunan  ini  adalah  milik  pemerintah  dan 
dilaksanakan  oleh  aparat  pemerintah  sendiri.  Keikutsertaan  anggota  masya- 
rakat dalam  pelaksanaan  proyek  pembangunan  lebih  banyak  didorong  oleh 
aparat  pemerintah  setempat  (mobilisasi)  dan  bukan  dari  kehendak  dan  inisia- 
tif  anggota  masyarakat  itu  sendiri.  Karena  itu  terlihatlah  sikap  dari  masya- 
rakat yang  kurang  merasa  ikut  memiliki  (melu  handarbeni)  dan  ikut  bertang- 
gung  jawab  (melu  hangrungkebi)  lerhadap  proyek-proyek  pembangunan  ini. 
Kesanggupan  pemerintah  uniuk  melaksanakan  semua  ini  selama  tiga  Pelita 
yang  lalu  didukung  oleh  "oil  boom"^  yang  mcnghasilkan  sejumlah  besar  de- 
visa.  Dalam  Pelita  IV  ini  masa  jaya  emas  hitam  (minyak)  sebagai  pcnghasil 
utama  devisa  negara  mulai  mengalami  kcmunduran.  Karena  iiu  pemerintah 
mulai  menggalakkan  ekspor  komoditi  non-migas,  mengkampanyekan  pema- 


■'Tim  Pcmbinaan  Pcnatar  dan  Balian  Penataran  Pegawai  Rcpublik  Indonesia,  op.  cii..  hal. 
138. 

«Lihat  Prof.Dr.  Mubyarlo,  "Pemerataan,  Kcadilan  dan  Partisipasi."  Kompas.  8  Marci  1984. 
'//)/V/..  dan  sclanjutnya  dapat  dibaca  pula  dalam  H.W.  Arndt  (Pcnyuniing),  Pcmhanaiwan 
(Ian  Pciiwraiaan  Indonesia  cli  Masa  Ordc  Barn  (Jakarta,  LP3ES,  1983),  iial.  86-89. 


MASA  MENGAMBANG  DAN  PEMBANGUNAN 


135 


kaian  produksi  dalam  negeri  dan  banyak  cara  lainnya  lagi  untuk  mendatang- 
kan  devisa  pada  satu  pihak  dan  pada  pihak  yang  lain  menggalakkan  partisi- 
pasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan. 

Kemiskinan  dan  kebodohan  yang  masih  dialami  oleh  sebagian  lapisan  ma- 
syarakat terutama  di  daerah  pedesaan  menyebabkan  mereka  enggan  meng- 
ambil  bagian  dalam  pelaksanaan  program-program  pembangunan.  Mereka 
umumnya  tidak  memiliki  keterampilan  atau  sarana  lain  untuk  dapat  berparti- 
sipasi  secara  aktif  dalam  melaksanakan  program  pembangunan.  Oleh  k^rena 
itu  golongan  masyarakat  ini  lebih  memusatkan  perhatian  pada  usaha  untuk 
memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  Timbul  kesan  bahwa  lapisan  masyarakat  ini 
apatis  terhadap  pelaksanaan  proyek-proyek  pembangunan  untuk  memenuhi 
kebutuhan  bersama  seluruh  anggota  masyarakat. 

Keikutsertaan  lapisan  masyarakat  ini  dapat  didorong  melalui  pengem- 
bangan  dan  perluasan  kesempatan  untuk  memperoleh  pendidikan  baik  formal 
ataupun  non-formal.  Melalui  pendidikan  mereka  diharapkan  akan  memper- 
oleh keterampilan  dan  informasi  tentang  ilmu  pengetahuan  yang  diperlukan- 
nya.  Proyek-proyek  pembangunan  yang  disebarkan  di  seluruh  pelosok  tanah 
air  harus  mampu  memproduksi  dan/atau  meningkatkan  produksi  yang  dapat 
memenuhi  kebutuhan  rakyat  yang  paling  memerlukannya.  Proyek-proyek 
pembangunan  harus  mampu  mempergunakan  faktor-faktor  lokal.  Di  samping 
itu  pemerataan  hasil-hasil  pembangunan  yang  telah  dicanangkan  dalam  de- 
lapan  jalur  pemerataan  harus  benar-benar  diikhtiarkan  agar  dapat  terwujud 
dalam  kenyataan  hidup  sehari-hari.  Pendapat  masyarakat  setempat  perlu  di- 
dengar  dan  dipertimbangkan  dalam  pelaksanaan  proyek-proyek  pemba- 
ngunan di  wilayahnya. 

Pendapat  para  politisi  yang  berasal  dari  kekuatan  sosial  politik  yang  me- 
ngatakan  bahwa  ketidakikutsertaan  rakyat  dalam  pelaksanaan  pembangunan 
ini  disebabkan  oleh  dibatasinya  secara  ketat  ruang  gerak  dan  kegiatan  orga- 
nisasi  kekuatan  sosial  politik  sampai  dengan  tingkat  kabupaten'^  masih  perlu 
dipertanyakan  kebenarannya. 


MASSA  MENGAMBANG 

Massa  Mengambang  (noating  mass)  merupakan  satu  kebijakan  baru  di 
bidang  politik  yang  dipelopori  oleh  pemerintah  Orde  Baru,  dalam  usaha  me- 
nata  dan  menyederhanakan  kehidupan  organisasi  sosial  politik  yang  berorien- 
tasi  pada  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Di  masa  sebelumnya  semua 
organisasi  kekuatan  sosial  politik  melakukan  pendaftaran  secara  massal  ke- 
anggotaannya  sehingga  terjadilah  pengkotak-kotakan  kehidupan  masyarakat 
terutama  di  desa  dalam  kotak  partai  politik  bersama  dengan  ideologinya. 

'"Lihat  UU  No.  3  Tahun  1975  tentang  Parlai  Polilik  dan  Golongan  Karya. 
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Masing-masing  anggota  dalam  pengkotakan  ini  bersikap  fanatik  terhadap 
ideologi  kepartaiannya  sehingga  menempatkan  Pancasila  sebagai  ideologi  se- 
mentara  saja.  Kenyataan  ini  tidak  mendukung  upaya  untuk  lebih  meningkat- 
kan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  sebagai  salah  satu  modal  unluk  melaksa- 
nakan  pembangunan  nasional. 

Orde  Baru  sebagai  orde  pembangunan  bertekad  untuk  membebaskan 
massa  rakyat  terutama  yang  berdomisili  di  desa  dari  kungkungan  (kurungan) 
kotak-kotak  partai  politik  bersama  dengan  ideologi  sempitnya.  Maksudnya 
agar  massa  rakyat  dapat  mengambil  bagian  bersama  dengan  pemerintahnya 
melaksanakan  pembangunan  nasional.  Semua  lapisan  masyarakat  memiliki 
sikap  terbuka  dan  memandang  dirinya  masing-masing  sebagai  partner  ber- 
demokrasi  dan  partner  dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional.'^  Ini 
tidak  berarti  melarang  massa  rakyat  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  po- 
litik tetapi  melepaskan  keterikatan  secara  permanen  sebagai  anggota  dalam 
salah  satu  organisasi  kekuatan  sosial  politik.  Kegiatan-kegiatan  politik  masih 
tetap  dapat  dilakukan  melalui  organisasi  sosial  kemasyarakatan  yang  berda- 
sarkan  pada  kesamaan  fungsi,  profesi  ataupun  minat.  Oleh  karena  tidak  ada 
keanggotaan  massa  yang  permanen  sebagai  pendukung,  organisasi  kekuatan 
sosial  politik  terdorong  untuk  mempersiapkan  program-program  pemba- 
ngunan bangsa  dan  negara  yang  akan  ditampilkan  dan  dinilai  oleh  massa  pe- 
milih  dalam  kampanye  pemilihan  umum  setiap  lima  tahun.  Organisasi  ke- 
kuatan sosial  politik  yang  memiliki  program  pembangunan  yang  paling  baik 
tentu  akan  memperoleh  banyak  pendukung  dan  tentu  akan  keluar  sebagai 
pemenang  dalam  pemilihan  umum. 

Hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  tugas  pemerintah  Orde  Baru,  yaitu 
mengubah  orientasi  organisasi  kekuatan  sosial  politik  dari  orientasi  ideologi 
sempit  ke  orientasi  program  pembangunan  negara  bangsanya.  Tugas  mi  te- 
lah  dilaksanakan  secara  sungguh-sungguh  oleh  Pemerinah  Orde  Baru  dan  pro- 
ses pelaksanaan  pembinaan  dan  pemantapannya  sebagai  berikut:  (1)  MPRS 
melalui  Ketetapan  No.  XXII/MPRS/1966  tentang  Penyederhanaan  Sistem 
Kepartaian,  Keormasan  dan  Kekaryaan  berkeinginan  memberikan  corak  baru 
pada  kehidupan  kepartaian  dan  keormasan  di  Indonesia,  yaitu  sebagai  sarana 
pengabdian  pada  pembangunan  bangsa  dan  negara.  Setelah  Pemilihan  Umum 
1971  arah  penyederhanaan  kepartaian  ini  menjadi  semakin  jelas.  Partai-partai 
politik  peserta  pemilihan  umum  itu  mulai  mengelompokkan  diri,  yaitu  NU, 
Parmusi,  PSII,  dan  Pcrti  menjadi  Kelompok  Persatuan  Pembangunan;  PNI, 
IPKI,  Murba,  Parkindo,  dan  Partai  Katolik  menjadi  Kelompok  Demokrasi 
Pembangunan  dan  Golongan  Karya.  Pengelompokan  ini  bertujuan  untuk 
mcmpcrlahankan  stabilitas  nasional  dan  kelancaran  pembangunan  (Pelita  I 

"ah  Mocrtopo,  Stralegi  Pemhauftiinan  Nasional  (Jakarta:  CSIS,  1981),  hal.  97. 
'2//;/V/.,  hal.  27. 
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telah  dimulai  1  April  1969);  dan  penyederhanaan  kepartaian  secara  konsti- 
tusional;    (2)  Dalam  GBHN  tahun  1973  di  bidang  politik,  MPR  menetapkan 
bahwa  kehidupan  politik  yang  efektif  dan  efisien  bagi  pelaksanaan  pemba- 
ngunan  perlu  dibina.  Pembinaan  ini  meliputi  penataan  struktur  organisasi 
kekuatan  sosial  politik,  jumlah  organisasi  kekuatan  sosial  politik,  orientasi 
dan  landasan  ideologinya.  Selanjutnya  juga  ditegaskan  bahwa  untuk  meng- 
ikutsertakan  rakyat  terutama  yang  berada  di  desa  secara  maksimal  dalam 
pelaksanaan  pembangunan,  perhatian  rakyat  ini  perlu  diarahkan  pada  masa- 
lah-masalah  konkret  pembangunan.  Penyusunan  partai-partai  politik  dan 
golongan  karya  disesuaikan  dengan  proses  pembaharuan  dan  penyederhanaan 
kehidupan  partai  politik  dan  golongan  karya; (3)  Kehendak  GBHN  1973  ter- 
wujud  dalam  UU  No.  3  Tahun  1975  tentang  Partai  Polit::k  dan  Golongan 
Karya,  yang  dalam  konsiderans  menyatakan  bahwa  "dewasa  ini  organisasi- 
organisasi  kekuatan  sosial  politik  yang  telah  ada  telah  mengelompokkan  diri 
menjadi  dua  Partai  Politik  (PPP  dan  PDI)  dan  satu  Golongan  Karya  (Gol- 
kar). Partai-partai  politik  dan  Golongan  Karya  benar-benar  dapat  menjamin 
terpehharanya  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  stabilitas  nasional  serta  ter- 
laksananya  percepatan  pembangunan."  Dalam  undang-undang  ini  juga  dite- 
tapkan  bahwa  kepengurusan  partai  politik  dan  golongan  karya  hanya  terdiri 
dan  kepengurusan  tingkat  pusat,  propinsi  atau  daerah  tingkat  satu  dan  ka- 
bupaten/kotamadya  untuk  daerah  tingkat  dua  (pasal  10).  Tetapi  untuk  ting- 
kat kecamatan  dan  desa  dapat  ditetapkan  seorang  Komisaris  sebagai  pelak- 
sana  Pengurus  Tingkat  Kabupaten  dan  tidak  merupakan  pengurus  yang  ber- 
diri  sendiri.  Dengan  penetapan  implisit  terkandung  maksud  untuk  membebas- 
kan  rakyat  terutama  di  desa  dari  pengaruh  partai  politik  dan  golongan  karya 
misalnya  dengan  mendaftarkan  diri  menjadi  anggotanya.  Ini  berarti  undang- 
undang  ini  menghendaki  terjadinya  massa  mengambang  (floating  mass)  ter- 
utama bagi  rakyat  di  pedesaan.  Suasana  kehidupan  massa  mengambang  ini 
telah  "diuji-coba"  melalui  dua  kali  pemihhan  umum,  yaitu  pemilihan  umum 
tahun  1977  dan  1982.  Dalam  kedua  pemihhan  umum  ini  sebenarnya  ketiga 
kekuatan  sosial  politik  itu  berusaha  merebut  massa  pendukungnya  melalui 
penyajian  program-program  pembangunan  nasional  yang  dimilikinya.  Namun 
dalam  kenyataan  kita  melihat  bahwa  ketiga  kekuatan  sosial  politik  itu  belum 
mampu  menyusun  program-program  pembangunannya  secara  baik  Hal  ini 
terhhat  jelas  dalam  masa  kampanye  pemilihan  umum;  (4)  Usaha  untuk  me- 
mantapkan  kebijakan  massa  mengambang  ini  masih  terus  dilaksanakan  oleh 
pemenntah.  Hal  ini  terlihat  secara  jelas  dalam  GBHN  tahun  1978  dan  1982 
Dalam  kedua  GBHN  ini  dinyatakan  bahwa  wadah-wadah  penyalur  pendapat 
masyarakat  pedesaan  perlu  disempurnakan  dan  dimantapkan  sesuai  dengan 

'^Ali  Moertopo,  S/rategi  Polirik  Nasional  (Jakma:  CSIS,  1974),  hal.  18-31. 

/97raaklr^' p'T'^'r''''''''  ^"■•^"'y"^"'-a,an  Rakya,  Repuhlik  Indonesia  Talun, 

/v/J  (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  1978). 
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peraturan  perundangan  yang  berlaku  guna  meningkatkan  partisipasi  masya- 
rakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Pernyataan  ini  harus  dikait- 
kan  dengan  ketentuan  pasal  10  UU  No.  3  Tahun  1975  tentang  Partai  Politik 
dan  Golongan  Karya,  seperti  yang  dikemukakan  di  atas.  Dan  rupanya  dalam 
RUU  tentang  Perubahan  UU  No.  3  Tahun  1975  tentang  Partai  Politik  dan 
Golongan  Karya  kebijakan  massa  mengambang  ini  tidak  akan  dipermasalah- 
kan  lagi. 


CIRI-CIRI  BARU  KEHIDUPAN  ORGANISASI  KEKUATAN  SOSIAL 
POLITIK 

Orde  Baru  sesuai  dengan  missinya,  yaitu  melaksanakan  pembangunan  na- 
sional untuk  mensejahterakan  kehidupan  rakyat  Indonesia  yang  berkeadilan 
sosial,  juga  melakukan  penataan  dan  penyederhanaan  kehidupan  organisasi 
kekuatan  sosial  politik.  Ini  dimaksudkan  agar  organisasi-organisasi  kekuatan 
sosial  politik  itu  mampu  menjadi  penunjang  utama  suksesnya  pelaksanaan 
pembangunan  nasional.  Dalam  GBHN  1983  juga  dikatakan  bahwa  organisasi 
kekuatan  sosial  politik  merupakan  modal  besar  pembangunan  nasional.  Oleh 
karena  itu  pemerintah  Orde  Baru  sejak  awal  telah  mencanangkan  bahwa  se- 
mua organisasi  kekuatan  sosial  politik  harus  berorientasi  pada  program- 
program  pembangunan  nasional,  dan  tidak  dibenarkan  lagi  untuk  berorientasi 
pada  ideologi  sempit  golongan.  Ini  merupakan  ciri  pertama. 

Ciri  yang  kedua  adalah  melepaskan  partai  massa  dan  memakai  partai 
kader  dilihat  dari  segi  komposisi  dan  fungsi  keanggotaannya.  Partai  massa 
mengutamakan  kekuatan  pada  jumlah  anggotanya.^^  Makin  banyak  jumlah 
anggota  yang  dimilikinya,  makin  besar  dukungan  yang  diperolehnya  dalam 
pemilihan  umum.  Ini  akan  berarti  makin  banyak  "kursi"  DPR/MPR  yang 
akan  direbutnya,  sehingga  partainya  dapat  mengatur  dan  mengendalikan  pe- 
merintahan.  Partai  massa  seperti  ini  telah  dilaksanakan  di  Indonesia  selama 
masa  sebelum  Orde  Baru.  Karena  itu  pengaruhnya  pun  masih  dapat  dirasakan 
hingga  saat  ini. 

Sesuai  dengan  tekad  Orde  Baru  untuk  melaksanakan  pembaharuan  kehi- 
dupan pohtik  di  Indonesia  sislem  partai  massa  ini  diganti  dengan  sistem  partai 
kader.  Partai  kader  memenlingkan  keketatan  organisasi  dan  disipHn  kerja  dan 
anggota-anggolanya.  Anggoianya  dilerima  melalui  seleksi  yang  ketat  dan 
setiap  anggota  yang  dilerima  adalah  kader  partai.  Pimpinan  partai  biasanya 
menjaga  kcmurnian  doktrin  partai  dan  setiap  anggota  yang  menyeleweng  dan 
garis  partai  yang  lelah  ditetapkan  dipecat.'^  Oleh  karena  itu  tidak  semua 


'Sprof.  Miriam  Budiardjo,  Dasar-dasar  Ilmu  Politik  (Jakarta,  Gramedia,  1977),  hal.  166. 
hal.  166. 
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orang  dapat  menjadi  anggota  partai.  Sebagian  besar  anggota  masyarakat  ti- 
dak  terikat  secara  permanen  dengan  salah  satu  organisasi  kekuatan  sosial  po- 
litik  (partai).  Mereka  adalah  massa  yang  mengambang  dan  mempunyai  hak 
dan  sekaligus  kewajiban  sebagai  warga  negara  untuk  ikut  memberikan  suara 
dalam  pemilihan  umum.  Golongan  masyarakat  mengambang  ini  akan  men- 
jadi sasaran  yang  diperebutkan  oleh  organisasi  kekuatan  sosial  politik  peserta 
pemilihan  umum  dalam  masa  kampanye. 

Ciri  yang  ketiga,  asas/ideologi  golongan  diganti  dengan  asas/ideologi 
negara.  Hal  ini  telah  dituangkan  dalam  GBHN  1983  di  bidang  politik  yang  an- 
tara  lain  mengatakan  bahwa  partai  politik  dan  golongan  karya  harus  benar- 
benar  menjadi  kekuatan  sosial  politik  yang  hanya  berasaskan  Pancasila  seba- 
gai satu-satunya  asas.  Penegasan  ini  penting  karena  salah  satu  fungsi  partai 
politik  dan  golongan  karya,  menurut  UU  No.  3  Tahun  1975,  adalah  membina 
anggota-anggotanya  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  bermoral  Panca- 
sila, setia  pada  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  sebagai  salah  satu  wadah 
mendidik  kesadaran  politik  rakyat.^^  Agar  fungsi  ini  dapat  dilaksanakan  se- 
mestinya  partai  politik  dan  golongan  karya  sebagai  wadah  pelaksananya 
harus  lebih  dahulu  menjadikan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas. 

Ciri  keempat,  adalah  penetapan  MPR  dalam  GBHN  1983  yang  berbunyi: 
Partai  Politik  dan  Golongan  Karya  merupakan  modal  dasar  Pembangunan 
Nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila.  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya 
merupakan  potensi  efektif  bangsa  yang  letaknya  pada  tataran  politik  dalam 
mekanisme  politik  yang  diabdikan  pada  pembangunan  (lihat  bagan). 

Bagan  itu  menunjukkan  bahwa  partai  politik  dan  golongan  karya  bertugas 
sebagai  penampung  aspirasi  untuk  kemudian  dituangkan  dalam  program- 
programnya  dan  ditawarkan  kepada  masyarakat  dalam  kampanye  pemilihan 
umum  selanjutnya  melalui  wakil-wakilnya  di  MPR  menuangkannya  dalam 
Ketetapan-ketetapan  MPR  terutama  dalam  Ketetapan  tentang  GBHN.  Se- 
mentara  itu  bagi  wakil-wakilnya  di  DPR  program-programnya  dapat  diusaha- 
kan  untuk  masuk  dalam  Repelita  ataupun  yang  lebih  operasional  lagi  dalam 
RAPBN.  Pada  tahap  pelaksanaan  partai  politik  dan  golongan  karya  berperan 
sebagai  pengawas. 


WADAH  PARTISIPASI  RAKYAT  DALAM  PEMBANGUNAN 

Pada  bagian  penutup  GBHN  1983  ditetapkan  bahwa  berhasilnya  pemba- 
ngunan nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila  terganlung  pada  partisipasi 
seluruh  rakyat  serta  pada  sikap  mental,  tekad  dan  scmangat,  ketaatan  dan 
disiplm  para  penyelenggara  negara  serta  seluruh  rakyat  Indonesia,  sehingga 

"Drs.  C.S.T.  Kansil  SH,  Parpol  dan  Go/Arff/- (Jakarta:  Aksara  Baru,  1979),  hal.  63. 
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hasil  pembangunan  ini  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  berupa 
peningkatan  kesejahteran  lahir  dan  batin  yang  berkeadilan  sosial.  Penetapan 
ini  belum  terdapat  dalam  GBHN-GBHN  sebelumnya.  Ini  berarti  partisipasi 
rakyat  dalam  Pelita  IV  ini  mendapat  tempat  pertama.  Masalahnya  kini  mana- 
kah  wadah  partisipasi  rakyat  apabila  secara  struktural  kehadiran  formal  par- 
tai  politik  dan  golongan  karya  dibatasi  sampai  dengan  daerah  tingkat  dua/ 
kabupaten/kotamadya  dan  tetap  dilaksanakannya  prinsip  massa  mengam- 
bang? 

Untuk  menjawab  pertanyaan  itu  Pemerintah  Orde  Baru  sejak  awal  telah 
mengintrodusir  gagasannya  tentang  profesionalisasi  dan  fungsionalisasi  or- 
ganisasi  kemasyarakatan.  Gagasan  ini  merupakan  reaksi  terhadap  kesimpang- 
siuran  dalam  pola  kehidupan  organisasi  kemasyarakatan  yang  ada  dalam 
masyarakat  Indonesia  sebelumnya. Pembinaan  dan  penataan  organisasi  ke- 
masyarakatan berdasarkan  atas  fungsi  dan  profesi  ini  pada  dasarnya  merupa- 
kan konsekuensi  logis  cita-cita  Orde  Baru,  yaitu  menciptakan  mekanisme  yang 
membantu  masyarakat  untuk  berusaha  memenuhi  kebutuhan  dan  meningkat- 
kan  kesejahteraan  hidupnya  sesuai  dengan  fungsi  dan  profesinya. 

Wujud  dari  pembinaan  dan  penataan  baru  organisasi  kemasyarakatan  ini 
terlihat  dengan  terbentuknya  FBSI  (Federasi  Buruh  Seluruh  Indonesia),  HKTI 
(Himpunan  Kerukunan  Tani  Indonesia),  HNSI  (Himpunan  Nelayan  Seluruh 
Indonesia),  PGRI  (Persatuan  Guru  Republik  Indonesia),  Ikatan-ikatan  Sar- 
jana  Profesi  (IDI,  PII,  ISEI,  ISKI),  KNPI,  Kowani,  dan  Ikatan  Mahasiswa 
Profesi.  Semua  ini  merupakan  wadah-wadah  partisipasi  setiap  anggota  ma- 
syarakat dalam  melaksanakan  pembangunan  nasionalnya.  Semua  organisasi 
ini  mempunyai  basis  organisasi  di  setiap  unit  kerja  sesuai  dengan  fungsi  dan 
profesinya.  Sementara  itu  KNPI  mempunyai  struktur  organisasi  sampai  ke 
tingkat  desa.  Bagi  anggota  masyarakat  lainnya  terutama  yang  berada  di 
daerah  pedesaan  partisipasi  mereka  dapat  melalui  Lembaga  Ketahanan  Ma- 
syarakat Desa  (LKMD),  PKK,  Pramuka.  Karang  Taruna  ataupun  pertemuan- 
pertemuan  di  antara  sesama  kelompok  pendengar. 

Dengan  demikian  wadah-wadah  partisipasi  rakyat  terutama  di  daerah  pe- 
desaan sebenarnya  sudah  ada.  Masalahnya  mungkin  terletak  pada  bagaimana 
mengfungsionalkan/menggerakkan  wadah-wadah  itu  sehingga  benar-benar 
menjadi  tempat  untuk  menggalakkan  partisipasi  rakyat  ini.  Hal  ini  berhu- 
bungan  erat  dengan  tingkat  pendidikan  pengurusnya,  dedikasi  dan  kemauan 
mereka  bekerja  untuk  kepentingan  bersama.  Dana-dana  yang  dialokasikan 
oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  bentuk  bantuan  bagi  desa,  ataupun  proyek- 
proyek  Inpres  yang  berlokasi  di  desa  sebaiknya  diberi  secara  penuh  untuk  di- 
kelola  sendiri  oleh  masyarakat  setempat.  Aparat  pemerintah  yang  lebih  tinggi 

'^Ali  Mocrtopo,  op.  cii.,  hal.  85. 
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berperan  sebagai  pengawas.  Cara  ini  akan  menimbulkan  rasa  'kut  mem>l.ki 
(melu  handarbeni)  dan  rasa  ikut  bertanggung  jawab  (melu  hangrungkeb.)  dan 
anggota  masyarakat  terhadap  proyek-proyek  pembangunan  yang  ada  di 
daerahnya. 

Melalui  mekanisme  seperti  itu  setiap  anggota  masyarakat  akan  merasa 
bahwa  mereka  telah  turut  serta  berpartisipasi  dalam  proses  menetapkan  ke- 
bijaksanaan  pembangunan  proyek  di  wilayahnya,  terlibat  dalam  pelaksanaan- 
nya  ikut  merasakan  kegunaan  dari  proyek  itu.  Apabila  mekanisme  seperti  ini 
sekarang  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya,  maka  setiap  departemen 
pemerintahan  yang  mempunyai  program  pengembangan  masyarakat  desa 
perlu  mulai  menatanya,  sehingga  kemauan  pemerintah  untuk  menggalakkan 
partisipasi  rakyat  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  sesuai  dengan  amanat 
GBHN  untuk  mencapai  cita-cita  bangsa  seperti  yang  tercantum  dalam  UUD 
1945,  dapat  terwujud. 


PENUTUP 

Akhirnya  pembangunan  yang  dalam  dirinya  terkandung  proses  perubahan 
dan  pembaharuan  itu  akan  melibatkan  usahanya  dalam  proses  reorganisasi 
dan  reorientasi  dari  semua  sistem  kelembagaan  dalam  kehidupan  masyara- 
kat.'^ Ini  dimaksudkan  agar  semua  kelembagaan  yang  ada  (organisasi  ke- 
masyarakatan)  perlu  menata  strukturnya  dan  membina  orientasinya  sehingga 
mampu  menjadi  sarana  pelaksana  pembangunan  nasional. 

Atas  dasar  pandangan  seperti  itu  pemerintah  telah  berhasil  menata  dan 
membina  kehidupan  organisasi  kekuatan  sosial  pplitik  melalui  UU  No.  3  Ta- 
hun  1975  tentang  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya.  Dewasa  ini  UU  No.  3 
Tahun  1975  tengah  diusahakan  penyempurnaannya  sesuai  dengan  Ketetapan 
dalam  GBHN  1983,  yaitu  mencantumkan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas 
bagi  semua  organisasi  kekuatan  sosial  politik.  Langkah  selanjutnya  adalah 
menata  dan  membina  kehidupan  organisasi  sosial  kemasyarakatan  lainnya 
sehingga  mampu  menjadi  wadah  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan 
pembangunan  nasional.  Partisipasi  mcmcrlukan  perubahan-perubahan  dalam 
sikap  dan  tingkah  laku  anggota  masyarakat  sebagai  syarat  utama  suatu  per- 
ubahan sosial. 


"Michael  P.  Todaro,  Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Keiiga  (Jakarta:  Ghalia,  1983), 
104. 


Memahami  Tingkah-Laku  Politik 

di  Sektor  Non-Formal 


Tommi  LEGOWO* 


Pengamatan  atas  serangkaian  peristiwa  politik  dapat  dilakukan  melalui 
berbagai  pendekatan.  Salah  satu  di  antaranya  adalah  pendekatan  tingkah-laku 
politik.  Pendekatan  ini  memberikan  paling  tidak  dua  macam  gambaran  pola 
perilaku  manusia  dalam  kehidupan  politik  yang  saling  bertolak  belakang, 
yakni:  (1)  perilaku  integratif;  dan  (2)  perilaku  disintegratif.  Perilaku  yang  per- 
tama  lebih  menekankan  pentingnya  konsensus  atau  kompromi,  sedangkan 
perilaku  yang  kedua  cenderung  mengakibatkan  timbulnya  konflik. 

Pendekatan  tersebut  di  atas  dapat  digunakan  untuk  mengamati  dan  me- 
mahami aksi-aksi  politik  yang  bergerak  di  luar  struktur  politik  formal  (struk- 
tur  yang  diakui  sah  keberadaannya  secara  hukum).'  Gejala  ini  tampak  terjadi 
sejak  akhir  tahun  1970-an  dan  sepanjang  tahun  1980-an  dan  sangat  mewarnai 
perkembangan  kehidupan  politik  bangsa  Indonesia.  Tulisan  berikut  ini  men- 
coba  mengetengahkan  secara  berturut-turut  mengenai  konsep  atau  perilaku 
politik,  upaya  memahami  tingkah-laku  politik  (baik  di  sektor  formal  maupun 
non-formal)  di  Indonesia  selama  10  tahun  terakhir  ini  dan  akan  diakhiri  de- 
ngan  sebuah  catatan  penutup. 


POLA  TINGKAH-LAKU  POLITIK 

Politik  pada  dasarnya  merupakan  suatu  fenomena  yang  sangat  berkaitan 
erat  dengan  manusia  dalam  hal  mana  manusia  dikatakan  sebagai  "zoon 

*Staf  CSIS. 

'Selanjutnya  aksi-aksi  semacam  ini  disebut  sebagai  kegiatan-kegiatan  politik  di  sektor  non- 
formal.  Lihat  Rusadi  Kantaprawira.  Sisiem  Polilik  Indonesia  Sualu  Model  Penganlar,  Bandung. 
Smar  Baru  1983.  hal.  46-49.  Lihat  pula  Tom  Bottomore.  Sosiologi  Politik  (terjemahan  oleh  Sahai 
bimamora),  Jakarta,  Bma  Aksara,  1983,  hal.  50-52. 
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politicon  "  Pada  kodratnya,  manusia  selalu  hidup  bermasyarakat.  la  adalah 
makhluk  sosial,  makhluk  yang  dinamis  dan  berkembang.  Karena  itu,  pohtik 
akan  selalu  menggejala,  mewujudkan  dirinya  dalam  rangka  proses  perkem- 
•  2 

bangan  manusia. 

Karena  manusia  adalah  inti  utama  realitas  politik,  maka  apa  pun  alasan- 
nya  pengamatan  atau  analisa  politik  tidak  dapat  begitu  saja  meninggalkan 
faktor  manusia.  Pribadi  seorang  manusia  adalah  unit  dasar  empiris  anahsa 
politik.^  Penekanan  pada  pribadi  manusia  sebagai  unit  dasar  analisa  politik 
tidak  berarti  mengesampingkan  arti  penting  kelompok-kelompok,  lembaga- 
lembaga  ataupun  kolektivitas  manusia.  Kembali  kepada  kenyataan  yang  ter- 
jadi,  ciri-ciri  politis  kelompok  terbentuk  dan  tercerminkan  pada  pribadi-pn 
badi'  anggota  kelompok  meskipun  dalam  suatu  kombinasi  yang  berbeda-beda.' 
Atas  dasar  itu,  sebenarnya  keterkaitan  antara  pribadi  atau  kelompok  sebagai 
suatu  unit  dengan  tatanan  kemasyarakatan  yang  ada  tetap  tidak  dapat  diting- 
galkan.  Hanya  saja,  dengan  tetap  mendasarkan  analisa  pada  manusia  sebagai 
inti  utama  realita  politik  akan  lebih  mudah  memahami  mengapa  kenyataan 
politik  itu  begitu  kompleks,  mengapa  ia  selalu  berkembang,  berubah,  mem- 
bawa  ketegangan-ketegangan  dan  meminta  kemajuan-kemajuan.  Dengan  de- 
mikian  adalah  suatu  keharusan  bahwa  perkembangan  dalam  kehidupan  po- 
litik menuntut  adanya  pemahaman  dasar  tentang  manusia,^  pemikiran  dan 
tingkah-lakunya. 

Keterkaitan  antara  pemikiran  dan  tingkah-laku  manusia  dalam  kehidupan 
politik  adalah  menjadi  semakin  jelas.  Tingkah-laku  manusia  tidak  dapat  di- 
lepaskan  dari  pemikiran  atau  pemahamannya  tentang  sesuatu  nilai  yang  ada 
dalam  dirinya,  demikian  pula  sebaliknya.  Tingkah-laku  merupakan  salah  satu 
bentuk  (perwujudan)  pengungkapan  pemikiran  dan  pemahaman  seseorang 
mengenai  sesuatu  fenomena.  Pemikiran  dan  pemahaman  tersebut  tersusun  dan 
terbentuk  atas  dasar  "bekal"^  yang  diperoleh  seseorang  dalam  berkembang 
dan  mengembangkan  dirinya  dalam  memasyarakat  dan  menegara  di  lingkung- 
annya.  Hasil  interaksi  antara  bekal  dan  perkembangan  pemikiran  seseorang  itu 
mengkrislal  menjadi  suatu  "nilai"  pribadi,  yang  kemudian  dijadikan  sebagai 
"acuan  pokoknya"  dalam  memasyarakat  dan  menegara  seterusnya. 

^Lihat  Anton  H.  Djawaniaku,  "Dialcktik  Struklur  dan  Kultur  dalam  Proses  Pembaharuan 
Polilik  Ordc  Baru,"  Analisa,  Taluin  Xlll,  No.  8,  Agustus  1984,  hal.  629-630. 

^Edward  C.  Dreycr  dan  Walter  A.  Rosenbauni,  Political  Opinion  and  Polilical  Behavior, 
Massachusetts,  Duxbury  Press,  1976,  hal.  6. 

'^fhicl..  hal.  6-7. 

'Lihat  Anton  H.  Djawamaku,  op.  cii.,  hal.  629-631. 

^Hcymans  dan  Wierzma  mcnyebutnya  sebagai  "reverberation"  yang  artinya  adalah  panjang- 
nya  jangka  waktu  suatu  idc  atau  citra  tcrtanani  dalam  pemikiran  seseorang  dalam  Maurice 
Duvergcr,  Sosiologi  Polilik  (terjeinahan  oleh  Daniel  Dhakidac),  Jakarta,  Rajawali,  1982,  hal.  201. 
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Sebagai  anggota  masyarakat,  seseorang  tentu  terikat  oleh  nilai-nilai  dan 
atau  aturan-aturan  umum  yang  diakui  dan  dianut  oleh  masyarakat  itu,  dalam 
hal  mana  nilai-nilai  itu  kemudian  diformulasikan  dalam  seperangkat  kebijak- 
sanaan  umum.  Kebijaksanaan  umum  ini  selanjutnya  mengikat  kegiatan- 
kegiatan  seseorang  dan  atau  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat  agar 
tujuan-tujuan  dan  maksiid-maksud  komunitas  ini  dapat  dicapai  secara  ber- 
sama-sama.  Dalam  hal  ini,  kebijaksanaan  tersebut  terwujud  dalam  bentuk  se- 
rangkaian  peraturan,  kewajiban  dan  larangan  yang  memaksanya.  Ini  tidak 
berarti  mengingkari  eksistensi  manusia  sebagai  pribadi  yang  tunggal,  melain- 
kan  bahwa  peraturan,  kewajiban  dan  larangan  itu  ditujukan  untuk  menjaga 
dan  menjamin  keberadaan  ketunggalan  pribadi  dalam  masyarakat  tersebut. 

Nilai  umum  dengan  sendirinya  terbentuk  oleh  adanya  integrasi"^  nilai-nilai 
pribadi.  Integrasi  nilai  ini  paling  tidak  berarti  pengakuan  adanya  prosedur- 
prosedur  yang  dapat  diterima  masyarakat  guna  mencapai  tujuan  bersama 
ataupun  memecahkan  persoalan-persoalan  kemasyarakatan.  Dalam  integrasi 
nilai  tersebut  terkandung  (ciri-ciri  yang  menekankan  arti)  pentingnya  konsen- 
sus  dan  pemusatan  perhatian  pada  usaha  menciptakan  keumuman  semaksimal 
mungkin.  Di  samping  itu,  integrasi  nilai  juga  mengandung  (ciri)  penekanan 
pada  interaksi  antara  kepentingan  kelompok  dan  kepentingan  pribadi.^  Hal 
pertama  sangat  mengutamakan  penghindaran  konflik  dan  persaingan  baik 
melalui  ancaman  kekerasan  maupun  tindakan-tindakan  persuasif;  sedang 
berikutnya  mengutamakan  kebijaksanaan  umum  yang  tidak  berdas^rkan 
pada  kebijaksanaan  paling  "benar"  dan  disetujui  oleh  seluruh  masyarakat, 
melainkan  hanyalah  kebijaksanaan  yang  paling  "baik"  dan  paling  "mung- 
kin" diterapkan  dalam  situasi  di  mana  terdapat  perbedaan  nilai-nilai  kepen- 
tingan dan  perasaan. 

Kesadaran  anggota  masyarakat  mengenai  arti  penting  "integrasi  nilai" 
akan  melahirkan  tingkah-laku  yang  integratif.  Secara  langsung,  tingkah-laku 
integratif  itu  mengungkapkan  kesediaan  pribadi  (seseorang)  untuk  bekerja- 
sama  secara  terorganisasi,  di  samping  untuk  berperilaku  dengan  cara  yang 
dapat  membantu  pencapaian  tujuan  bersama.  Pola  tingkah-laku  demikian  ini 
amat  esensial  sifatnya  bagi  masyarakat  yang  tingkat  heterogenitasnya  tinggi 
dan  mengalami  kemajuan  pesat  yang  serba  kompleks.^  Kesadaran  semacam 


Integrasi  diartikan  sebagai  penyatuan  bagian-bagian  yang  berbeda-beda  dari  suatu  kumpulan 
(masyarakat)  menjadi  suatu  keseluruhan  yang  lebih  utuh,  atau  memadukan  unsur-unsur  kccil 
yang  sama  dan  berbagai  macam  unsur  yang  banyak  dan  beraneka-ragam  menjadi  satu  kesatuan. 
»Lihat  Myron  Weiner,  "Integrasi  Politik  dan  Pembangunan  Politik."  dalam  Drs.  Yahya 

r^H  hT".  M  MacAndrews  (eds.),  Masalah-masalah  Pembangunan  Politik.  Yogyakarta: 
Oadjah  Mada  University  Press,  1977,  hal.  47. 

^Ibid..  hal.  48. 
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ini  akan  menghindarkan  masyarakat  itu  dari  konflik  atau  benturan  nilai 
(masyarakat  tanpa  konflik). 

Gambaran  tentang  kehidupan  masyarakat  tanpa  konflik  tersebut,  jarang 
sekali  dapat  dinikmati  oleh  setiap  masyarakat.  Ini  merupakan  sesuatu  yang 
"dicita-citakan"  (apa  yang  seharusnya  terjadi),  bukan  merupakan  kenya- 
taan"  (apa  yang  sebenarnya  terjadi).  Dalam  masyarakat,  konflik  atau  ben- 
turan nilai  selalu  ada,  yang  membedakan  hanyalah  pada  tingkat  mtensitasnya. 
Oleh  karena  itu,  konsepsi  tersebut  sebaiknya  dikembalikan  atau  diperde- 
katkan  kepada  kenyataan  yang  ada,  sebagaimana  hal  itu  terjadi  pada  dunia 
kehidupan  politik.  Dunia  kehidupan  politik  selama  ini  dipisahkan  menjadi 
dua  yakni  dunia  politik  normatif ,  yang  memandang  politik  sebagai  apa  yang 
seharusnya  terjadi;  dan  dunia  politik  empirik,  yang  memandang  politik  se- 
bagai suatu  kenyataan  yang  tengah  berlangsung.  Sehubungan  dengan  ini 
perilaku  politik  manusia  selalu  berkaitan  langsung  dengan  kenyataan  pohtik 
yang  sedang  terjadi. 

Dalam  masyarakat  politik  (negara),  konflik  nilai  sering  terjadi  karena  nilai 
umum,  sebagian  atau  seluruhnya,  tidak  mencakup  unsur-unsur  mlai  pribadi 
yang  diyakini  kebenarannya  oleh  seseorang  ataupun  sekelompok  masyarakat. 
Dengan  kata  lain,  nilai  pribadi  tersebut  tidak  bisa  diterima  oleh  sistem  nilai 
umum  yang  berlaku.  Bila  hal  itu  tetap  dipaksakan,  maka  akan  terjadi  ben- 
turan nilai  yang  bisa  menimbulkan  konflik.  Pribadi  atau  kelompok  yang 
mengalami  benturan  nilai  akan  merasa  terasing  ataupun  mengasingkan  din 
dari  sistem  nilai  yang  berlaku.  Dalam  kehidupan  politik,  hal  semacam  ini  di- 
sebut  sebagai  "keterasingan  politik."  Keterasingan  politik  ini,  selanjutnya, 
mempengaruhi  tingkah-laku  seseorang  atau  kelompok  dalam  tatanan  kehi- 
dupan politik  masyarakat. 

Perbedaan  tingkat  keterasingan  politik  akan  menghasilkan  tingkah-laku 
politik  yang  berlainan  bentuk  dan  gayanya,  yang  dibedakan  dalam  empat 
orientasi  tingkah-laku.  Meskipun  bersifat  non-konformis,  keempat  onentasi 
tersebut  dapat  dipisahkan  menjadi  dua  dimensi,  yaitu  dimensi  aktif  dan  di- 
mensi  pasif .  Orientasi  tingkah-laku  yang  termasuk  dalam  dimensi  aktif  adalah 
reformis  dan  revolusioneris,  dalam  hal  mana  revolusioneris  lebih  aktif  dari- 
pada  reformis.  Dan  tingkah-laku  yang  termasuk  dalam  dimensi  pasif  adalah 
ritualis  dan  pengunduran  diri  (self-withdrawal),  dalam  hal  mana  pengunduran 
diri  lebih  pasif  daripada  ritualis.'^  Sementara  itu,  alasan  seseorang  atau  ke- 

'°Edward  C.  Drcycr,  Waller  A.  Rosenbaum,  op.  cit.,  hal.  1. 

"David  C.  Schwartz,  Political  Alienation  and  Political  Behavior,  Chicago:  Aldine  Publishing 
Company,  1973,  hal.  3-5. 

hal.  25-26. 
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lompok  mengalami  keterasingan  politik  (dan  bekal  politik  yang  menyertainya) 
merupakan  determinan  pokok  untuk  mengamati  tingkah-laku  politiknya  da- 
lam  klasifikasi  orientasi  tersebut. 


Seseorang  yang  mengalami  keterasingan  politik  karena  merasa  tidak  cakap 
untuk  menyampaikan  nilai-nilai  politik  dasarnya,  kendatipun  sistem  politik 
yang  berlaku  telah  mencakup  sebagian  atau  seluruh  aspirasinya,  akan  meng- 
hasilkan  tingkat  keterasingan  yang  rendah.  Pengungkapannya  dalam  tingkah- 
laku,  secara  maksimal,  adalah  pengunduran  diri.  Lain  halnya  dengan  sese- 
orang yang  merasa  dirinya  mampu  untuk  menyampaikan  nilai-nilai  dasarnya 
dan  melihat  ada  satu  atau  dua  partai  politik  yang  seharusnya  mengaspirasikan 
nilai-nilai  politik  itu,  sedangkan  apa  yang  ia  harapkan  tidak  terjadi  karena 
hambatan  struktur  politik,  akan  menghasilkan  tingkat  keterasingan  yang 
tinggi.  Pengungkapan  dalam  tingkah-laku  politik,  secara  maksimal,  dapat 
berupa  revolusioneris.  Bentuk-bentuk  konkret  dari  tingkah-laku  politik  yang 
berorientasi  pada  revolusionerisme  atau  reformisme  adalah  gerakan-gerakan 
politik  fisik  ataupun  psikis  yang  menentang  sistem  yang  berlaku.  Dengan  kata 
lain,  gerakan-gerakan  politik  demikian  akan  bergerak  pada  jalur-jalur  politik 
non-formal,  karena  jelas  tidak  bisa  dijalankan  melalui  jalur-jalur  politik  for- 
;  mal. 


POLITIK  FORMAL  DAN  NON-FORMAL:  KASUS  INDONESIA 


Berbagai  aksi  di  luar  mekanisme  lembaga-lembaga  politik  formal  telah 
I  mewarnai  proses  pematangan  kehidupan  politik  bangsa  Indonesia  selama  ku- 
I  rang  lebih  10  tahun  terakhir  ini.  Dalam  hal  ini,  aksi-aksi  politik  non-formal  itu 
!  dapat  dipisahkan  menjadi  dua,  yakni  aksi-aksi  yang  bermula  dari  gerakan 
•  sosial;  dan  aksi-aksi  yang  pada  dasarnya  bersifat  politis.  Namun  antara  ge- 
t  rakan  sosial  dan  gerakan  politik  ini  tidak  tampak  jelas  pemisahannya,  sebab 
i  gerakan-gerakan  sosial  yang  selama  ini  terjadi  di  Indonesia  pada  akhirnya 
ccenderung  berubah  menjadi  gerakan  politik. 


Gerakan  sosial  dan  gerakan  politik  ini  cenderung  pula  memperlihatkan 
kkesamaan-kesamaan.  Pertama,  gerakan  tersebut  mempunyai  kesamaan  dalam 
nmenilai  perkembangan  masyarakat  modern.  Kedua,  gerakan  ini  mempunyai 
ppersepsi  yang  lain  tentang  aturan  politik  dan  sosial  yang  berlaku.  Ketiga,  ada 
Jaspirasi  kepada  suatu  perubahan  sistem  sosial  politik.  Keempat,  gerakan  ber- 
Jusaha  menciptakan  doktrin  tertentu  untuk  meningkatkan  antusiasme  dan 
tkomitmen  guna  memperluas  kegiatan-kegiatan  politik.  Kelima.  gerakan  me- 
inunjukkan  sifat  yang  kurang  terorganisasi  dan  tidak  memiliki  keanggotaan 
litetap  atau  keanggotaan  yang  mudah  dikenal.  Keenam,  beberapa  gerakan  ber- 
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awal  dari  gerakan  sosial  terdiri  atas  suatu  variasi  kelompok-kelompok  politik 
yang  saling  berbeda  orientasinya.^^ 

Munculnya  berbagai  gejala  politik  non-formal  ini  kurang  lebih  menun- 
iukkan  bahwa  tingkah-laku  politik  di  sektor  non-formal  (kemasyarakatan) 
penataannya  cukup  sulit.  Hal  ini  berbeda  sama  sekali  dengan  tingkah-laku 
politik  di  sektor  formal,  yang  menampakkan  adanya  suatu  (sistem)  penataan 
yang  cukup  efektif .  Pola  tingkah-laku  yang  berbeda  antara  sektor  formal  dan 
non-formal  pada  dasarnya  memperlihatkan  proses  kehidupan  politik  bangsa 
yang  belum  mencapai  tingkal  integrasi  yang  mantap.  Artinya  kegiatan  (yang 
dinyatakan  dalam  tingkah-laku)  antara  sektor  formal  dan  non-formal  tidak 
atau  belum  saling  menunjang,  bahkan  tidak  jarang  bertentangan  sama  sekali. 
Bila  hal  demikian  ini  dibiarkan  berlarut-larut,  (dikhawatirkan)  ketidakberesan 
politik  di  sektor  non-formal  pada  akhirnya  akan  menjalar  pada  suasana  po- 
litik di  sektor  formal  yang  bisa  merusak  tatanan  politik  sebagai  suatu  kese- 
luruhan. 

Apabila  kenyataan  tersebut  di  atas  dikembalikan  kepada  unit  dasar  analisa 
politik,  maka  akan  ditemukan  bahwa  manusialah  sebab  utamanya.  Segalanya 
adalah  hasil  tingkah-laku  manusia  yang  mengundang  munculnya  konflik  fisik, 
menimbulkan  kekacauan  dan  membangkitkan  suasana  panas.  Penstiwa- 
peristiwa  politik  semacam  itu  pada  hakikinya  merupakan  suatu  benturan 
nilai,  antara  nilai  yang  berlaku  umum  dan  nilai  khusus.  Yang  dimaksud  de- 
ngan nilai  umum  dalam  analisa  ini  adalah  nilai  kebangsaan. 

Di  sektor  politik  formal  tampaknya  nilai  kebangsaan,  yang  digali  dari 
nilai-nilai  pribadi  bangsa  Indonesia,  dapat  diterima  karena  dipercaya  mampu 
menghantarkan  bangsa  Indonesia  mencapai  cita-cita  luhurnya  dalam  mema- 
syarakat  dan  menegara  di  bumi  Nusantara  ini.  Sementara  di  sektor  politik 
non-formal,  sebagian  anggota  masyarakat  mengalami  kesulitan  menyesuaikan 
diri,  sebagian  atau  seluruhnya,  dengan  nilai  kebangsaan  itu  karena  adanya 
keyakinan  bahwa  nilai  kebangsaan  tersebut  kurang  mampu  mengaspirasikan 
nilai  (politik)  pribadinya.  Pribadi  yang  tidak  menghendaki  nilai  kebangsaan 
menjadi  dasar  pengembangan  sistem  politik  Indonesia  tentu  akan  mengalami 
konflik  nilai  dalam  dirinya.  Di  satu  pihak,  ia  harus  terikat  oleh  sistem  nilai 
umum;  di  lain  pihak  ia  yakin  atas  nilai  pribadinya.  Akibatnya,  pribadi  im 
akan  merasa  terasingkan  secara  politis  atau  secara  aktif  mengasingkan  diri 
dari  sistem  politik  nasional. 


'^Penciiian  gerakan  ini  didasarkan  pada  analisa  Tom  Bottomore  mengcnai  ciri-ciri  umum 
gerakan  sosial  yang  beroricntasi  politis;  lihat  Tom  Boitomore.op.  cil.,  hal.  28-31,  34,  37-38.  Tam- 
paknya ciri-ciri  umum  tersebut  juga  terlihat  dalam  setiap  gerakan  (sosial)  politik  di  Indonesia. 
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POLITIK  FORMAL:  NILAI  KEBANGSAAN 

Sistem  politik  Indonesia  adalah  sistem  politik  kebangsaan.  Nilai  dasarnya 
adalah  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Sistem  yang  demikian  ini  menekankan 
kebersamaan  pribadi-pribadi  bangsa  Indonesia  yang  beraneka-ragam  sosio- 
kulturnya  menuju  kepada  satu  kesatuan  yang  utuh  untuk  mengejar  usaha- 
usaha  mencapai  cita-cita  dan  tujuan  bersama  yang  telah  disepakati.  Dalam  hal 
ini,  kepentingan  bangsa  lebih  diutamakan  dari  kepentingan  pribadi  atau  go- 
longan.  Sistem  ini  dengan  sendirinya  menuntut  disiplin  sosial  dan  tanggung 
jawab  seluruh  lapisan  masyarakat  sebagai  bangsa  yang  satu,  utuh,  kokoh  dan 
mandiri.  Secara  demikian,  hakikat  dan  tujuan  sistem  politik  kebangsaan  ada- 
lah perkembangan  manusia,  bukan  kekuatan  dan  kekuasaan.^^  Interaksi  antar 
pribadi  (kelompok)  sebagai  anggota  masyarakat  dikembangkan  atas  dasar 
pola  hubungan  "simbiose-mutuaHstik,"  bukan  atas  dasar  pola  hubungan 
kompetisi-nonmutualistik." 

Dalam  pola  hubungan  kompetisi-nonmutualistik,  sikap  dan  tingkah-Iaku 
pohtik  pribadi  dalam  masyarakat  mengarah  pada  usaha  memupuk  kekuatan 
dan  mencan  kekuasaan.  Kehidupan  politik  tidak  lain  merupakan  "struggle 
for  power,"  yang  pada  akhirnya  membentuk  struktur  politik  "adu  kekuatan" 
atau  struktur  politik  yang  antagonistik.  Akibatnya,  kehidupan  politik  (akan) 
selalu  diwarnai  dengan  ketegangan,  kecurigaan,  perpecahan,  dan  tak  jarang 
pertumpahan  darah.  Pola  demikian  ini  menghantarkan  hakikat  pohtik  men- 
jadi  lepas  dan  manusia  dan  masalah  kemanusiaan  dan  justru  membawa  kon- 
tradiksi  dalam  diri  manusia.  Tingkah-laku  politik  anggota  masyarakat 
berkembang  ke  arah  aktif-destruktif,  dalam  arti  selalu  berusaha  menentang 
ataupun  menghancurkan  baik  secara  fisik  maupun  non-fisik  pihak  yang  secara 
Sdaku^"  kewenangan  untuk  mengendalikan  kekuasaan  ataupun  sistem  yang 

Pengkotakan,  kompartementasi  ideologi  dan  konflik-konnik  politik  yang 
tumbuh  dalam  pola  hubungan  kompetisi-kompetitif  menciptakan  kehidupan 
kemanusiaan  yang  tertutup,  yang  tidak  memungkinkan  perkembangan  bagi 
setiap  manusia,  yang  lebih  menyempitkan  kepentingan  umum  dan  yang  me- 
nyebabkan  terpecahnya  bangsa  dalam  begitu  banyak  kotak-kotak.^^  Hal  ini 
tidak  dikehendaki  dalam  sistem  politik  kebangsaan  bangsa  Indonesia 


diJn'!?^^^^'^'",''^'"  "Kesimpulan  Seminar  Sosial,  Landasan  Pcrombakan  Struktur  Politik 


ikarta:  Kanisius,  1971,  hal.  25-26 
"ibid.,  hal.  24 
'V6/£/..  hal.  25, 
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Dalam  kerangka  sistem  politik  kebangsaan,  pola  hubungan  yang  hendak  di- 
kembangkukuhkan  adalah  pola  simbiose-mutualistik.  Pola  ini  menempatkan 
politik  pada  perkembangan  manusia  (human  development  oriented).  Ke- 
giatan-kegiatan  langsung  ditujukan  pada  upaya  mengangkat  harga  diri  ma- 
nusia dan  menumbuhkan  kekuatan-kekuatan  yang  mempersatukan  bangsa, 
melangkahi  kotak-kotak  agama  dan  ideologi.  "Power  Struggle"  ditiadakan, 
sementara  itu  perjuangan  diarahkan  pada  kesejahteraan  dan  ketertiban 
masyarakat.  Ini  berarti  mengembalikan  manusia  pada  hakikat  ber-"politik," 
yakni  suatu  usaha  yang  terus-menerus  untuk  menghindarkan  diri  dari  per- 
tentangan  fisik,  dan  sementara  itu  berusaha  mendapatkan  dan  menggunakan 
alat-alat  ekspresi  lain  yang  lebih  manusiawi  untuk  mengembangkan  interaksi 
individual  dan  sosial.^^  Kehidupan  politik  yang  dikembangkukuhkan  tidak 
lain  mengacu  pada  pembangunan  manusia  seutuhnya,  yakni  usaha-usaha  ber- 
sama  untuk  menciptakan  kondisi-kondisi  spiritual,  sosial,  ekonomi,  yuridis 
dan  kultural  yang  memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat  saling  mengem- 
bangkan nilai-nilai  kemanusiaannya.  Dengan  demikian  tingkah-laku  yang 
tercermin  dari  pola  hubungan  ini  adalah  tingkah  laku  integratif.  Antara  pri- 
badi  anggota  masyarakat  saling  mendukung  dalam  suatu  kerjasama  yang 
utuh. 

Meskipun  makna  berpolitik,  menurut  paham  kebangsaan  itu,  berarti  de- 
ngan memberantas  prinsip  penggunaan  kekerasan,  tak  dapat  dihindari  bahwa 
kekerasan  tampaknya  tidak  bisa  diberantas  seluruhnya.  Kekerasan  senantiasa 
ada,  bahkan  dalam  masyarakat  yang  paling  beradab,  terorganisasi,  maju 
ataupun  demokratis  sekalipun.  Tuntutan  dari  paham  kebangsaan  yang  me- 
landasi  sistem  politik  Indonesia  adalah  usaha  untuk  menekan  konflik  dan 
kekerasan  pada  tingkatannya  yang  paling  rendah.  Secara  demikian,  hubungan 
anggota  masyarakat  mengarah  pada  terbentuknya  sikap  dan  tingkah-laku 
politik  yang  cenderung  terbuka  dan  tidak  atas  dasar  perbedaan  latar  belakang 
primordial  dalam  bekerjasama. 

Di  sektor  politik  formal,  pola  hubungan  tersebut  semakin  mewarnai  inter- 
aksi anggota  masyarakat  yang  terlibat  secara  langsung  di  dalamnya.  Tingkah- 
laku  yang  tercermin  adalah  tingkah-laku  integratif.  Perjuangan  politik  meng- 
arah pada  usaha  melahirkan  formula-formula  bagi  terselenggaranya  keter- 
tiban masyarakat  dan  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat.  Dari  sektor 
politik  inilah  kemudian  diformulasikan  nilai-nilai  umum  masyarakat  ke  dalam 
kebijaksanaan-kebijaksanaan  umum,  yang  mengandung  unsur  kewenangan, 
ikatan  dan  paksaan  untuk  dilaksanakan  oleh  setiap  anggota  masyarakat. 


"Maurice  Duverger,  op.  cil..  hal.  341. 
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POLITIK  NON-FORMAL:  PEMIKIRAN  DAN  GERAKNYA 

Tingkah-laku  politik  seseorang  merupakan  perwujudan  dari  pemahaman- 
nya  tentang  kehidupan  politik.  Sebagai  contoh,  pemikiran  kebangsaan  telah 
mewujud  dalam  tingkah-laku  integratif  yang  mendasari  berkembangnya  pola 
hubungan  simbiose-mutualistik.  Demikian  pula,  di  sektor  politik  non-formal 
tampak  adanya  beberapa  aliran  pemikiran  politik  yang  memberi  pengaruh 
pada  tingkah-laku  politik  sebagian  anggotamasyarakat.  Selanjutnya,  tingkah- 
laku  ini  tercermin  dalam  gejala-gejala  politik  di  sektor  non-formal. 

Salah  satu  aliran  pemikiran  politik  yang  secara  jelas  memberi  warna  dalam 
sejarah  kehidupan  politik  bangsa  Indonesia  sejak  awal  kemerdekaannya  ada- 
lah  aliran  pemikiran  politik  liberal  (Barat).  Pemikiran  ini  menjelaskan  bahwa 
pembangunan  politik  merupakan  suatu  proses  menuju  demokrasi  konsti- 
tusional  dengan  atribut-atribut  demokrasi  liberal  di  Amerika  Serikat  dan  Ing- 
gris.  lamenekankan  pentingnya  (dibentuknya)  partai-partai  politik,  pemilihan 
umum,  pembagian  kekuasaan,  konstitusi  dan  hukum,  badan-badan  perwa- 
kilan  dan  sebagainya.  Demikian  pula  faktor-faktor  seperti  etnis,  agama,  ras, 
kelas  sosial,  iklim  dan  geografi,  tradisi  politik  mendapat  tempat  yang  me- 
nonjol  Perjuangan  politik  tidak  lain  bertujuan  untuk  memperoleh  kekua- 
saan.'^ 


Gerakan  atau  usaha  menuju  demokrasi  liberal  seperti  itu,  oleh  sementara 
orang  dipercaya  sebagai  proses  pembangunan  politik  yang  benar-benar  meng- 
arah  pada  penghargaan  martabat  manusia  sebagai  makhluk  yang  merdeka. 
Atas  dasar  konsep  pemikiran  ini,  maka  tidaklah  mengherankan  jika  pada  awal 
kemerdekaan  hingga  menjelang  akhir  tahun  1960-an,  sistem  demokrasi  liberal 
tumbuh  sebagai  suatu  mekanisme  yang  dominan  untuk  mengatur  kehidupan 
politik  bangsa  Indonesia.  Pilihan  ini  dapat  dipandang  sebagai  gejala  umum 
bagi  negara  yang  baru  saja  memperoleh  kemerdekaannya  dan  dihadapkan 
pada  tantangan  eksternal  (dunia  luar)  khususnya  Barat  yang  memaksanya 
menentukan  pilihan  ini.^^ 

•'Sigid  P.  Kusumowidagdo,  "Suatu  Tinjauan  terhadap  Berbagai  Pendekatan  Teoretis  untuk 
Pembangunan  Politik,"  Masyarakat  Indonesia,  Tahun  VIII,  No.  2,  1981,  hai.  231-232. 

^elaksanaan  pemikiran  demokrasi  liberal  itu  ditandai  dengan  dikeluarkannya  Maklumat 
Pemer.ntah  No.  X  tanggal  16  Oktober  1945  dan  Maklumat  Wakil  Presiden  tanggal  3  November 
1945.  Pertimbangan  utamanya  adalah  menghapuskan  pandangan  dunia  luar  bahwa  negara 
Republik  Indonesia  bukanlah  negara  fasis  hasil  bentukan  Jepang.  Sementara  itu,  konsep  pemi- 
kiran milah  yang  tampak  begitu  dikenal  (familiar)  pemimpin-pemimpin  negara  pada  waktu  itu. 
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  pemimpin-pemimpin  negara  tersebut  pada  umumnya  adalah 
hasil  dan  lembaga  pendidikan  Barat.  Hal  ini  menunjukkan  betapa  kuatnya  pengaruh  pemikiran 
Barat  pada  waktu  itu.  Selanjutnya  lihat.  Dorodjatun  Kuntjoro-Jakti,  "Cendekiawan  Dunia 
Ketiga:  Orang  Barat  di  Dunia  Timur."  dalam  Aswab  Mahasin,  Ismed  Natsir  (penyunting) 
Cendekiawan  dan  Poliiik,  Jakarta:  LP3ES,  1983,  hal.  222. 
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Akibat  pelaksanaan  konsep  pemikiran  tersebut  pada  tingkah-laku  politik 
anggota  masyarakat,  baik  secara  individu  maupun  kolektif  adalah  berkem- 
bangnya  pola  hubungan  kompetisi-nonmutualistik.  Dan  dengan  demikian 
sikap  anggota  atau  kelompok  dalam  masyarakat  menjadi  tertutup  dan  non- 
konformis  satu  dengan  yang  lain.  Akibat  negatif  selanjutnya  dari  pelaksanaan 
konsep  pemikiran  ini  telah  diketahui  dan  sering  kali  diceritakan.  Namun  yang 
jelas  adalah  bahwa  meskipun  dalam  kehidupan  politik  formal  bangsa  Indo- 
nesia menolak  penerapan  pemikiran  politik  semacam  itu,  tetapi  masih  saja 
dalam  kehidupan  politik  non-formal  adanya  aspirasi  yang  menghendaki 
penerapan  pemikiran  tersebut  dengan  segala  macam  variasinya.'^^ 

Pelaksanaan  sistem  politik  demokrasi  liberal  seperti  yang  terjadi  pada 
tahun  1950-an,  sangat  memungkinkan  tumbuh  dan  berkembangnya  pemi- 
kiran-pemikiran  politik,  seperti  sosialisme  dan  komunisme.  Kurang  lebih, 
pemikiran  tersebut  bercita-cita  menghapuskan  segala  macam  bentuk  negara 
dan  pemerintahan,  menghapuskan  kelas-kelas  dalam  masyarakat,  dan  pada 
akhirnya  membentuk  masyarakat  tanpa  kelas,  masyarakat  dunia.  Untuk  men- 
capai  cita-cita  ini  harus  dilakukan  usaha-usaha  perombakan  drastis  yang  me- 
nyeluruh  melalui  suatu  revolusi.  Revolusi  ini  harus  segera  dilakukan  untuk 
mempercepat  tercapainya  sistem  kemasyarakatan  yang  dicita-citakan  itu.  Baik 
di  negeri  asalnya  dan  negara-negara  Eropa  lainnya,  pemikiran  ini  selanjutnya 
berkembang  dengan  berbagai  revisi  dan  inovasinya,  dan  relatif  lebih  mudah 
diperkenalkan  serta  dipopulerkan  terutama  di  negara-negara  sedang  mem- 
bangun.  Dalam  fase  perkembangannya  saat  ini,  aspirasi  itu  menggejala  antara 
lain  dalam  aliran  pemikiran  politik  Neo-Marxis,  teori  Dependencia,  paham 
strukturalis  dan  sebagainya.^^  Tampaknya  aliran  pemikiran  ini  di  Indonesia 
cukup  menarik  bagi  sementara  kalangan  dalam  masyarakat. 

Pengaruh  yang  terlihat  dalam  tingkah  laku  politik,  adalah  sikap  dan  tin- 
dakan  non-konformis  serta  pemikiran  alternatif  terhadap  tatanan  kehidupan 
masyarakat  yang  didasarkan  pada  cita-cita  kebangsaan.^^  Pengaruh  seperti  itu 
dapat  membawa  implikasi  yang  berbentuk  gangguan  terhadap  stabilitas  po- 
litik yang  dibangun  untuk  memantapkan  terlaksananya  pembangunan  politik 
kebangsaan. 

Aliran  pemikiran  politik  lain  yang  tampaknya  masih  berkembang  adalah 
aliran  pemikiran  politik  "keagamaan."  Aliran  pemikiran  ini  cenderung  tam- 


^'Swara  Kaiya,  24  November  1984. 

^^Gil  Green,  The  New  Radicalism:  Anarchist  or  Marxist?,  New  York:  New  York  International 
Company,  1971,  hal.  36-38. 

^^Gcjaia  ini  dapat  dilihat  dari  limbulnya  pemikiran-pcmikiran  scpcni  sosiologi  alternatif, 
kritik-krilik  kcbudayaan  bangsa  khususnya  Jawa,  serta  gagasan-gagasan  yang  mengajukan 
pilihan-piiihan  Jawa-Luar  Jawa  sebagai  alternatif  tandingan. 


TINGKAH-LAKU  POLITIK 


153 


pak  pada  gejala  adanya  keinginan  dari  sementara  kalangan  untuk  menum- 
buhkan  kembali  partai-partai  politik  agama.  Gejala  lain  adalah  adanya  ga- 
gasan  dari  sementara  kalangan  yang  menekankqn  pada  tujuan  dan  cita-cita 
mendirikan  negara  berdasarkan  pada  hukum-hukum  agama. 

Dasar  pemikiran  aliran  ini  menyatakan  bahwa  dalam  ajaran-ajaran  agama 
sebenarnya  telah  terkandung  prinsip-prinsip  dasar  untuk  mengatur  negara  dan 
masyarakat,  oleh  karena  itu  dalam  suatu  negara,  hukum  yang  seharusnya 
berlaku  adalah  hukum  agama  yang  merupakan  suatu  kebenaran  mutlak  yakni 
kebenaran  Illahi.  Walau  bagaimanapun  juga,  hukum  tanpa  agama  akan  men- 
jadi  legalisme  mekanistis  (tanpa  jiwa),  sedangkan  jika  agama  tanpa  hukum 
akan  kehilangan  "dayanya"  kepada  masyarakat.  Aliran  pemikiran  ini  dengan 
sendirinya  telah  mendudukkan  agama  sebagai  ideologi,  sebagai  tujuan  dan 
dasar  untuk  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Bagi  seba- 
gian  anggota  masyarakat  pemikiran  ini  tampak  begitu  mengakar  sehingga 
berakibat  pada  perwujudan  tingkah-laku  yang  non-konformis  terhadap  pola 
kehidupan  politik  kebangsaan  yang  tidak  menghendaki  kompartementasi 
ideologi  maupun  agama. 

Pemikiran-pemikiran  tersebut  di  atas  tampak  berkembang  di  sektor  politik 
non-formal.  Ini  terlihat  dalam  perkembangan  kehidupan  politik  non-formal 
yang  selama  10  tahun  terakhir  ini  menunjukkan  frekuensi  dan  intensitas  yang 
meningkat.  Gejala-gejala  politik  non-formal  ini  kurang  lebih  merupakan  re- 
neksi  dari  salah  satu  ataupun  ketiga  pemikiran  politik  dasar  tersebut. 

Gejala  politik  yang  lazim  bermula  dari  gerakan  sosial  tidak  menunjukkan 
latar  belakang  pemikiran  politik  yang  jelas.  Aksi  tersebut  lebih  bersifat  massif 
daripada  militansi,  sehingga  sulit  untuk  menentukan  garis  pemikiran  poli- 
tiknya  kecuali  jika  pengamatan  didasarkan  pada  anggapan  bahwa  tingkah- 
laku  politik  massa  semata-mata  adalah  hasil  dari  manipulasi  dan  eksploitasi 
pelaku-pelaku  yang  berperan  sebagai  pemimpin  atau  motivator.  Pemimpin 
dan  motivator  tidak  perlu  ikut  langsung  "turun  ke  jalan,"  sebab  pada  da- 
sarnya  mereka  telah  terwakilkan  dalam  doktrin,  semboyan  dan  tuntutan  ge- 
rakan. Oleh  karena  itu,  refleksi  pemikiran  politiknya  dapat  ditarik  dari  tema- 
tema  pokok  dalam  doktrin,  semboyan  dan  tuntutan-tuntutan.  Gejala  politik 
seperti  itu  terungkap  misalnya  dalam  tema-tema  yang  diajukan  pada  berbagai 
peristiwa  politik  dan  kemasyarakatan  seperti  masalah-masalah  hak  berdemo- 

nt      gejala-gejala  semacam  ini  telah  menimbulkan  munculnya  sinyalemen-sinyalemen 
dan  polemik-polemik  tentang,  misalnya,  tumbuhnya  fundamcntalisme  dalam  agama,  ada  tidak- 

^^^""^  Pancasila,  dan  sebagainya.  Lihat  Tempo,  29  Sep- 
tember 1984;  Tempo.  27  Oktober  1984.  khususnya  kolom  wawancara  Tempo  dengan  cende- 
k.awan  dan  tokoh-tokoh  keagamaan;  lihat  juga  Kompas,  1  Februari  1984;  Pelifa.  1  Desember 
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krasi,  pemerataan,  keadilan,  hak-hak  asasi,  sekularisasi,  modernisasi  dan  se- 
bagai'nya.  Kurang  atau  lebih  tema-tema  serupa  itu  mencerminkan  perluasan 
dari  gagasan  dasar  pemikiran  politik  yang  melandasinya.  Dan  bila  tema-tema 
itu  dijabarkan  lebih  lanjut  akan  sampai  pada  suatu  penilaian  bahwa  sistem 
ekonomi  dan  sistem  politik  yang  berlaku  di  Indonesia  harus  segera  dirombak. 
Dengan  kata  lain  harus  diadakan  perombakan  baik  sistem  ekonomi  dan  sistem 
politik  yang  selama  ini  telah  dikembangkan  dengan  dasar  nilai  kebangsaan  In- 
donesia. 

Penilaian  seperti  di  atas  tampaknya  didasarkan  pada  landasan  berpikir 
salah  satu  atau  ketiga  pemikiran  politik  seperti  tersebut  di  atas.  Sudah  barang 
tentu  ketiga  pemikiran  politik  itu  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  "tolok  ukur" 
pemikiran  politik  kebangsaan.  Bila  masing-masing  pemikiran  itu  dihadapkan 
pada  pemikiran  politik  kebangsaan,  hasilnya  jelas  bertolak  belakang  seperti 
terlihat  pada  tuntutan  gerakan  yang  menghendaki  perombakan  sistem  di  atas. 
Implikasinya  adalah  tumbuhnya  tingkah-laku  politik  massa  yang  cenderung 
non-konformis,  aktif  dan  destruktif  terhadap  perkembangan  kehidupan 
kenegaraan  yang  tengah  berlangsung. 

Pola  pemahaman  seperti  tersebut  di  atas  juga  berlaku  untuk  gejala  politik 
yang  pada  dasarnya  bersifat  politis.  Pada  gejala  politik  semacam  ini  arah,  tu- 
juan  dan  sasaran  aksi  tampak  lebih  jelas  (konkrit).  Dalam  pola  ini  baik 
pemikiran  politik  keagamaan,  liberal  dan  sosio-komunis  akan  selalu  tercermin 
dalam  setiap  gejala  politik  non^formal  yang  mereka  adakan.  Pemikiran  politik 
keagamaan  cenderung  akan  memanfaatkan  kondisi  dan  situasi  kema- 
syarakatan.  Pemikiran  ini  dapat  dikembangkan  menjadi  semacam  "pelipur 
lara"  bagi  masyarakat  yang  mengalami  kesulitan  hidup.  Sehingga  kebiasaan- 
kebiasaan  yang  di  luar  kebiasaan  hidup  beragama  dianggap  sebagai  suatu  hal 
yang  bertentangan.  Dibangun  suatu  ideologi  bahwa  agama  adalah  satu- 
satunya  hal  yang  bisa  memecahkan  segala  permasalahan. 

Pemikiran  politik  liberal  cenderung  pula  tampak  dalam  gerakan  politik 
non-formal  dengan  tema-tema  politik  yang  berkisar  pada  masalah-masalah 
demokrasi,  hak  asasi,  struktur  politik  dan  hak  oposisi.  Pada  dasarnya 
pemikiran  ini  beracuan  pada  dua  nilai  yaitu  martabat  manusia  dan  kebebasan. 
Martabat  manusia  mendudukkan  pribadi  sebagai  ukuran  bagi  segalanya, 
sedang  kebebasan  merupakan  perwujudan  dari  pribadi  sebagai  ukuran  bagi 
segalanya  (kultus  personal).  Dengan  begitu  pribadi  dapat  bertindak  sesuai 
dengan  kemauan  dan  kehendaknya  sendiri  tanpa  harus  menghiraukan  ke- 
mauan  dan  kehendak  pribadi  yang  lain.^^  Pemikiran  ini,  jika  dipahami  betul, 

"Lihat  Far  Eastern  Economic  Review  (PEER),  September  27,  1984. 

26To  Thi  Anh,  Nilai  Budaya  Titmtr  dan  Barat:  Konjiik  atau  Harmoni?  Jakarta:  PT 
Gramedia,  1984,  hal.  33-39. 
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tampak  tidak  akan  pernah  dapat  dilaksanakan.  Kalaupun  itu  tetap  dipak- 
sakan  tidak  mustahil  terjadi  benturan-benturan  atau  konflik-konflik  yang  ber- 
kepanjangan  tanpa  penyelesaian,  kecuali  dengan  paksaan. 

Demikian  halnya  dengan  pemikiran-pemikiran  politik  yang  berlatar 
belakang  paham  sosiaHs  atau  komunis  yang  juga  cenderung  tumbuh  dan  mun- 
cul  dalam  gerakan  politik  non-formal.  Sarananya  adalah  menciptakan 
suasana  konflik  antara  kelompok-kelompok  sosio-ekonomis  kepada  suatu 
kondisi  kehidupan  ekonomi  yang  menurut  mereka  lebih  baik.  Tawaran 
demikian  ini  dalam  masyarakat  yang  kondisi  sosio-ekonomisnya  rendah  akan 
sangat  mudah  diterima  dan  diyakini  kebenarannya.  Akibatnya  antara  lain 
masyarakat  akan  mudah  dimobilisasi  menjadi  suatu  gerakan  massa  yang  non- 
konformis,  radikal  dan  revolusioner. 

Dua  masalah  utama  dalam  kondisi  sosio-ekonomis  masyarakat  yang 
menyebabkan  begitu  mudahnya  mereka  terombang-ambing  dalam  beberapa 
orientasi  ideologi-politis  adalah  tingkat  dan  penyebaran  pendidikan  dan; 
tingkat  kehidupan  ekonomi.  Tingkat  pendidikan  yang  relatif  rendah  dan 
tingkat  penyebaran  yang  relatif  tidak  merata  menghasilkan  rendahnya  tingkat 
pemahaman  dan  kesadaran  politik  masyarakat.  Ini  menyebabkan  masyarakat 
mudah  menerima  bermacam-macam  doktrin  politik  (tertentu)  tanpa  mereka 
sadari.  Sementara  itu,  belum  meratanya  tingkat  kehidupan  ekonomi  sangat 
memudahkan  timbulnya  gesekan-gesekan  sosial  yang  sewaktu-waktu  dapat 
ditumpangi  untuk  dijadikan  konflik  sosial-politis  yang  lebih  tajam. 


CATATAN  PENUTUP 

Pada  dasarnya  gerakan-gerakan  politik  non-formal  yang  terjadi  dalam 
kurun  waktu  sepuluh  lahun  terakhir  ini  di  Indonesia  mempunyai  latar  be- 
lakang pemikiran  politik  yang  beraneka-ragam.  Gerakan-gerakan  seperti  itu 
masih  mempunyai  permasalahan  di  dalam  menentukan  sikap  terhadap  nilai- 
nilai  politik  kebangsaan.  Karena  itu  di  sektor  politik  non-formal  masih  sering 
bermunculan  tingkah-laku  politik  yang  mengarah  pada  munculnya  konflik- 
konflik  (sosial)  politik.  Sementara  itu,  di  sektor  politik  formal  perilaku  politik 
kebangsaan  semakin  membaku,  bahkan  cenderung  mengarah  pada  birokra- 
tisasi  politik.  Akibatnya  sektor  politik  formal  dapat  menjadi  kurang 
cenderung  dalam  memberi  perhatian  pada  usaha-usaha  pembangunan  politik 
di  sektor  politik  non-formal.  Oleh  karena  itulah  kiranya  menjadi  penting 
adanya  upaya  untuk  menyeimbangkan  kemajuan-kemajuan  politik  di  sektor 
formal  dan  di  sektor  non-formal. 
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Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  tidak  pernah  berhenti  (un- 
finished society).  la  dibangun  oleh  sejarah  masa  lampau,  namun  ia  juga  harus 
digerakkan  oleh  harapan  masa  depan  yang  lebih  baik.  Di  sinilah  kiranya  arti 
penting  pengetahuan  atas  budaya,  sejarah  dan  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang 
telah  dibangun  oleh  para  pendahulu-pendahulunya.  Penyelesaian  gerakan- 
gerakan  politik  non-formal  yang  aktif-destruktif,  revolusioner  dan  des- 
integratif  akan  terpaksa  ditangani  secara  represif  manakala  gerakan-gerakan 
itu  telah  melampaui  batas-batas  toleransi  yang  dimungkinkan  oleh  demokrasi 
kebangsaan  Indonesia.  Terkait  dengan  itu  amat  pentinglah  usaha  pendekatan 
budaya  kebangsaan  Indonesia,  di  samping  usaha  keras  memperbaiki  kondisi 
sosio-ekonomi  masyarakat  Indonesia  secara  menyeluruh. 


Politik  Dalam  Negeri 
dan  Kaitannya  dengan 
Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia* 

Jusuf  WANANDI 


PENGANTAR 

Indonesia  terdiri  lebih  dari  13.000  pulau  yang  meliputi  wilayah  sekitar 
3.000  mil  dari  barat  ke  timur  dan  2.000  mil  dari  utara  ke  selatan.  Penduduk- 
nya  berjumlah  160  juta  yang  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa  dan  ras  dengan 
berbagai  adat-istiadat  dan  agama.  Sekitar  duapertiga  jumlah  penduduk  ting- 
gal  di  Pulau  Jawa  yang  hanya  merupakan  6%  dari  keseluruhan  luas  tanahnya. 
Ini  menjadikan  Jawa  salah  satu  daerah  yang  terpadat  penduduknya  di  dunia 
Beberapa  daerah  dan  pulau  telah  berkembang  dengan  baik,  namun  beberapa 
di  antaranya  terutama  di  bagian  timur  Indonesia  masih  terbelakang. 

Walaupun  Indonesia  telah  mencapai  kemajuan  ekonomi  yang  pesat  dalam 
kurun  waktu  15  tahun  terakhir  ini,  Indonesia  masih  tergolong  negara  berkem- 
bang dengan  penghasilan  menengah,  yaitu  dengan  pendapatan  per  kapita  se- 
kitar AS$450  pada  tahun  1983.  Secara  demografis  penduduknya  tergolong 
sangat  muda.  Oleh  sebab  itu  tantangan  yang  terbesar  bagi  negara  adalah 
pengadaan  lapangan  kerja  untuk  menyerap  tenaga  kerja  baru  yang  berjumlah 
sekitar  2  juta  per  tahunnya. 

Industri  ringan  Indonesia  yang  dibangun  berdasarkan  strategi  substitusi 
impor  pada  tahun  1970-an,  sampai  kini  belum  mencapai  tahap  kedewasaan 
Perluasan  industri  tidak  diikuti  dengan  pendalaman  struktur  industri  Dengan 
demikian  industri-industri  ini  masih  tetap  amat  tergantung  pada  impor 
masukan-masukan  antara  (intermediate  inputs)  yang  dibiayai  dengan  hasil 
ekspor  minyak.  Ketergantungan  Indonesia  terhadap  minyak  masih  sangat 

.ha-'^Sa  t;S"T]^i: -"iSss"^  ^""''^  Serikat-ASEAN  di  Chiang.ai.  Muang- 
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besar.  Ekspor  minyak  berkisar  sekitar  60%  dari  pendapatan  total  ekspor,  dan 
pendapatan  yang  berasal  dari  minyak  merupakan  sumber  utama  anggaran 
pemerintah. 

Pertumbuhan  ekonomi  yang  bertahan  selama  15  tahun  terakhir  ini  telah 
menaikkan  taraf  hidup  masyarakat  secara  keseluruhan.  Meskipun  demikian 
masa  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  ini  juga  menimbulkan  pendapatan 
yang  tidak  merata,  terutama  di  kota-kota  besar,  termasuk  pula  kepincangan 
status  sosial  dan  distribusi  kekuatan  politik.  Semuanya  ini  agaknya  merupa- 
kan gejala  umum  di  negara  berkembang.  Sementara  itu  juga  berlangsung  pro- 
ses perubahan  nilai-nilai  budaya:  masyarakat  menjadi  lebih  terbuka  dan  oleh 
karenanya  lebih  peka  terhadap  pengaruh-pengaruh  dari  luar. 

Secara  keseluruhan  kemajuan  ekonomi  selama  15  tahun  terakhir  ini  telah 
membawa  masalah-masalah  baru  yang  lebih  besar  dan  lebih  rumit.  Namun 
sementara  itu  berbagai  kekuatan  dan  kemampuan  baru  muncul  untuk  meng- 
imbangi  hal-hal  tersebut.  Tulisan  ini  mencoba  menguraikan  perbandingan 
kecepatan  antara  masalah-masalah  yang  timbul  dan  akan  terus  timbul  dalam 
proses  pertumbuhan  dan  perkembangan  masyarakat  dengan  kekuatan  dan 
kemampuan  dalam  masyarakat  sendiri  untuk  mengatasinya.  Penulis  berang- 
gapan  bahwa  masyarakat  Indonesia  akan  mampu  dan  berhasil  mengatasi 
masalah-masalah  tersebut.  Dalam  proses  tentu  akan  terjadi  berbagai  kere- 
sahan  sosial,  namun  tidak  selalu  harus  menjurus  ke  revolusi  sosial  yang  bisa 
menggoyahkan  pemerintah. 

Bagian  akhir  tulisan  ini  mencoba  menyoroti  implikasi-impUkasi  yang  tim- 
bul dari  perkembangan-perkembangan  tersebut  terhadap  kebijakan  luar 
negeri  Indonesia. 

MASALAH-MASALAH  YANG  DIHADAPI 

Masalah-masalah  Ekonomi  dan  Dampaknya  terhadap  Kestabilan  Nasional 

Baru  pada  tahun  1982  Indonesia  mulai  merasakan  akibat-akibat  resesi 
dunia.  Tingkat  pertumbuhan  Produk  Nasional  Kotor  (GDP)  merosot  menjadi 
2,3%  per  tahun  dari  rata-rata  7  hingga  8%  per  tahun  pada  periode  tahun  1979 
sampai  dengan  1981. 

Perekonomian  Indonesia,  khususnya  sektor  industrinya,  mengalami  ke- 
mandekan  sampai  akhir  tahun  1984.  Diharapkan  perbaikan-perbaikan  dapat 
terjadi  pada  akhir  lahun  1985  asalkan  harga  minyak  dapat  dipertahankan  dan 
negara-negara  industri,  khususnya  Amerika  Serikat  dan  Jepang,  dapat  mem- 
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pertahankan  perkembangan  ekonominya  dan  menahan  tekanan-tekanan  pro- 
teksionisme  di  dalam  negeri. 

Selain  faktor-faktor  luar  negeri,  perekonomian  Indonesia  juga  akan  di- 
pengaruhi  oleh  sejumlah  faktor  yang  berasal  dari  dalam.  Sejak  awal  tahun 
1983  serangkaian  tindakan  yang  berani  telah  diambil  pemerintah  sebagai  suatu 
usaha  penyesuaian  terhadap  menurunnya  harga  minyak.  Tindakan-tindakan 
tersebut  antara  lain  berupa  devaluasi  rupiah  terhadap  dollar  sekitar  27%; 
pengurangan  subsidi  atas  produk-produk  minyak  dengan  menaikkan  harga  di 
dalam  negeri  sebesar  50%;  penundaan  pelaksanaan  proyek-proyek  industri 
berat  padat  modal  dan  yang  mengandung  komponen  impor  yang  tinggi;  se- 
rangkaian kebijakan  untuk  peningkatan  ekspor  non-minyak;  liberalisasi  par- 
sial  dalam  sektor  perbankan;  perubahan  sistem  pajak;  dan  secara  bertahap 
disiapkan  langkah-langkah  menuju  liberalisasi  ekonomi  secara  keseluruhan 
yang  memungkinkan  sektor  swasta  memainkan  peranan  yang  lebih  besar. 

Hasil  tindakan-tindakan  tersebut  di  atas  bermacam-macam.  Secara  makro 
ekonomi,  telah  dicapai  hasil-hasil  yang  cukup  berarti:  neraca  pembayaran 
yang  semakin  kuat  dan  inflasi  dapat  ditekan  di  bawah  10%.  Meskipun  demi- 
kian,  implementasi  proyek-proyek  pembangunan  masih  menanggung  akibat 
kelambanan  birokratis,  yang  disebabkan  sebagian  oleh  sentralisasi  pembuatan 
keputusan,  termasuk  sentralisasi  dalam  usaha  untuk  mendapatkannya.  Selain 
itu,  apa  yang  disebut  sektor  informal  yang  berhasil  menyerap  sejumlah  besar 
tenaga  kerja  tidak  terampil,  mengalami  kesulitan  karena  kebijakan  rasionali- 
sasi  dari  pemerintah.  Hal  ini  terutama  terjadi  di  kota-kota  besar. 

Secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  bahwa  masalah  ekonomi  utama  yang 
dihadapi  dalam  jangka  pendek  adalah  ketidakpastian  perkembangan  ekonomi 
dunia.  Juga  karena  adanya  ketidakpastian  di  dalam  negeri  berhubung  dengan 
beberapa  kebijakan  pemerintah  yang  kadangkala  membuat  masalahnya  men- 
jadi  lebih  pelik. 

Meskipun  demikian,  stabilitas  nasional  tidak  akan  terancam  apabila  target 
rencana  pembangunan  yang  sekarang  (Pelita  IV)  dapat  dicapai,  yaitu  tingkat 
pertumbuhan  GDP  rata-rata  5%  per  tahun  di  mana  sumber-sumber  daya  di- 
alokasikan  pada  kegiatan  yang  dapat  menciptakan  kesempatan  kerja  baru. 
Sumber-sumber  daya  yang  langka  harus  digunakan  lebih  efisien  daripada 
sebelumnya;  hal  itu  mengisyaratkan  pentingnya  rasionalisasi  sektor  peme- 
rintah, semakin  pentingnya  peranan  sektor  swasta  melalui  penciptaan  keter- 
kaitan  dan  kerjasama  yang  lebih  erat  antara  perusahaan-perusahaan  besar, 
menengah  dan  kecil,  terus  memperkuat  koperasi-koperasi  di  daerah  pedesaan 
dan  dukungan  terhadap  sektor  informal  sebagai  sarana  untuk  menyerap  te- 
naga kerja  di  daerah-daerah  perkotaan. 
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Usaha-usaha  lebih  lanjut  untuk  penataan  kembali  ekonomi  perlu  dilaku- 
kan  untuk  meningkatkan  kemampuan  negara  mengekspor  hasil:hasil  non- 
minyak.  Industri  harus  meningkatkan  peranannya  dalam  ekspor  barang- 
barang  jadi  dan  barang-barang  setengah  jadi,  seperti  tekstil,  pakaian  jadi, 
barang-barang  dari  kayu,  semen,  pupuk,  dan  hasil-hasil  minyak.  Memecah- 
kan  masalah  proteksi  yang  terdapat  di  banyak  pasaran  merupakan  tugas  berat 
bagi  para  eksportir  Indonesia.  Oleh  sebab  itu  penting  pula  pengembangan 
trading  houses  untuk  memasukkan  komoditi-komoditi  tersebut  ke  pasaran 
yang  baru  dan  sulit  di  luar  negeri.  Demikian  juga  dibutuhkan  pengembangan 
barang-barang  ekspor  baru,  terutama  yang  berhubungan  dengan  kegiatan- 
kegiatan  industri  pertanian.  Namun  ada  beberapa  hambatan  yang  harus  di- 
atasi  dalam  bidang  ini  termasuk  kebijaksanaan  tentang  perolehan  tanah, 
hubungan-hubungan  antara  jawatan  perkebunan  dan  pemegang  saham  kecil, 
juga  perlu  dibarengi  dengan  kebijakan  kredit  yang  tepat. 

Ada  anggapan  bahwa  dalam  skenario  perkembangan  eksternal  yang  pa- 
ling buruk  sekalipun,  di  mana  harga  minyak  turun  sampai  US$20  per  bar- 
rel, kuatnya  proteksionisme  dan  belum  teratasinya  masalah  hutang  Dunia 
Ketiga,  Indonesia  masih  mampu  bertahan  secara  ekonomis.  Hal  ini  disebabkan 
terutama  karena  pasar  dalam  negeri  yang  luas,  perbaikan  di  sektor  pertanian 
dalam  hal  penyediaan  bahan  pangan,  dan  struktur  industrinya  yang  walaupun 
masih  lemah  namun  sudah  mampu  menyediakan  produk-produk  kebutuhan 
dasar,  seperti  pakaian,  pupuk  dan  semen. 

Tampaknya  sistem  politik  yang  berlaku  selama  ini  akan  terus  berkembang 
yang  memungkinkan  Indonesia  mampu  mencegah  tumbuhnya  disintegrasi  di 
dalam  negeri  sebagai  akibat  kesulitan  ekonomi  yang  berkepanjangan.  Lebih- 
lebih  pemerintah  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Soeharto  telah  menun- 
jukkan  kemampuan  untuk  menanggulangi  krisis-krisis  nasional  seperti  ter- 
bukti  dari  dikeluarkannya  beberapa  kebijakan  di  bidang  ekonomi  yang  berani 
pada  tahun  1983  untuk  menghadapi  perkembangan-perkembangan  ekstern 
yang  lidak  pasti. 

Dibandingkan  dengan  situasi  pada  tahun  1965,  Indonesia  dewasa  ini  telah 
berhasil  mencapai  tingkai  ketahanan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  In- 
donesia lelah  mengembangkan  berbagai  lembaga  politik  yang  didukung  oleh 
"golongan  menengah"  yang  semakin  membesar  yang  terdiri  dari  militer,  biro- 
krat,  kalangan  protesional  dan  dunia  bisnis  serta  mayoritas  penduduk  di  pe- 
desaan. 

Masalah-masalali  Sosial  Politik  dan  Dampaknya  lerhadap  Stabilitas  Nasional 

Stabilitas  nasional  tidak  lercapai  hanya  melalui  pembangunan  ekonomi. 
Kenyaiaannya  kcberhasilan  pembangunan  ekonomi  membawa  masalah-masa- 
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lah  baru  yang  lebih  rumit  berkenaan  dengan  pembagian  pendapatan  dan  ke- 
kuasaan  politik.  Hal  ini  mempersulit  masalah  yang  memang  sudah  ada  yaitu 
masalah  hubungan  antar  wilayah,  kelompok  etnik,  suku  dan  agama  serta 
perbedaan-perbedaan  di  dalamnya. 

Pertanyaan  yang  timbul  sekarang  adalah  berapa  jauh  kaum  elit  yang  men- 
dukung  pemerintahan  kini  menyadari  kerumitan  masalah  tersebut  dan  sekali- 
gus  menyadari  pentingnya  pembangunan  sosial  dan  politik  imtuk  mengatasi- 
nya.  Pertanyaan  lain  yang  sama  pentingnya  ialah  apakah  lembaga-lembaga 
politik  yang  ada  di  Indonesia  mampu  secara  efektif  menanggulangi  masalah 
tersebut  dan  meneruskan  sistem  pemerintahan  sekarang  dengan  memobilisasi- 
kan  dukungan  dari  koalisi  yang  sama. 

Resminya  lembaga  yang  terpenting  di  Indonesia  adalah  Majelis  Permu- 
syawaratan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  lembaga  eksekutif,  dan 
lembaga-lembaga  konstitusional  lainnya.  Sementara  itu,  pentingnya  lembaga- 
lembaga  politik  seperti  angkatan  bersenjata,  Golkar,  partai-partai  politik 
korps  pegawai  negeri,  organisasi  massa.  lembaga  pendidikan,  media  massa 
dan  kalangan  bisnis  terletak  pada  kemampuan  mereka  dalam  mempengaruhi- 
lembaga-lembaga  konstitusional  untuk  dapat  menampung  perubahan- 
perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat. 


Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia 

Generasi  Angkatan  1960  atau  "Generasi  Akabri"  diharapkan  mengambil 
alih  kepemimpinan  angkatan  bersenjata  Indonesia  pada  tahun  1988  Berbeda 
dengan  Generasi  1945  yang  tumbuh  dalam  revolusi,  Generasi  1960  terdiri  dari 
lulusan  akademi-akademi  militer.  Bertalian  dengan  pergantian  generasi  ini 
adalah  masalah  kesatuan  angkatan  bersenjata  dan  kemampuannya  untuk 
menjalankan  peranan  sosial-politis  sebagai  pelaksanaan  dwifungsinya. 

Pengamatan  menunjukkan  bahwa  Generasi  1960  lebih  bersatu  dibanding- 
kan  dengan  Generasi  1945  yang  sampai  tingkat  tertentu  mencerminkan  ke- 
anekaragaman  dalam  masyarakat  Indonesia. 

Peranan  angkatan  bersenjata  dalam  kegiatan-kegiatan  politik  semakin 
matang  seperti  terbukti  pada  kemampuannya  menyesuaikan  diri  dengan  cara 
berpartisipasi  dalam  ketiga  pemilihan  umum  yang  laiu.  ABRI  tetap  membantu 
terwujudnya  proses  pembangunan  politik  yang  lancar  namun  dukungannya 
terhadap  Golkar  makin  bersifat  tidak  langsung.  Pada  Pemilihan  Umum  1982 
berbeda  dengan  Pemilihan  Umum  tahun  1971  dan  1977,  ABRI  tidak  lagi  ter- 
libat  dalam  kampanye  atau  kegiatan-kegiatan  semacam  itu.  Ini  dapat  diarti- 
kan  bahwa  peranan  sosial-politik  ABRI  yang  semakin  tidak  langsung  ini 
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mencerminkan  keadaan  politik  yang  semakin  stabil.  Cara  partisipasi  pohtik 
yang  berbeda  ini  tidak  berarti  ada  perubahan  dalam  konsep  dwifungsi  ABRI 
ataupun  perubahan  sifat  hubungan  sipil-militer  di  Indonesia,  yang  sampai  kini 
tetap  merupakan  konsensus  nasional. 

Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  Generasi  1960  lebih  bersifat  profe- 
sional  dibandingkan  pendahulunya.  Mereka  telah  dapat  mempertahan- 
kan  minat  terhadap  pembangunan  politik  melalui  sistem  pendidikan  yang 
memang  dirancang  sedemikian  rupa,  dan  memperoleh  pengalaman  melalui 
kegiatan-kegiatan  teritorial  yang  ditugaskan  pada  perwira-perwira  muda.  Me- 
ningkatnya  profesionalisme  ABRI  telah  membuat  para  anggotanya  lebih  to- 
leran  dan  dengan  demikian  menciptakan  angkatan  bersenjata  yang  lebih  ber- 
satu.  Perkembangan  ini  semakin  nyata  disebabkan  langkah-langkah  penye- 
derhanaan  struktur  angkatan  bersenjata  baru-baru  ini. 

Dengan  meningkatnya  profesionalisme  ini  dapat  diharapkan  bahwa  pada 
masa  mendatang  lebih  banyak  tekanan  akan  diberikan  pada  peranan  angkatan 
bersenjata  dalam  bidang  pertahanan.  Pergeseran  penekanan  ini  akan  diper- 
cepat  bila  memang  dirasakan  bahwa  ancaman  terhadap  keamanan  nasional 
dalam  kurun  waktu  10  sampai  15  tahun  mendatang  ini  bukanlah  hanya  dan 
dalam.  Apabila  benar  demikian  halnya,  kebutuhan  pertahanan  Indonesia 
akan  berubah  dan  doktrin  pertahanan  semesta  tidak  lagi  memadai.  Walaupun 
demikian  tidak  berarti  bahwa  ABRI  akan  kembali  ke  barak. 


Korps  Pegawai  Negeri  Republik  Indonesia 

Pembentukan  Korpri,  korps  pegawai  negeri,  pada  tahun  1970-an  dirasa- 
kan perlu  karena  lemahnya  birokrasi  sejak  jaman  kemerdekaan.  Pemenn- 
tahan  Kolonial  Belanda  tidak  membentuk  korps  pegawai  negen  Indonesia 
yang  efisien  seperti  yang  dilakukan  Inggris  terhadap  koloni-koloninya.  Pem- 
bentukan birokrasi  pada  jaman  pendudukan  Jepang  diikuti  dengan  terjadinya 
'  pertentangan  yang  serius  di  kalangan  birokrasi  pada  tahun  1950-an  dan 
1960-an  yang  disebabkan  oleh  perebutan  kekuasaan  terus-menerus  antara 
partai-partai  politik. 

Cara  teknokratik  dan  birokratik  pemerintahan  Orde  Baru  telah  memung- 
kinkan  birokrasi,  yaitu  Korpri,  menjadi  kesatuan  yang  kuat.  Banyak  orang 
mengkhawatirkan  perkembangan  ini  karena  dirasakan  birokrasi  Indonesia  se- 
makin kuat  dan  oleh  karenanya  menjadi  terlalu  kaku  dan  tertutup.  Birokrasi 
semacam  ini  cenderung  mcnimbulkan  rejimentasi  masyarakat  yang  dalam  per- 
jalanan  waktu  biasanya  menjadi  kurang  peka  terhadap  aspirasi  dari  bawah  dan 
kurang  bisa  dipercaya.  Dengan  demikian  tingkah-laku  dan  tindak-tanduk 
birokrasi  itu  sendiri  dapat  menghambat  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan- 
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kebijakan  pemerintah.  Korupsi  di  kalangan  birokrasi  menurut  pengumpulan 
pendapat  masyarakat  dianggap  sebagai  ancaman  yang  paling  serius  terhadap 
negara.  Jika  pemerintah  tidak  berhasil  menangani  masalah  ini  secara  serius 
akibatnya  dapat  mengurangi  kepercayaan  terhadap  pemerintah. 

Dalam  masyarakat  paternalistik  seperti  Indonesia  sekarang  ini,  tampaknya 
[i  tidak  mudah  mengubah  status  dan  peranan  birokrasi.  Tampaknya  tidak 
imungkin  bahwa  sistem  yang  pernah  diterapkan  pada  masa  Demokrasi  Liberal 
idari  tahun  1950  hingga  1958  ditampilkan  lagi.  Sebaliknya  ABRI  dan  Golkar 
i  sebagai  dua  kekuatan  sosial-politik  utama  di  masyarakat  menyadari  bahwa 
imereka  seyogyanya  berfungsi  sebagai  pengimbang  terhadap  peranan  birokrasi 
;yang  dominan.  Bila  tidak,  Indonesia  bisa  menjadi  negara  birokratik  yang 
jjustru  kurang  menguntungkan. 


( Golkar  dan  Pariai-partai  Polilik 

Tahun  lalu  telah  terjadi  proses  konsolidasi  dalam  Golkar,  baik  secara  or- 
iganisatoris  maupun  kepemimpinannya.  Secara  organisatoris,  pendaftaran 
Ikeanggotaan  dan  pengkaderan  telah  dilakukan.  Pimpinan  yang  baru  mengem- 
tban  tugas  untuk  mengefisienkan  kerjasama  antara  Golkar  dengan  ABRI  dan 
IKorpri. 

Tujuan  konsolidasi  ini  adalah  untuk  menciptakan  Golkar  yang  independen 
cdan  matang  sehingga  mampu  menjalankan  tiga  fungsi  utama:  (a)  menghim- 
fpun  dukungan  massa  untuk  dan  partisipasi  mereka  dalam  program  pemba- 
rngunan  nasional;  (b)  menyalurkan  aspirasi  dan  pendapat  masyarakat;  (c)  men- 
jjalankan  kontrol  sosial,  khususnya  terhadap  aparatur  pemerintah. 

Tugas-tugas  semacam  ini  tidaklah  mudah,  karena  Golkar  yang  independen 
cdi  satu  pihak  merupakan  pendukung  utama  pemerintah  dan  di  pihak  lain  me- 
rrupakan  organisasi  yang  harus  dapat  mempertahankan  relevansinya  bagi  ma- 
5syarakat.  Jika  Golkar  dapat  berhasil  menjalankan  fungsi  semacam  ini  dalam 
kkurun  waktu  10  tahun  mendatang,  maka  dapat  memegang  peran  penting  da- 
lilam  mewujudkan  aturan  permainan  demokrasi  Pancasila,  yang  intinya  adalah 
kkedaulatan  rakyat  yang  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  budaya  dan  tradisi  po- 
lilitik  Indonesia. 

Kedua  partai  politik  yang  lain,  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan 
PPartai  Demokrasi  Indonesia  (PDI),  pada  dasarnya  mengemban  tugas  yang 
isama  dengan  Golkar.  Kedudukan  keduanya  sebenarnya  tidak  sesulit  Golkar 
-  yang  bertanggung  jawab  untuk  mendukung  pemerintah,  --  namun  mereka 
<kurang  mengembangkan  usaha-usaha  ke  arah  konsolidasi  antara  lain  karena 
debih  terbatasnya  fasilitas  yang  mereka  terima  dari  pemerintah,  Korpri  atau- 
jpun  ABRI  dibandingkan  dengan  fasilitas-fasilitas  yang  diterima  oleh  Golkar. 
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Partai-partai  politik  sebenarnya  lebih  untung  dibandingkan  dengan  Golkar 
karena  secara  historis  dan  tradisional  didasarkan  pada  solidaritas  kelompok 
yang  efektif .  Dukungan  masyarakat  untulc  partai-partai  politik  juga  bukannya 
tidak  berarti.  Pada  pemilihan  umum  yang  lalu,  PPP  dan  PDI  masing-masing 
dapat  menghimpun  sekitar  30%  dan  10%  jumlah  suara.  Timbul  pertanyaan 
yang  berhubungan  dengan  peran  partai  politik  dalani  demokrasi  Pancasila 
di  mana  mereka  memiliki  kesempatan  yang  memadai  untuk  berpartisipasi 
dalam  pembangunan  nasional,  dan  pada  akhirnya  juga  untuk  berpartisipasi 
langsung  dalam  pemerintahan. 

Sementara  itu  kedua  partai  politik  tersebut  juga  perlu  membenahi  diri. 
Sebagian  masalahnya  berasal  dari  ketidakpuasan  yang  berasal  dari  dalam, 
khususnya  di  kalangan  generasi  muda,  yang  merasa  didominasi  terus-menerus 
oleh  generasi  yang  lebih  tua.  Sebagian  masalah  juga  berasal  dari  proses  pe- 
nyatuan  dari  berbagai  partai  menjadi  hanya  dua  partai  politik,  yaitu  PPP  dan 
PDI,  dan  penerimaan  Pancasila  sebagai  asas  tunggal  partai. 

PPP  yang  terbentuk  dari  penyatuan  berbagai  partai  Islam  dihadapkan 
pada  masalah  apakah  terbukanya  partai  tersebut  untuk  orang-orang  yang 
bukan  Islam  akan  menyebabkan  hilangnya  pendukung-pendukung  tradi- 
sionalnya.  Bagi  PPP  tampaknya  penerapan  Pancasila  sebagai  asas  tunggal 
tidak  akan  mengubah  struktur  dan  cara  kerja  secara  drastis  untuk  tidak  men- 
jauhkannya  dari  para  pendukungnya. 

Masalah  intern  PPP  yang  lain  adalah  terbatasnya  dukungan  bagi  pim- 
pinan  yang  sekarang  yang  terutama  berasal  dari  satu  kelompok,  yaitu  bekas 
Partai  Muslimin  Indonesia  (Parmusi).  Apabila  pimpinan  yang  sekarang  ini 
tidak  berhasil  membuktikan  bahwa  mereka  dapat  melayani  kepentingan  ang- 
gotanya  yang  lebih  luas,  pada  pemilihan  umum  mendatang  PPP  akan  menjadi 
lemah  dan  jika  terjadi  demikian  merupakan  perkembangan  yang  tidak  meng- 
untungkan  bagi  bangsa. 

Ada  keprihatinan  bahwa  melemahnya  PPP  akan  menimbulkan  kelompok- 
kelompok  yang  merasa  terasing  yang  mencari  berbagai  cara  dan  usaha  agar 
didengar,  tidak  jarang  dengan  menggunakan  cara-cara  radikaldan  kekerasan. 
Sejarah  telah  menunjukkan  bahwa  gerakan-gerakan  semacam  ini  bisa  muncul 
dalam  bentuk  yang  berbeda-beda  dari  waktu  ke  waktu.  Seperti  halnya  gerakan 
Darul  Islam,  tuntutan  eksplisit  gerakan-gerakan  radikal  ini  adalah  terben- 
tuknya  negara  Islam.  Pada  kesempatan  lain  tuntutan  berupa  penerapan  hu- 
kum  Islam  bagi  pengikutnya  melalui  peraturan-peraturan  pemerintah. 

Dengan  diterimanya  Pancasila  sebagai  asas  tunggal  untuk  partai-partai, 
khususnya  yang  berdasarkan  agama,  pemerintah  berharap  bahwa  agama  tidak 
lagi  digunakan  sebagai  alat  untuk  kepentingan  dan  tujuan  politik.  Tidak  ja- 
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rang  masalah-masalah  keagamaan  digunakan  untuk  memobilisasi  massa  un- 
tuk  menyatakan  sikap  yang  anti-pemerintah.  Peristiwa  Tanjung  Priok  baru- 
baru  ini  merupakan  suatu  contoh  digunakannya  agama  untuk  menyatakan 
ketidakpuasan  terhadap  keadaan  sosial-ekonomi  yang  ada  di  daerah  yang 
sangat  padat  penduduknya  itu  sebagai  akibat  beberapa  kebijakan  rasionalisasi 
yang  dilakukan  oleh  pemerintah. 

PDI  belum  berhasil  mengatasi  persoalan-persoalan  yang  timbul  karena 
penyatuan  berbagai  partai  yang  memiliki  ideologi  yang  berbeda-beda  Di  an- 
tara  mereka  yang  meleburkan  diri,  Partai  Nasional  Indonesialah  yang  terbesar 
dan  terpentmg  secara  historis.  Namun  partai  ini  belum  berhasil  menyesuaikan 
din  terhadap  kenyataan  atas  hilangnya  dukungan  yang  dahulu  biasanya  di- 
dapat  dan  pemerintah  dan  kalangan  birokrasi.  Tambahan  lagi  adanya  per- 
samgan  pnbadi  di  antara  pemimpin-pemimpinnya. 

Bagaimanapun,  PDI  harus  memainkan  peranan  dalam  usaha  pemba- 
ngunan  sistem  kepartaian  yang  mantap  di  Indonesia.  Diharapkan  bahwa 
•  Golkar  dan  dua  partai  politik  yang  lain  dapat  mewakili  semua  spektrum  as- 
:  pirasi  pohtik  di  masyarakat  dengan  sebaik-baiknya,  dengan  PDI  yang  ber- 
i  aspirasi  kerakyatan,  PPP  yang  konservatif  dan  Golkar  yang  moderat  yang 
imewakih  golongan  profesional  dan  fungsional. 

i  Lembaga-lembaga  Politik  yang  Lain 

Selain  partai  politik,  organisasi-organisasi  massa  juga  wajib  menerima 
Pancasila  sebagai  asas  tunggainya.  Mula-mula  usulan  ini  kurang  diterima  oleh 
.banyak  organisasi  pemuda,  mahasiswa,  dan  organisasi  massa  yang  bersifat 
k keagamaan  karena  dianggap  sebagai  usaha  untuk  menghapuskan  pluralitas 
>  organisasi  massa  ataupun  kehidupan  bermasyarakat  umumnya.  Usulan  untuk 
rmenjadikan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  semua  organisasi  massa 
^dan  partai-partai  pohtik  berasal  dari  Generasi  1945,  yang  bermaksud  mewa- 
rriskan  sistem  nasional  berdasarkan  Pancasila.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai 
Jusaha  untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya  perpecahan  politik  di  masa 
Zl  TT^  S^'^^J'P""  sebenarnya  mulia,  namun  pelaksanaan 

O'ang  erlalu  kaku  dapat  mengarah  pada  terbentuknya  sistem  nasional  yang 
™ono  11  IS  dengan  segala  aspek  negatifnya.  Sebaliknya  juga  diterimanya  usulan 
ara  oto^^^^^  -smi  oleh  semua  organisasi  politik  dan  organisasi  massa  tidak 
jecara  otomatis  member.kan  jaminan  bahwa  konflik-konnik  politis  dan  ideo- 
clogis  tidak  akan  timbul  di  kemudian  hari. 

Organisasi-organisasi  massa  pada  masa  lalu  berfungsi  terutama  sebaeai 
^rgan  parta.-partai  politik  dan  secara  langsung  dilibatkan  dalam  perj'ang^^^^^ 
Kooluis  dan  ideologis.  Subordinasi  semacam  ini  secara  bertahap  ditanggalkan 
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sebagai  bagian  falsafah  politik  Orde  Baru.  Organisas,-organ,sas,  massa  harus 
menTdi  independen  dan  bertujuan  untuk  memperluas  profesionahsme  dan 
fungsionalisme  organisasi-organisasi  tersebut  di  Indonesia. 

Seiring  dengan  perkembangan  di  atas,  peranan  politik  mahasiswa  dan  uni- 
versitas  juga  mengaiami  perubahan.  Universitas  bukan  lagi  ajang  bagi  politik 
p  ak  is.  Peranan  media  massa  yang  didasarkan  pada  kode  enk  yang  mem- 
Ltasi  liputan  masalah-masalah  peka  yang  memungkinkan  nmbulnya  konflik 
di  masyarakat  memang  mungkin  tidak  ideal  namun  sejauh  ,ni  telah  dapat  ber- 
ialan  dengan  baik.  Media  massa  Indonesia  mungkin  pada  akhirnya  mengikuti 
ciri  media  massa  Jepang,  yang  dalam  kebebasannya  tetap  membatasi  din  dem. 
kepentingan  nasionalnya. 

Sektor  bisnis  swasta  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  kehidupan 
politik  Sektor  ini  terdiri  dari  inti  golongan  menengah  yang  kian  membesar 
dalam  masyarakat  yang  sedang  berkembang  dan  biasanya  menjadi  pembawa 
gagasan-gagasan  demokratis.  Sektor  swasta  di  Indonesia  umumnya  niasih 
lemah  sudah  tumbuh  cukup  pesat  selama  dasawarsa  terakhir  mi  berhubung 
dengan  terbukanya  peluang-peluang  baru  di  bidang  ekonomi.  Peranan  sektor 
swasta  dalam  pembangunan  Indonesia  acapkali  menjadi  sumber  pertentangan 
sehubungan  dengan  konotasi  rasialnya.  Pemerintah  dan  berbagai  kelompok 
dalam  masyarakat  telah  tampil  dengan  usaha-usahanya  untuk  mengatasi 
masalah  ini. 

Perubahan  Nilai-nilai  Budaya  dan  Dampaknya  terhadap  Pembangunan  Na- 
sional 

Yang  sedang  hangat  dipermasalahkan  dewasa  ini  adalah  bagaimana  mem- 
bangun  suatu  solidaritas  nasional  baru  untuk  menggantikan  yang  lama,  yang 
lahir  dari  nasionalisme  dan  revolusi  nasional  di  bawah  pimpinan  Generas! 
1945. 

Jepang  merupakan  contoh  keberhasilan  transformasi  solidaritas  nasional 
nya  dalam  menyesuaikan  diri  menghadapi  kenyataan-kenyataan  baru  di  mans 
badan-badan  usaha  modern  telah  mengambil  alih  peran  kelompok-kelompol 
tradisional.  Pengalaman  Jepang  tidak  dapat  diulangi.  Sementara  itu  sejaral 
Indonesia  juga  telah  membuktikan  kemampuan  masyarakat  untuk  menyesuai 
kan  diri  terhadap  nilai-nilai  budaya  baru  dan  menyerapnya.  Budaya  Jaw; 
merupakan  contoh  proses  akulturasi  namun  masih  tetap  dapat  memperta 
hankan  nilai-nilai  budaya  yang  hakiki. 

Budaya  Jawa  terus  memberikan  pengaruh  besar  pada  masyarakat  Indc 
nesia  secara  keseluruhan,  sebagian  alasannya  karena  sebagian  besar  pendu 
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duknya  adalah  orang  Jawa  dan  alasan  lain  adalah  banyaknya  orang-orang 
Jawa  yang  duduk  dalam  pemerintahan.  Masih  merupakan  tanda  tanya  apakah 
budaya  Jawa  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  cukup  cepat  untuk  memenuhi 
tuntutan  transformasi  budaya  menuju  modernisasi. 

PEMBANGUNAN  NASIONAL  DAN  KEBIJAKAN  LUAR  NEGERI  IN- 
DONESIA 

Kebijakan  luar  negeri  Indonesia  yang  bebas  aktif  didukung  oleh  semua  ke- 
kuatan  sosial-politik  dan  masyarakat  luas.  Prinsip  ini  berarti  bahwa  Indonesia 
mempertahankan  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  dan  hak  untuk  me- 
nentukan  pilihan  kebijakan  luar  negerinya  yang  diabdikan  untuk  kepentingan 
nasional.  Tidak  dapat  disangkal  bahwa  hubungan  ekonomi  Indonesia  sebagian 
besar  adalah  dengan  negara-negara  Barat  dan  Jepang.  Untuk  kepentingan  in- 
teraksi  ekonomi  dan  kerjasama  ekonomi  bagi  pembangunan  Indonesia, 
kadang-kadang  dilakukan  kompromi  dalam  kebijakan  luar  negerinya.  Secara 
keseluruhan,  walaupun  terdapat  hubungan  yang  sangat  intensif  dengan 
negara-negara  Barat  dan  Jepang,  dalam  waktu  15  tahun  ini  Indonesia  setidak- 
tidaknya  tetap  mempertahankan  posisi  bebas  aktifnya.  Walaupun  kepemim- 
pinan  nasional  di  bawah  Presiden  Soeharto  bersifat  pragmatis  dalam  pene- 
rapan  kebijakannya,  tetapi  pandangan  kebijakan  luar  negerinya  masih  banyak 
diwarnai  semangat  nasionalis  dan  pengalaman-pengalaman  semasa  per- 
juangan  kemerdekaan. 

Pelaksanaan  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  di  bawah  Presiden  Soeharto 
sangat  berlawanan  dengan  penampilan  kebijakan  luar  negeri  Presiden  Soe- 
karno  yang  lebih  tampil-diri  dan  revolusioner.  Hal  ini  sampai  tingkat  tertentu 
menunjukkan  kepribadian  yang  berbeda  di  antara  kedua  presiden  tersebut. 

Kebijakan  luar  negeri  Presiden  Soeharto  merupakan  bagian  dari  usaha- 
usaha  pembangunan  nasional.  Beberapa  kritik  terhadap  sikap  tidak  tampil- 
diri  yang  ditunjukkan  oleh  Presiden  Soeharto,  berasal  dari  orang-orang  yang 
menghendaki  peranan  Indonesia  yang  lebih  aktif  dan  tegas  di  forum-forum  in- 
ternasional,  antara  lain  dalam  gerakan  non-blok  dan  dialog  Utara-Selatan. 
Inisiatif  Presiden  Soeharto  untuk  kebijakan  luar  negerinya  terutama  terarah 
pada  kawasan  yang  terdekat,  yaitu  memperbaiki  hubungan-hubungan  dengan 
negara  tetangga,  termasuk  penghentian  konfrontasi  dengan  Malaysia  dan  pe- 
nandatanganan  perjanjian  dengan  sebagian  besar  negara  tetangga  mengcnai 
perbatasan  baik  laut  maupun  daratan  (kecuali  dengan  Vietnam  dan  Austra- 
lia); dan  juga  bergabung  dalam  ASEAN  untuk  mcnumbuhkan  kcpercayaan 
negara-negara  tetangganya.  Stabilitas  di  kawasan  sckitar  Indonesia  dianggap 
sebagai  prasyarat  bagi  berhasilnya  usaha-usaha  pembangunan  nasional  In- 
donesia. 
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Keberhasilan  ASEAN  yang  telah  menjadi  pokok  kebijakan  luar  negeri  In- 
donesia oleh  banyak  pengamat  dianggap  sebagai  akibat  sikap  tidak  tampil-diri 
dalam  kelompok  regional  itu  walaupun  Indonesia  sebenarnya  memiliki  pe- 
luang  yang  lebih  besar  untuk  berbagai  hal.  Beberapa  orang  mungkin  secara  te- 
pat  mengharapkan  Indonesia  mengakhiri  sikap  tidak  tampil-diri  dalam  kebi- 
jakan luar  negerinya  seiring  dengan  kemajuan  pembangunan  nasionalnya,  ter- 
utama  pembangunan  ekonomi.  Per  an  yang  lebih  aktif  dan  tegas  memang  tam- 
paknya  lebih  sesuai  bagi  kekuatan  regional  yang  punya  potensi  di  Asia  Teng- 
gara  ini. 

Kiranya  tidak  perlu  dipersoalkan  lagi  bahwa  masuknya  Timor  Timur  se- 
bagai bagian  Indonesia  bukanlah  cerminan  posisi  baru  Indonesia.  Indonesia 
tidak  memulai  inisiatif  apa  pun  tetapi  justru  dipaksa  untuk  bertindak  sebagai 
akibat  terjadinya  perkenibangan  dan  perubahan-perubahan  di  dalam  negeri 
Portugal. 

Sementara  itu  dilakukannya  usaha-usaha  untuk  memperbaiki  hubungan 
dengan  Uni  Soviet  dan  negara-negara  Eropa  Timur  dapat  dibenarkan  untuk 
memberikan  keseimbangan  pada  kebijakan  luar  negeri  yang  bebas  dan  aktif. 
Tujuan  utamanya  adalah  kepentingan  ekonomi  Indonesia,  yaitu  mencari 
pasar  dan  kesempatan-kesempatan  baru  untuk  kerjasama  ekonomi.  Tidak  ada 
perubahan  drastis  dalam  posisi  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  sebagai  akibat 
pendekatan-pendekatan  baru  ini,  karena  hubungan  dengan  blok  sosialis  me- 
mang minimal. 

Isyu  hangat  lain  adalah  tentang  akibat-akibat  yang  mungkin  timbul  karena 
pergantian  generasi  kepemimpinan  di  Indonesia  dalam  pandangan  luar  negeri- 
nya. Pengamatan  menunjukkan  bahwa  kepemimpinan  yang  akan  datang  baik 
yang  berasal  dari  angkatan  bersenjata  maupun  sipil,  umumnya  memiliki  si- 
kap yang  pada  dasarnya  sama.  Di  satu  pihak  mereka  akan  merasa  berkewa- 
jiban  menunjukkan  tradisi  nasionalistis  dalam  kebijakan  luar  negeri  Indo- 
nesia, di  pihak  lain  mereka  juga  akan  lebih  berwawasan  internasional.  Profe- 
sionalisme  yang  makin  meningkat  serta  pendidikan  yang  lebih  baik  yang  di- 
peroleh  pimpinan  yang  akan  datang  cenderung  membuat  mereka  makin  prag- 
matis  dan  kurang  ideologis  dibandingkan  dengan  pemimpin-pemimpin  yang 
sekarang. 

Ada  beberapa  implikasi  dari  perkembangan  sikap  ini  jika  memang  demi- 
kian  halnya,  yaitu: 

a.  Komitmen  pimpinan  yang  baru  terhadap  ASEAN  mungkin  tidak  akan  sebe- 
sar  komitmen  pimpinan  yang  sekarang  yang  menganggap  ASEAN  sebagai 
hasil  usahanya.  Pimpinan  yang  akan  datang  akan  lebih  menuntut  hasil- 
hasil  konkret  dan  keuntungan-keuntungan  dari  keterlibatannya  dalam  ker- 
jasama regional  ini; 
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b.  Apabila  keadaan  ekonomi  Indonesia  secara  relatif  menurun  dibandingkan 
tahun  1970-an,  para  pemimpin  yang  akan  datang  mungkin  akan  lebih  ber- 
paling  ke  dalam.  Pimpinan  ini  mungkin  akan  menggunakan  sumber  daya 
yang  lebih  sedikit  untuk  kegiatan  politik  luar  negeri  dan  peningkatan  ke- 
mampuan  militer  walaupun  mungkin  keadaan  di  luar  sudah  berubah. 

Secara  keseluruhan,  agaknya  tidak  akan  terdapat  perubahan  drastis  dalam 
pandangan  politik  luar  negeri.  RRC  dan  Uni  Soviet  masih  tetap  dianggap  se- 
bagai  ancaman  yang  potensial.  Peningkatan  pertahanan  Jepang  sepefti  yang 
direncanakan  sekarang  tidak  dianggap  membahayakan,  walaupun  ada  k«!- 
khawatiran  mengenai  kemungkinan  perluasan  Angkatan  Laut  Jepang  sampai 
ke  wilayah  perairan  Asia  Tenggara. 

Sikap  mereka  terhadap  Amerika  Serikat  lebih  mendua.  Di  satu  pihak 
mereka  mengakui  pentingnya  kehadiran  Amerika  Serikat  di  kawasan  ini  bagi 
stabihtas  Asia  Tenggara,  demikian  pula  sebagai  partner  dalam  pembangunan 
ekonomi  Indonesia.  Di  pihak  lain  Amerika  Serikat  sebagai  negara  adikuasa 
selalu  menimbulkan  perasaan  kurang  sreg. 

Walaupun  nyatanya  generasi  yang  lebih  muda  memiliki  persepsi  ancaman 
yang  agaknya  tidak  berbeda  dengan  persepsi  generasi  sekarang,  tampaknya 
ada  dorongan  untuk  meningkatkan  kemampuan  militer  secara  memadai  se- 
hingga  mampu  menghadapi  ancaman  militer  konvensional  pada  masa-masa 
mendatang. 


KESIMPULAN 


Para  pemimpin  Indonesia  yang  sekarang  tampaknya  menyadari  banyak- 
nya  tantangan  yang  harus  dihadapi  oleh  negaranya  pada  masa  mendatang 
tidak  hanya  dalam  bidang  ekonomi  tetapi  juga  dalam  bidang  politik,  sosial' 
dan  budaya.  Tampaknya  pembangunan  ekonomi  tetap  mendapatkan  perha- 
tian  utama  dari  para  pemimpin  ini.  Presiden  Soeharto  telah  menunjukkan 
kemampuannya  mengatasi  kesulitan  ekonomi  dengan  mengambil  beberapa 
kebijakan  yang  kadang-kadang  menyakitkan  namun  perlu.  Implementasi 
kebijakan-kebijakan  tersebut  dapat  berkurang  efektivitasnya  dalam  perja- 
lanan  waktu  mungkin  disebabkan  oleh  tentangan  yang  kuat  dari  kelompok- 
kelompok  kepentmgan  tertentu  ataupun  dari  kalangan  birokrasi  sendiri. 

Tahun-tahun  1970-an  menunjukkan  perbaikan  yang  menyolok  dalam 
pernbangunan  infrastruktur  sosial  seperti  bidang  pendidikan  dan  kesehatan 
Hal  ini  dimungkinkan  karena  melimpahnya  minyak.  Banyak  usaha  harus  di- 
lakukan  untuk  melanjutkan  pembangunan  semacam  itu 
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Pembangunan  politik  secara  serius  telah  ditingkatkan  oleh  pemerintah, 
terutama  sebagai  cara  untuk  memantapkan  dan  menjamin  stabilitas  nasional 
di  masa  mendatang.  Kedudukan  pemerintah  sendiri  semakin  kukuh  dan  tam- 
paknya  sekarang  dapat  mengambil  sikap  yang  lebih  tenang  dan  luwes  dalam 
proses  pembangunan  politik  Indonesia. 

Pada  dasarnya  infrastruktur  politik  Indonesia  telah  terbentuk  sekarang 
ini.  Maksud  Generasi  1945  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Soeharto  untuk 
mewariskan  sistem  nasional  berdasarkan  Pancasila,  seperti  yang  dimanifes- 
tasikan  pada  penyusunan  kembali  sistem  politik  resmi  yang  sangat  berhasil 
selama  kurun  waktu  15  tahun  terakhir  ini,  saat  ini  tengah  diuji  dengan  ter- 
jadinya  pergarttian  kepemimpinan  nasional  secara  bertahap  yang  meliputi  ber- 
bagai  bidang  kehidupan:.ABRI,  birokrasi,  Golkar  dan  partai-partai  politik 
serta  organisasi  massa. 

Bilamana  Presiden  Soeharto  memutuskan  untuk  tidak  memangku  jabatan 
lagi,  maka  masalah  pergantian  pimpinan  yang  diiringi  dengan  kekacauan  po- 
litik tidak  akan  pernah  terjadi,  karena  koalisi  dewasa  ini  yang  mendukung 
Presiden  Soeharto  telah  cukup  kuat  untuk  menguasai  keadaan  pada  masa 
peralihan. 


Politik  Luar  Negeri  Indonesia: 
Suatu  Penilaian  Kembali  Secara 

Introspektif* 

Donald  K.  EMMERSON 


Dalam  cetakan  atau  dalam  pembicaraan,  referensi  pada  "kebijaksanaan 
dalam  negeri"  suatu  negara  jarang  dan  tidak  meyakinkan.  Suatu  nosi  seganjil 
"kebijaksanaan  daiam  negeri  Indonesia"  misalnya,  memeriukan  spesifikasi: 
Macam  kebijaksanaan  apa?  Kebijaksanaan  pembangunan?  Kebijaksanaan  ke- 
amanan?  Kebijaksanaan  pendidikan?  Kebijaksanaan  terhadap  siapa?  Kaum 
muda  yang  menganggur?  Orang-orang  Muslim  politik?  Generasi  muda  per- 
wira-perwira  Angkatan  Darat?  Kebijaksanaan  seperti  tercermin  dalam  pro- 
gram mana?  Transmigrasi?  Keluarga  Berencana?  Bantuan  desa?  Kebijaksa- 
naan dalam  arti  konsep  yang  diterapkan?  Pancasila  sebagai  suatu  asas  per- 
kumpulan  yang  dituntut?  Dwifungsi  ABRI  sebagai  suatu  rasionale  untuk  pre- 
rogatif-prerogatif  di  luar  pertahanan? 

Namun  sudah  jelas  bahwa  suatu  negara  mempunyai  "suatu  kebijaksanaan 
luar  negeri."  "Kebijaksanaan  dalam  negeri  Indonesia"  kedengaran  monolitis 
secara  yang  menyesatkan  sehingga  setahu  kami  ucapan  itu  tidak  pernah 
digunakan  sebagai  nama  suatu  buku  atau  karangan;  tetapi  "kebijaksanaan 
luar  negeri  Indonesia"  adalah  suatu  judul  populer,  yang  bahkan  dapat  dipakai 
tanpa  sub  judul  untuk  menjelaskannya  (Leifer  1983;  Adam  Malik  1972-  Hatta 
1953). 

Di  negara  terbesar  kelima  di  dunia,  dibandingkan  dengan  soal-soal  dalam 
negeri,  diplomas!  menyibukkan  lebih  sedikit  kegiatan  resmi  yang  oleh  sebab 
itu  juga  kurang  bermacam-macam.  Namun,  gagasan  yang  lepai  dan  konven- 
sional  bahwa  Indonesia  sesungguhnya  mempunyai  "suatu  kebijaksanaan 

*Intisari  makalah  yang  disiapkan  untuk  Konperensi  ASEAN-Amcrika  Scrikai  Kctiga  yang  di- 
sponsori  bcrsama  oleh  Insiiiuic  of  Security  and  International  Studies  (Bangkok),  Centre  for 
Strategic  and  International  Studies  (Jakarta),  dan  Institute  of  East  Asian  Studies  (Berkeley)  di 
Chiangmai,  Muangttiai,  7-11  Januari  1985.  Donald  K.  Emnierson  adalah  profesor  pada  Fakultas 
Politik  Universitas  Wisconsin. 
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luar  negeri,"  dan  pra-anggapan  yang  berkaitan  bahwa  kebijaksanaan- 
kebijaksanaan  dalam  negeri  suatu  negara  terlalu  banyak  dan  bermacam- 
macam  untuk  dicakup  dalam  suatu  istilah  tunggal,  mendukung  suatu  kesim- 
pulan  kontroversial:  bahwa  pemerintah  Indonesia,  sementara  ia 
memperlakukan  rakyat  dan  masalah-masalahnya  yang  bermacam-macam 
secara  berbeda-beda,  bagaimanapun  berhasil  mendekati  bangsa-bangsa  dunia 
yang  tak  kurang  bermacam-macam  secara  seragam. 

Keseragaman  dalam  politik  luar  negeri  harus  ditemukan,  tidak  diasumsi- 
kan.  Jakarta  --  untuk  tidak  menyebutkan  Tokyo,  Washington  atau  Moskwa  ~ 
bisa  mempunyai  kebijaksanaan  luar  negeri  sebanyak  bangsa  asing,  organisasi 
internasional  dan  masalah  regional  maupun  global  yang  berarti  baginya. 
Mengapa  kebijaksanaan  Indonesia  terhadap  Bank  Dunia  harus  mempunyai 
lebih  banyak  persamaan  dengan  kebijaksanaan  Indonesia  terhadap  RRC. 
misalnya  -  daripada  asal  dari  sumber  yang  sama?  Dan  bahkan  apakah  sumber- 
nya  benar-benar  sama,  apabila  kebijaksanaan-kebijaksanaan  tertentu  disusun 
di  bawah  pengaruh  kelompok-kelompok  tertentu  yang  tak  seimbang?  Ambil 
misalnya  kaum  teknokrat  dengan  pendidikan  Barat  yang  berkat  keahliannya 
berhak  untuk  merundingkan  jumlah  dan  syarat-syarat  pinjaman  internasional 
Indonesia  bagi  pembangunan,  atau  para  jenderal  anti  komunis  dan  kaum 
Muslim  anti  Cina  yang  berhasil  mencegah  "pencairan"  hubungan  dengan  Bei- 
jing secara  yang  berlawanan  dengan  preferensi  kaum  profesional  dalam 
bidang  luar  negeri. 

Namun,  keinginan  si  analis  untuk  menguraikan  tetap  lebih  lemah  dalam 
urusan  luar  negeri  daripada  dalam  urusan  dalam  negeri.  Sebabnya  ialah 
karena  perbedaan-perbedaan  intern  tidak  begitu  penting  untuk  hubungan  in- 
ternasional seperti  dipikirkan  dan  dilaporkan  secara  khas,  sementara  perbe- 
daan-perbedaan itu  menyibukkan  pengamat  urusan  politik  dalam  negeri.  Da- 
lam model  bumi  ahli  geostrategi  sebagai  suatu  permainan  catur,  untuk  mengu- 
tip  suatu  kasus  ekstrem,  masing-masing  negara  bangsa  adalah  satu  satuan  de- 
ngan sejumlah  langkah  terbatas  yang  harus  dijabarkan  dalam  keseluruhannya 
dari  aturan-aturan  permainan  di  luar  satuan  itu.  "Kebijaksanaan  luar  negeri" 
suatu  menteri  yang  bergerak  secara  diagonal  dalam  dunia  dua  dimensi  sema- 
cam  itu  tidak  dapat  dipersoalkan  lagi. 

Metafor-metafor  catur  lidak  menyiapkan  pemakainya  untuk  kemungkinan 
bahwa  komposisi  suatu  bcntcng  kayu  yang  sederhana  dan  mati  dalam  kenya- 
taan  adalah  komplcks,  bermacam-macam  dan  bisa  berubah-ubah  (volatile), 
atau  bahwa  langkah-langkah  "kebijaksanaan  luar  negeri"-nya  bisa  ditentukan 
dari  dalam,  paling  tidak  untuk  sebagian. 

Dan  kalau  tcori  permainan  tampak  terlalu  csoteris  untuk  menjadi  sesuatu 
selain  orang-orangan  dalam  konieks  ini,  ingatlah  betapa  biasalah  dalam  jur- 
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nahsme  dan  kesarjanaan  bidang  luar  negeri,  termasuk  ulasan  ini,  kekeliruan- 
kekehruan  anthropomorphisme  yang  tersirat  dalam  personifikasi  suatu 
ibukota  atau  suatu  perhimpunan  supranasional  sebagai  suatu  aktor  tunggal 
seperti  dalam:  "Kuala  Lumpur  mendahului  menawarkan  perdamaian  kepada 
Hanoi  menyusul  jatuhnya  Saigon"  (Scalapino  and  Wanandi,  eds.  1982-  167 
"Beijmg  mengira  bahwa  Hanoi  harus  mengalah"  (152),  "ASEAN  menuniuk- 
kan  keyakinannya"  (8),  "usaha-usaha  Tokyo"  (188),  "rencana-rencana 
Jakarta   (158),  "tujuan  Beijing"  (162).  "alasan-alasan  Kuala  Lumpur  untuk 
agak  toleran  terhadap  Hanoi"  (167),  "Jakarta  dan  Kuala  Lumpur  ingin  per- 
caya"  (170),  "agar  Washington  mengambil  langkah  pertama"  (192)  dan 
Moskwa  berusaha  mencapai  tujuannya"  (217).' 

Dengan  menunjukkan  kesempatan  dan  kemauan,  metafor-metafor  ini 
lebih  baik  daripada  nosi  buah  catur  bahwa  bangsa-bangsa  diprogramkan 
sebelumnya  untuk  melakukan  jumlah  langkah  yang  sangat  terbatas  di  bawah 
pengarahan  dan  luar  sepenuhnya.  Tetapi  tekanan  dalam  contoh-contoh  ini 
pada  tujuan,  "rencana-rencana,"  dan  "alasan-alasan"  adalah  juga  pro- 
blematik,  karena  istilah-istilah  itu  menganggap  "perilaku"  kebijaksanaan 
luar  negeri  menghasilkan  suatu  kalkulus  sarana-tujuan  jangka  panjang  yang 
direncanakan  yang  tidak  mengungkapkan  sejauh  mana  suatu  "keputusan" 
kebijaksanaan  luar  negeri  tertentu  bisa  merupakan  hasil  untung-untungan 
suatu  kombinasi  ketidakacuhan.  emosi  dan  kebetulan  yang  unik  dan  tak 

d.n^Wi?  ^^'^"S.!'"!"  ^^P^t  memindahkan  argumen  untuk  maksud 

dan  logika  sinoptik  dalam  urusan  luar  negeri  dari  alasan-alasan  empiris  ke 
alasan-alasan  normatif,  dengan  mengatakan  bahwa  bahkan  kalau  bangsa- 
bangsa  tidak  mempunyai  tujuan,  mereka  harus  mempunyai.  Club  of  Rome 
menunjukkan  sejauh  mana  mungkin  pergi  ke  arah  ini  dalam  suatu  laporan 
yang  menilai  bangsa-bangsa  berdasarkan  soal  apakah  tujuan  mereka  "ber- 
tanggungjawab  secara  global"  atau  kepentingan  mereka  sendiri   Dari  19 

yang  paling  sedikit  bertanggungjawab,  RRC  menduduki  tempat  teratas 

deZn.'i  "^^'"u^"''^"''''      ^'"^"h  ^^"S^"  4,7.  Amerika  Serikat 

iWtT  1    ^'^"Sf  Pf  b^agai  bangsa  yang  paling  egosentris  dalam  kelompok 
itu  (Laszlo  et  al.  1977,  bab  16,  khususnya  hal.  323,  326,  339,  dan  363).^ 

'Kami  mengutip  ilustrasi-ilustrasi  ini  bukan  untuk  mengeriiik  pcngarangnya  dan  juea  bukan 

""'"^  "^-^'"-'^^  ^^.a^i  bii;rn"aH:i': 

penSdikTis-W °d"af '  "'k  "'"''^'"u'  '^^^'^"^  -cngandalkan  modal  dan 

Sh    i  p"  1^^^^^^^^  --gekspor  minyak.  bahan  mineral  dan 

ke  depan-'  yang  d^takan  m^^^^^^^^^  "Xeb.jak.sanaan-kebijak.sanaan  yang  lebih  meliha. 

yang  dikatakan  merupakan  on  pcrtan.an  Indonesia,  "di  mana  swa-scmbada  produksi 
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Para  pengamat  urusan  luar  negeri  tidak  dapat  diharap  menghindari 
metafor-metafor  maksud  nasional,  dan  kami  juga  tidak  berkeberaian 
terhadap  perbandingan-perbandingan  lintas  nasional  (lihat  Emmerson  1985). 
Akan  tetapi  para  ilmuwan  yang  menilai  bangsa-bangsa  harus  mengakui 
adanya  distorsi-dislorsi  empiris  dan  normatif  dalam  kegiatan  iiu,  bukan  saja 
demi  kewajaran  terhadap  pembaca,  tetapi  juga  untuk  membuat  penulis  tetap 
terbuka  untuk  cara-cara  lain  yang  mungkin  lebih  baik  untuk  berbicara  tentang 
kebijaksanaan-kebijaksanaan  dan  membatasi  apa  yang  rasional  atau  bertang- 
gung  jawab  dan  apa  yang  tidak. 

Dalam  kontras  dengan  disebutnya  kapitalisme  industrial  oleh  Club  of 
Rome  sebagai  irasional  dan  tak  bertanggung  jawab  dalam  konteks  global, 
penyimpangan-penyimpangan  dari  model  rasiopal  dalam  politik  luar  negeri 
lebih  sering  menemukan  contohnya  dalam  pikiran  Barat  pada  apa  yang  tam- 
pak  sebagai  pribadi-pribadi  Dunia  Ketiga  yang  menyimpang:  Idi  Amin, 
Muammar  Kadafi,  Ayatullah  Khomeini  atau  Soekarno. 

Diintensifkan  oleh  media  massa  Barat  yang  sensasional,  pengejawamahan 
model  non-rasional  dalam  oknum-oknum  asing  yang  kebanyakan  diambil  dan 
Dunia  Ketiga  itu  memperkuat  asumsi  bahwa  sementara  rasionalitas  pohiik 
luar  negeri  itu  merupakan  suatu  milik  sinikiural  negara-negara  maju  (Barat), 
irasionalitas  adalah  khas  pada  kepemimpinan  personal  banyak  negara  kurapg- 
berkembang  (non-Barat).  Asumsi  semacam  itu  pada  gilirannya  berarti  bahwa 
pengurangan  dalam  patologi  urusan  dunia  di  masa  mendaiang  akan  banyak 
bergantung  pada  kesediaan  dan  kemampuan  bangsa-bangsa  kurang  berkem- 
bang Dunia  Ketiga  untuk  mengambil  alih  sistem-sistem  maju-industrial-demo- 
krat'is  yang  telah  meminimalkan  munculnya  atau  paling  tidak  mcngurangi 
kekuasaan  pemimpin-pemimpin  yang  tak  sehat  pikirannya  di  Dunia  Periama. 

Liieraiur  mengenai  hubungan  internasional  sccara  melimpaii  monggam- 
barkan  personifikasi  penvimpangan  dari  rasionalitas  modorn-dcmokratis. 
Legg  dan  Morrison  (1971),  misalnya  membatasi  "suatu  kebijaksanaan  luar 
negeri"  sebagai  "scrangkaian  sasaran  cksplisit  aiau  implisii  mengenai  dunia  di 


bcras  mciupakan  siuiiu  uijuan  iiiaiiia."  Lapoiaii  iiu  iiiiia  iiicnecriiik  para  peiieuasa  karcna 
iiiciiealiaikan  pcrliiiihangan-pci limbaiigan  liiiykuniian  dan  bcnisalia  nicnicranei  koiidaksaniaan 
ictiuania  dcnuan  anjinaii  agar  paia  iicjabai  bidiip  lebih  scdcliana  dan  auar  orang-oiang  bisnis 
nioniiadakan  iisaha  paiungan  dengan  oiang  asini-.  Para  iu-niiiiiiiin  auania  Islam  dikaiakan  nioni- 
punyai  "pandangan-pandangan  yang  lobili  maju,"  leiapi  lanpa  kekuasaan  untuk  melaksanakan- 
nva  (I.as/lo  dll.  1977:  362).  Dengan  kaia  lain,  menurui  la|ioran  iui.  usaha  unuik  meneapai  per- 
lumbuban  di  bavsali  pimpinan  ekspor  dalam  suaiu  ekonomi  vang  lerbuka  uniuk  banuian  dan  m- 
vesiasi  asing  adalah  buruk.  dibandingkan  dengan  subsiiiusi  mipor.  swa-sembada  dan  eampur 
lang'an  pemeriniah  uniuk  memajukan  persamaan,  yang  baik.  Karcna  monolak  nasihai  ini  sojak 
ranking  diumumkan,  pada  lahmi  1985.  Cina  menurui  dugaan  akan  dihukum  dengan  skor  yang 
lebih  I'endah.  kendati  kemajuan  dramaiis  dalam  produksi  pangan  yang  dicapai  di  ncgcn  uu 
berkai  suaiu  orieniasi  yang  lebih  kapiialis. 
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luar  pcibaiasan  suaiu  saiuan  sosial  tcncniu  dan  serangkaian  stiaiegi  dan 
takiik  yang  dimaksud  untuk  mcncapai  sasaran-sasaran  iiu"  (133).  Para 
penulis  mencatat  bahwa  "sementara  tujuan  dan  sasaran  adalah  hasil  irasional 
supernasionalisme,  kebanggaan  atau  paranoya  nasional,  amarah  dan  nafsu 
untuk  membalas,  dan  kebutuhan-kebuluhan  atau  obsesi-obsesi  kepribadian 
para  pembuat  keputusan  kunci  khususnya  di  negara-negara  di  mana  kekua- 
saan  membuat  keputusan  sangat  terpusat"  (167).  Tetapi  "model  rasional" 
itu  masih  merupakan  suatu  "pedoman  umum  bagaimana  kebijaksanaan  di- 
buat  --  dalam  optimum  keadaan  --  dalam  suatu  masyarakat  modern"  yang 
berguna  (170-171). 

Kalau  Amerika  Serikat  kira-kira  merupakan  suatu  masyarakat  modern  di 
mana  terdapat  kondisi  politik  luar  negeri  yang  optimal,  orang  bisa  bertanya, 
mengapa  permusuhan  pemerintah  Reagan  terhadap  Nikaragua  Sandinista  ber- 
cirikan  kebanggaan  dan  paranoya?  Berlanjutnya  pengaruh  emosi  atas  politik 
luar  negeri  Amerika  mengingkari  gagasan  bahwa  supernasionalisme  adalah 
suatu  penyakit  transisi  menuju  sifat  modern.  Kalau  struktur  demokrasi  in- 
dustrial maju  adalah  jaminan  terbaik  terhadap  megalomania  dalam  politik 
luar  negeri,  bagaimana  Adolf  Hitler  bisa  mendapat  kekuasaan  di  Jerman 
Weimar?  Dan  kalau  irasionalitas  adalah  khas-kepribadian,  mengapa  struktur 
pembuatan  keputusan  Amerika  yang  dianggap  maju  gagal  mengarahkan  kem- 
bali  langkah-langkah  Washington  yang  terus  meningkat  dalam  kekusutan 
Vietnam?^ 

Kami  meragukan  bahwa  kekecualian-kekecualian  ini  hanya  membuktikan 
kelaziman.  Tetapi  maksud  kami  menjelaskan  standar  ganda  yang  cenderung 
untuk  menentukan  penerapan  model  rasional  itu  bukanlah  pertama-tama 
menantang  standar  itu  di  negerinya  sendiri,  yaitu  dengan  contoh-contoh 
Barat.  Lebih  relevan  dalam  hubungan  ini  adalah  cara  bagaimana  model  itu 
bisa  menghambat  pemahaman  politik  luar  negeri  Indonesia. 

Selanjutnya  kita  akan  membicarakan  conioh  penerapan  salah  model  ra- 
sional semacam  itu  pada  Indonesia:  kebijaksanaan  konvensional  di  antara 
banyak  pengamat  Jakarta,  khususnya  di  Washington,  bahwa  Orde  Bum  iiwn- 
(laianiikan  rasional  i  las  yanii  lehih  hcsar  da  lain  politik  luar  neiieri  Indonesia, 
menyusul  irasionalitas  pendekatan  Soekarno  yang  flamboyan  dan  merugikan 
diri  terhadap  dunia.  Dalam  menentang  pandangan  ini,  kami  menyinggung  dan 
menantang  secara  singkat,  tetapi  karena  kekurangan  ruang  tidak  akan 
menganalisa  secara  penuh,  suatu  kebijaksanaan  konvensional  Iain:  bahwa  5(?,e/ 


li  tidak  mcnolak  secara  muilak  gagasan  bahwa  "sisicm  iiu  bcrjalan"  (Gclb,  1971).  Tciapi 
icngatakan  bahwa  sisiem  iiu  bcrjalan  jauh  lebih  lamban,  dalam  arti  lahun,  hidup,  dan 
aran,  danpada  argumcn  uniuk  rasionaliias  sebagai  milik  sirukiural  akan  mendorong  kila 
uniuk  mengharapkan. 
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pandangan  Orde  Bam  yang  paling  kurang  rasional  mengenai  soal-soal  dunia 
adalah  keenzoanan  untuk  mengakomodasi  Cina,  suatu  sikap  yang  merugikan 
kepentingan  nasional  Indonesia  dengan  mencegah  perbaikan  hubungan 
dengan  Beijing. 

Ini  memang  penilaian-penilaian  yang  dapat  dipertahankan.  Tetapi 
penilaian-penilaian  itu  mengahaikan  konieks  dalam  negeri  poliiik  luar  negeri, 
dan  memaksakan  pada  Indonesia  rasional itas  lujuan-lujiian  yang  dinilai  linggi 
oleh  pengamai,  dan  bukannya  fasionalitas  sarana-sarana  yang  melayani 
tujuan-tujuan  yang  penting  untuk  diamati. 

Argumentasi  untuk  rasionalitas  politik  luar  negeri  Orde  Baru  dan  ira- 
sionalitas  politik  luar  negeri  Orde  Lama  diajukan  secara  implisit  atau  eksplisit 
sebagai  berikut: 

Kalau  perdamaian  regional  itu  suatu  tujuan  yang  baik,  keputusan  Soehar- 
to  untuk  meninggalkan  konfrontasi  Soekarno  dengan  Malaysia  adalah  ra- 
sional karena  mempermudah  dicapainya  tujuan  itu.  Demikianpun,  kalau  ker- 
jasama  internasional  itu  suatu  tujuan  rasional,  Soekarno  bertindak  secara  ira- 
sional  dengan  menarik  Indonesia  dari  PBB,  seperii  Sochario  benindak  secara 
bertanggung  jawab  dengan  memasuki  kembali  badan  itu.  ■.  Demikianpun, 
kalau  masuk  akal  ingin  meningkaikan  kesejahteraan  material,  Soeharto  ber- 
tindak secara  lebih  rasional  daripada  Soekarno  dengan  membuka  Indonesia 
kembali  untuk  bantuan  Barat  guna  mencapainya. 

Berdasarkan  logika  yang  lebih  kasar  dan  secara  demikian  lebih  khas  im- 
plisit, orang  juga  dapat  mengatakan  bahwa  selama  Amcrika  Serikai  adalah 
ekonomi  dunia  yang  paling  kuai,  adalah  masuk  akal  ingin  bersahabai  dengan 
Washington,  dan  oleh  sebab  tujuan  ini  juga  dilayani  secara  lebih  baik  sejak 
1966,  maka  Orde  Baru  bertindak  lebih  rasional  dalam  poliiik  luar  negeri  dari- 
pada Orde  Lama. 

Kesukaran  dengan  penalaran  ini  adalali  rangkap  tiga.  Pcrianni,  dengan 
syarai-syarainya  sendiri  yang  dibatasi  tujuan,  ia  membesar-besarkan  ira- 
sionaliias  politik  luar  negeri  Soekarno  dan  rasionalitas  politik  luar  negeri 
Soeharto.  Kcdiia,  ia  melupakan  kemungkinan  bahwa,  dari  kedudukan  delinisi 
rasionalitas  berdasarkan  sarana-sarana  yang  menguntungkan  sebagai  jauhnya 
suaiu  kebijaksanaan  lerieniu  menunjang  suatu  tujuan  terieniu,  cniah  tujuan 
iiu  dianggap  "rasional"  atau  "berianggung  jawab"  oleh  analis  aiau  lidak, 
perilaku  internasional  Indonesia  di  bawah  Deniokrasi  Terpimpin  bisa  masuk 
akal.  Ki'iti;a,  suaiu  penilaian  yang  berkisar  pada  lujuan  bahwa  Indonesia  lelah 
benindak  lebih  rasional  dalam  urusan  luar  negeri  di  bawah  Soeharto  daripada 
di  bawah  pendahulunya  mengabaikan  keunggulan  pen  iinbangan- 
pcriimbangan  domestik,  yang  bila  dimasukkan  dalam  suaiu  pemahaman 
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politik  luar  negeri  Ordc  Lama  dan  Baru  yang  lobih  luas  mcnguiangi  pcnam- 
pilan  perbedaan  aniara  kcduanya. 

Bcrsama  kecantikan,  "rasionaliias"  dan  "langgung  jawab"  loiiciak 
dalani  niata  pengamai,  khususnya  bila  isiilah-isiiiali  iiu  digunakan  uniiik 
melukiskan  "kcbaikan"  suaiu  lujuan  dan  bukannya  komampuan  (nciral  daii 
scgi  moral)  suaiu  mciodc  uniuk  mcncapai  lujiian  iiu.  Dan  olch  sobab 
"kcbaikan"  lujuan-iujuan  scbagian  adalali  suaiu  fungsi  kokaburannya  yang 
mengundang  konsensus  --  siapa  dapat  bcrkebcraian  iciiiadap  perdamaian  re- 
gional atau  kerjasama  internasional?  -  makin  rasional  kelihaianhya  suaiu 
lujuan  poliiik  luar  ncgcri,  makin  sedikit  rasionaliias  mongadakan  diskriminasi 
antara  rczim-rczim',  cniah  secara  linias-nasional  pada  litik  yang  sama  dalam 
vvakiu,  eniah  dalam  bangsa  yang  sama  scpanjang  wakiu."^ 


Dcmikianpun,  pcrseiujuan  mengenai  tidak  berianggungjawabnva  akibai  yang  mcndaiangkan 
malapciaka  dalam  urusan  dunia  bclum  icniu  mompcrmudah  analisa  pcbandinuan  poliiik  luar 
ncgcn  yang  ras.onal  lavvan  yang  irasional.  dari  kenyaiaan,  balnva  liada  ncgara  di  dunia,  bahkan 
Iran  Khomcuii  pun  lidak,  yang  Icbih  senang  dcngan  ponghancuran  ulobal,  lidak  dapai  disim- 
pulkan  balnva  lujuan-iujuan  poliiik  luar  ncgcri  scmua  ncgara  iiu  rasional. 
Adalah  menarik  semcn.ara  konsensus  yang  mcndukung  lujuan-iujuan  yang  jclas  bcrianggung  ja- 
wab berdasarkan  kckaburan  -  "perdamaian"  dan  "kerjasama"  scbagai  lujuan-iujuan  absirak  - 
konsensus  yang  meneniang  lujuan-iujuan  yang  jclas  irasional  ccndcrung  uniuk  dipcrkuai  denuan 
pcnneian  yang  mcnakuikan  mengenai  seperii  apakah  suaiu  "musim  dinuin  nuklir''  atau  "hari 
bcnkumya"  yang  mengcrikan.  Dalam  arii  ini,  silai  spcsilik  kcjaha^ian  dan  kciakjclasan 
kcbahagiaan  kcduanya  menghambai  pcngcriian,  dengan  membuai  Icbih  sulii  menvaiakan  pikiran- 
Pikiran  kcdua  mengenai  probabiliias  bencana.  aiau  jenis-jenis  perdamaian,  aiau  svarai-svarai  ker- 
jasama -  scolah-olah  lebih  baik  lidak  berdebai  mengenai  probabiliias  dan  bcniuk  Armageddon 
aiau  hrdaus  agar  akibai-akibai  ini  masing-masing  lidak  dipcrccpal  aiau  diiunda. 
Tak  benanggungjawabnya  lujuan-iujuan  yang  Icbih  biasa  dan  kurang  mengakhiri  argumen 
bcrasal  dan  suaiu  pcnilaian  ncgaiif  mengenai  akibai-akibai  lujuan-iujuan  iiu  scbagai  sebab 
akibai-ak.bai  yang  Icbih  lanjui.  Periumbuhan  ckonomi  dan  pcriahanan  nasional  adalah  lujuan- 
ujuan  Amenka  yang  lak  bcrianggungjawab,  uniuk  menguraikan  dengan  kaia-kaia  sendiri 
laporan  Club  of  Rome,  sejauh  yang  pcriama  mcnguras  dan  mcngoiori  sumber-sumber  dava  global 
scmcniara  yang  kcdua  mengancam  akan  mcniadakan  umai  manusia.  Rasionaliias  vang'berkisar 
pada  lujuan  dalam  arii  planeiar  akhir  ini  adalah  suaiu  argumen  moral  melawan  bunuh  diri. 

Ltk'h[rii'.''rh"r.''''^'''''  t""'"'  "^"-'^"''^^  diandaikan  akan 

ak    d .1     \  K    .T"''''  '  asumsi-asumsi  yang  menghubungkan 

aitkf  '^'^"^  ^"^'^  Apakah  pereneanaan  dan  pcrlucuian  seniaia 

Kaiakan  scbagai  lawan  sponianiias  dan  pcnangkalan  -  pcrlu  uniuk  kclangsungan  hidup  umai 
manusia  iciap  merupakan  suaiu  persoalan  yang  dapai  diperdebaikan  secara  konsiruklir. 

da'karf  S!^'"'""".''?  ^^^^"r^^^"^'  ^-^an  kaia  lain,  dengan  mcngeiahui  akibai-akibai  lin- 
ler  0         1      T        .  '''"^^^  ^"^'"'^  (ealaelysm)  yang  di.akuli 

rlcia    d,  han  dcpan,  dan  bahwa  oleh  sebab  iiu  akan  sclalu  ada  kemungkinan  yang^ard  m 

urusan  luar  negcn.  Sebahknya.  besarnya  laruhan  mewajibkan  siudi  il„,iah  mengenai  poliiik  luar 
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Dari  sudut  pandangan  Soekarno,  ancaman  yang  sebenarnya  terhadap  per- 
damaian  regional  tidak  datang  dari  Jakarta  dan  perlawanannya  terhadap  usul 
federasi  Malaysia,  tetapi  dari  usul  itu  sendiri  dan  para  sponsornya.  Ekses- 
ekses  retorikanya  di  telinga  orang  Barat  kedengaran  nyans  sebagai  kenbutan 
orang  gila  yang  kelihatannya  menyangkal  gagasan  perdamaian  regional  itu 
sendiri  untuk  tidak  menyebutkan  maksud  mengganggu  stabihtas  di  belakang 
infiltra'si  personal  militer  Indonesia  di  Kalimantan  Utara  atau  di  seberang 
Selat  Malaka.  Akan  tetapi  di  bawah  bombas  kata-kata  itu  dan  serangan- 
serangan  yang  kadang-kadang  dilakukan  sehubungan  dengan  Konfroniasi 
dengan  Malaysia  pada  tahun  1960-an  terdapat  keprihatinan  keamanan  yang 
masih  kelihatan  di  bawah  permukaan  kata-kata  dan  perilaku  pohtik  luar 
negeri  Indonesia  pada  tahun  1980-an  yang  banyak  berbeda  secara  menyolok. 

Dengan  memasukkan  pangkalan  militer  Inggris  yang  utama  di  Asia,  dan 
dengan  mengikat  tetangga  Indonesia  secara  ekonomi  dan  mihter  dengan  Lon- 
don, proyek  Malaysia  itu  kelihatan  mensahkan  dan  memperpanjang  peluang 
bagi'  intervensi  negara  besar  di  kawasan,  sehingga  prospek  perdamaian 
regional  dipersulit.  Terlepas  dari  gagasan  yang  menyusahkan  bahwa  Malaysia 
secara  demikian  bisa  mempermudah  suatu  "strategi  Singapura"  kelak  atas 
nama  kepentingan-kepentingan  imperialis,  sifat  "Cina"  pulau  itu  menim- 
bulkan  pertanyaan  apakah  penyatuan  Serawak  dan  Sabah  dengan  Malaya, 
bukannya  menenggelamkan  Singapura  dalam  suatu  laut  Malaya,  melainkan 
bisa  memberikan  dukungan  yang  lebih  besar  di  Laut  Cina  Selatan  pada  usaha 
melaksanakan  maksud-maksud  "Cina"  di  kawasan,  termasuk  akses  yang 
lebih  luas  dan  bisa  mengganggu  stabilitas  pada  minoritas  etnis  Cina  Indonesia 
sendiri.  Akhirnya,  dengan  membuka  kemungkinan  bahwa  pasukan  Inggris 
dan  Malaysia  dapat  digunakan  di  lain  tempat  di  Asia  Tenggara,  tanpa  kon- 
sultasi  lebih  dahulu  dengan  Indonesia,  perjanjian  pertahanan  bilateral 
Malaysia  dengan  Inggris  lampak  mengurangi  ruang  tanggung  jawab  Indonesia 
untuk  keamanan  di  kawasan., 

Poliiik  luar  negeri  Orde  Baru  menggemakan  masing-masing  keprihatinan 
ini:  konsep  "kciahanan  nasional"  (lihal  bawah)  dan  ZOPFAN  (Asia  Teng- 
gara sebagai  zona  damai,  bebas  dan  netral),  yang  tertanam  teguh  dalam  kosa 
kata  poliiik  luar  negeri  Indonesia  pada  tahun  1970-an  dan  1980-an, 
mengungkapkan  kembali  keinginan  Soekarno  untuk  memperkuat  kemam- 
puan  kawasan  untuk  mcneniang  ketcrlibatan  dalam  konflik-konflik  super- 
power.^  Kccuali  jumlah  "liga"  di  mana  harus  terdapat  "enam,"  pernyataan 


'Sebagai  jawaban  bisa  dii<aial<an  baiiwa  Prcsidcn  Soekarno  selama  Konfroniasi  adalaii  "pro- 
Soviet"  dan  balivva  oleii  scbab  ilu  pengura'ngan  penctrasi  Asia  Tenggara  oieh  superpower  biikan- 
lah  liijuannya.  Tetapi  selain  daripada  bukti,  sesudali  kampanye  Irian  Barat,  bahwa  hubungan  Ja- 
karta dengan  Moskwa  menjadi  dingin,  sedangkan  luibungannya  dengan  Beijing  menjadi  hangat, 
kita  harus  ingat  bahwa  pada  taiiun  1960-an  pihak  Soviet  dalam  Perang  Dingin  masih  sangat  ku- 
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hcrikui  bisa  dibuai  bukan  olch  peminipin-pemimpin  Indonesia,  Malaya,  dan 
Pilipina  pada  tahun  1963  aias  nama  "Maphilindo"  leiapi  oieh  mereka  dan 
rekan-rekan  meieka  dari  Brunei,  Singapura,  dan  Muangthai  pada  lahun  1984 
aias  nama  ASEAN:  "Tanggung  jawab  untuk  menyelamatkan  kemerdekaan 
nasional  keiiga  negaia  iiu  dan  perdamaian  serta  keamanan  di  kawasan  mereka 
periama-tama  lerletak  di  tangan  pemerintah-pemerintah  dan  rakyat  negara- 
ncgara  yang  bersangkuian"  (Indonesia  1964:  31;  seperti  dikutip  oleh  Leifer 
1983:  88). 

Berlawanan  dengan  pengaitan  politik  luar  negeri  yang  menyeleweng 
dengan  oknum-oknum  Dunia  Ketiga  yang  menyimpang,  perlawanan  Soekar- 
no  terhadap  keanggotaan  Singapura  dalam  Malaysia  adalah  sungguh-sungguh 
non-rasial.  Tetapi  antipati  Indonesia  terhadap  bergabungnya  Singapura 
dengan  Malaysia  mengungkapkan,  khususnya  di  kalangan  militer 
kekhawatiran  bahwa  komposisi  etnis  Singapura  bisa  mempermudah  ekspansi 
orang-orang  Cina  perantauan,  atau  ekspansi  Cina  di  luar  negeri  -  dan 
kecungaan  bahwa  prospek-prospek  iiu  bisa  saling  mendatangkan  secara  yang 
merugikan  perdamaian  regional.  Keprihatinan  semacam  itu  juga  tidak  mereda 
dalam  benak  militer  akibat  kedudukan  strategis  Singapura  dalam  suatu  negara 
baru  yang  akan  berlokasi  mengangkang  pada  gerbang  kepulauan  Indonesia 
yang  sangat  banyak  dilewati. 

Kekhawatiran  serupa  masih  merupakan  ciri  pemikiran  lokoh-tokoh  In- 
donesia, khususnya  karena  kini  lebih  banyak  lagi  jenderal  telah  menjadi 
poliiisi. 

Kami  tidak  bermaksud  memperkecil  arti  pergeseran  pada  tahun  1965-1966 
dan  Singapura  ke  Beijing  sebagai  sasaran  terbuka  permusuhan  Jakarta  atau- 
pun  meremehkan  dalamnya  pendekatan  yang  dicapai  Singapura  dan  In- 
donesia dalam  tubuh  ASEAN.  Tetapi  huru-hara  yang  terjadi  di  Indonesia 
tahun  1968  untuk  memprotes  Singapura  menggantung  dua  orang  marinir  In- 
donesia untuk  tindakan-tindakan  sabotase  yang  dilakukan  dalam  Konfron- 
iiisi;  keengganan  Indonesia  untuk  mengizinkan  Singapura  membuat  mesin 
dengan  sedikit  tenaga  kuda  untuk  pasaran  kepulauan;  dan  berlanjutnya 
kerawanan  warga  negara  Indonesia  keturunan  Cina  terhadap  kekerasan 
sporadis  -  semuanya    itu  menunjukkan  berlanjutnya  kekhawatiran  rasial 
sebagai  suatu  kondisi  di  bawahnya  yang  relevan  untuk  kebijaksanaan  Jakarta 
dari  Beijmg  tidak  lagi  begitu  jauh  satu  sama  lain  seperti  menyusul  penggantian 
Orde  Lama  oleh  Orde  Baru  secara  berdarah.  Tetapi  sampai  hubungan 

vTefna'^T'beiin' '"'""^■''"■'"r^'  clibandingkan  dengan  .erliba.nya  An,erika  dalam  pcrang  di 
g         besar,  aiau  set.dak-ndaknya  paling  langsung,  terhadap  perdamaian  regional. 
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diplomasi  dicairkan,  orang  dapat  meragukan  derasialisasi  "fakior  Cina" 
dalam  politik  luar  negeri  Indonesia. 

Akhirnya,  ketika  Soekarno  menafsirkan  perdamaian  regional  dari  segi 
tanggung  jawab  khusus  Indonesia  untuk  keamanan  lingkungan  Asia  Teng- 
gara,  dan  secara  implisit  menyatakan  bagi  negaranya  suaiu  status  yang  sesuai 
deng'an  ukuran  dan  sumber-sumber  dayanya,  ia  membuat  suatu  caiatan  lain 
yang  akan  bertahan  lebih  lama  daripada  pemerintahannya.  Kadang-kadang 
implikasi  ini  diungkapkan  secara  tak  jelas,  seperti  dalam  penegasannya  bahwa 
Indonesia  berhak  untuk  diajak  berkonsultasi  mengenai  perubahan-perubahan 
dalam  status  quo  regional  dan  tanggung  jawab  "utama"nya,  bersama  Pilipina 
dan  Malaya,  untuk  melindungi  keamanan  regional  (Soekarno  1963b:  594). 
Pada  kesempatan-kesempatan  lain,  jurubicara  pemerintah  tidak  begitu 
berhati-hati,  seperti  ketika  menteri  penerangan  Soekarno  membela  Konfroii- 
tasi  dari  segi  panggilan  bangsa  Indonesia,  yang  lima  dan  sepuluh  kali  lebih 
besar  dari  bangsa  Pilipina  dan  Malaya,  untuk  menjadi  kekuatan  "terkemuka" 
di  Asia  Tenggara  (Abdulgani  1963).  • 

Bukan  maksud  kami  membesar-besarkan  paralel  antara  ASEAN  dan 
Maphilindo.  Pada  tahun  1985,  ASEAN  akan  berusia  dua  dasawarsa.  Pada 
tahun  1963,  gagasan  Maphilindo  belum  berusia  dua  bulan  sebelum  dijadikan 
huruf  mati  oleh  kesadaran  Jakarta  bahwa  negara  yang  paling  besar  potensinya 
di  kawasan  tidak  mampu  mencegah  pembentukan  Malaysia. 

Namun,  kebijaksanaan-kebijaksanaan  luar  negeri  Orde  Baru  terus  menun- 
jukkan  apa  yang  oleh  Leifer  (1983)  dengan  tepat  disebut  suatu  perasaan 
"regional  entitlement"  (hak  regional).  Ilustrasinya  adalah  usaha  pemerintah 
Soeharto  untuk  mensahkan  dan  melaksanakan  Wawasan  Nusantara  --  suatu 
pengertian  kedaulatan  maritim  yang  berawal  tahun  1950-an,  menuntut  pem- 
buatan  suatu  peta  mariiim  Asia  Tenggara  yang  baru,  dan  bisa  digunakan  un- 
tuk menjauhkan  dari  Singapura  satu-satunya  hal  yang  dibutuhkan  ekonomi 
pulau  yang  terkurung  landasan  kontinental  itu:  perdagangan. 

Akhirnya  perlu  diingat  rasionale  resmi  di  belakang  integrasi  Timor  Timur 
dengan  kekerasan  pada  tahun  1965-1976  menjadi  bagian  Indonesia.  Seperti 
dilerangkan  oleh  harian  Angkatan  Darat,  Beriia  Yudha  bulan  Agustus  1974, 
lebih  dari  setahun  sebelum  invasi  itu,  Indonesia  tidak  menginginkan  bekas  ja- 
jahan  Portugis  iiu  menjadi  "milik  atau  alat  untuk  kcpeniingan  negara-negara 
besar,  yang  bisa  mcngganggu  lingkungan  tetangga  kita  tanpa  kita  sadan 
sccukupnya  untuk  mcnghindarinya"  (dikuiip  oleh  MacDonald  1980:  194). 


''Argumen  ini  lidak  dimaksud  untuk  mengisyaratkan  baiuva  hubungan  kcbijaksanaan  In- 
donesia icrliadap  Cina  mcinpunyai  dan  tciap  mcnipunyai  segi  rasial  scliingpa  icniu  irasionai. 
Mengenai  soal  "kebijaksanaan  konvensionai"  kedua  ini  liiiai  uraian  beiikumya. 
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Sepuluh  tahun  lebih  dahulu,  dalam  referensi  pada  Singapura,  pers  Soekarno 
bisa  menulis  hal  yang  sama  -  dengan  perbedaan  pokok  bahwa  sementara  kaum 
kapitalis-imperialis  Barat  bisa  bersembunyi  dalam  kuda  Troya  Singapura, 
Timor  yang  miskin  mengandung  suatu  kekosongan  yang  bisa  diisi  oleh  kaum 
Marxis-Leninis  dalam  liga  dengan  Uni  Soviet  atau  RRC. 

Terlepas  dari  kesinambungan  yang  diisyaratkan  oleh  tema-tema  ini  dalam 
politik  luar  negeri  Indonesia--  perhatian  untuk  otonomi  regional,  perasaan  hak 
regional  dan  keengganan  lerhadap  kantong-kantong  (agar  tidak  digunakan 
sebagai  batu  loncatan  untuk  campur  tangan  oleh  negara-negara  luar)  -  harus 
dikatakan  bahwa  dalam  kata  maupun  tindakan  Soekarno  tidak  jelas  lebih 
suka  dengan  perang  regional  daripada 'dengan  perdamaian  regional.  Seperti 
retorikanya  selama  Konfrontasi  silih  berganti  antara  militansi  dan  moderasi 
(lihat  Soekarno  1963a:  275-277,  285;  1963b:  593),  demikianpun  tindakan- 
tindakannya  mencakup  infiltrasi  maupun  perundingan. 

Dan  kalau  politik  luar  negeri  Orde  Lama  tidak  selalu  suka  perang,  politik 
luar  negeri  Orde  Baru  juga  tidak  suka  damai  secara  seragam.  Kalau  perluasan 
kedaulatan  Indonesia  ke  Timor  Timur  dengan  kekerasan  dapat  dikatakan 
kurang  membahayakan  perdamaian  regional  -  yaitu  internasional  -  daripada 
konfrontasi  Soekarno  terhadap  Malaysia,  hal  itu  bukanlah  karena  yang  per- 
tama  itu  dilakukan  dengan  lebih  sedikit  kekerasan  dan  kerusakan.  Sebaliknya, 
perebutan  Timor  Timur  itu  ternyata  jauh  lebih  berdarah  daripada  serangan- 
serangan  lintas  perbatasan  Soekarno,  dan  ekornya  jauh  lebih  destruktif. 

Pada  tahun  1984,  hampir  setahun  setelah  Timor  Timur  dikuasai, 
hubungan  antara  Indonesia  dan  Australia,  sekalipun  lebih  baik  dari  sebelum- 
nya,  tetap  tegang,  karena  setiap  laporan  berkala  mengenai  penindasan  atau 
kekerasan  di  pulau  itu  merangsang  kembali  sayap  kiri  Partai  Buruh  Australia 
yang  berkuasa  untuk  menekan  Canberra  agar  mengambil  garis  yang  lebih 
keras  terhadap  Jakarta.  Di  Port  Moresby,  koalisi  pimpinan  PM  Michael 
Somare  mengalami  tekanan  serupa  dari  politisi  yang  dibuat  marah  oleh 
pelanggaran  terhadap,  dan  arus  pengungsi  melintasi,  perbatasan  barat  Papua 
New  Guinea  -  kejadian-kejadian  yang  mengungkapkan  kampanye  ABRI 
melawan  0PM  di  Irian  Jaya.  ^ 

1 

Di  PBB  pada  bulan  Oktober  1984,  Menteri  Luar  Negeri  Vanuatu 
memberikan  peringatan  terhadap  ekspansionisme  Indonesia  di  kawasan 
Pasifik  dan  menguttfk  pelanggaran-pelanggaran  hak  asasi  di  Timor  Timur.  la 
juga  mengutuk  kekerasan  resmi  di  "Papua  Barat"  (Irian  Jaya),  yang 
dikatakannya  bukan  bagian  sah  Indonesia  dan  harus  diberi  kemerdckaan  (In- 
donesian Reports  (IR)  1984:  20).  Pada  bulan  November-Desember,  sementara 
imphkasi-imphkasi  politik  luar  negeri  dekolonisasi  Caledonia  dengan 
kekerasan  tidak  jelas,  termasuk  di  dalamnya  prospck  pcrlawanan  yang  lebih 
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besar  terhadap  segala  tanda  ambisi  regional  Indonesia  di  antara  pulau-pulau 
Pasifii<  yang  merdeka. 

Kalau  pada  tahun  1964,  Indonesia  dan  Malaysia  saling  berhadapan  sepan- 
jang  "front  kedua  Asia  Tenggara"  (Brackman  1966),  dan  kalau  garis  konflik 
itu  telah  dihapus  oleh  diplomasi  regional  yang  menciptakan  ASEAN,  pada 
tahun  1984  orang  dapat  membayangkan  pembukaan  suatu  "front  kedua"  lain 
di  Asia  Tenggara  --  sementara  "front  pertama"  tetap  panas  di  Indocina. 

Membayangkan  berbeda  dengan  mengamati.  Tiada  petunjuk-petunjuk 
bahwa  Jakarta  akan  "berkonfrontasi"  dengan  tetangga-tetangga  tenggaranya 
yang  utama,  Australia  dan  PNG,  seperti  dilakukannya  terhadap  tetangga 
barat  lautnya,  Malaysia,  pada  pertengahan  tahun  1960-an.  Presiden  Soeharto 
sama  sekali  tidak  suka  dengan  retorika  yang  bernada  militan.  Pada  bulan 
Oktober  1984,  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  secara  eksplisit  mengatakan 
bahwa  Indonesia  tak  akan  menempuh  kebijaksanaan  "saudara  tua"  terhadap 
PNG  {IR  1984:  21). 

Tetapi  memadukan  kepentingan-kepentingan  dan  meniadakan  kecurigaan 
-  Indonesia,  Australia,  Melanesia  dan  Mikronesia  --  merupakan  tugas  yang 
harus  dilaksanakan  lama  setelah  Soeharto  meninggalkan  jabatan.  Memang, 
karena  ASEAN  merupakan  suatu  kerangka  untuk  kerjasama  "barat  laut" 
yang  tidak  mempunyai  imbangan  "tenggara"  (paling  tidak  kerjasama  yang 
jiiga  meliputi  Indonesia),  dan  sejauh  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia 
memungkinkannya  memainkan  suatu  peranan  yang  lebih  menonjol  di 
kawasan,  ketegangan  sepanjang  kemungkinan  "front  kedua"  ini  bisa 
beralasan  di  masa  depan  untuk  meningkat. 

Dalam  konteks  ini,  berkurangnya  oposisi  internasional  terhadap  cara  In- 
donesia memperlaKukan  Timor  Timur  tergambar  pada  tahun  1983  dan  1984 
ketika  Majelis  Umum  PBB,  setelah  mengecam  kebijaksanaan  Indonesia  setiap 
tahun  sejak  1975,  tidak  mengadakan  pemungutan  suara  mengenai  hal  itu  di 
mana  lawan-lawan  Jakarta  bisa  menderita  kekalahan  --  tidak  boleh  dibaca  se- 
bagai  suatu  tanda  bahwa  kontroversi  perbatasan  PNG  juga  akan  mereda,  se- 
perti berakhirnya  kampanye  Soekarno  untuk  merebut  Irian  Barat  juga  tidak 
cukup  memuaskannya  untuk  tidak  melakukan  Konfroiuasi. 

Ini  sama  sekali  bukan  soal  mempersonifikasi  Indonesia  seperti  didorong 
oleh  nafsu  menguasai  wilayah  yang  tidak  terbatas.  Melainkan  meramalkan 


''Seminggu  kemudian,  Presiden  Soeharto  mengatakan  kepada  Sultan  Brunei  yang  berkunjung 
bahwa  selama  negara  Indonesia  bctdasarkan  Pancasila,  tidak  akan  ada  ckspansi  ke  arah  itu  (IR 
1984:  28).  Selain  niiainya  sebagai  jaminan,  yang  menarik  mengenai  pernyaiaan-pcrnyataan  ini 
ialah  bahwa  para  pemimpin  Indonesia  merasa  terpanggil  untuk  membuatnya. 
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bahwa  penonjolan  Indonesia  hampir  pasti  akan  terjadi  sebagai  tanggapan 
terhadap  persepsi  ketidakamanan  dalam  negeri. 

Persepsi  ketidakamanan  dalam  negerilah  unsur  bersama  di  belakang  Kon- 
frontasi  tahun  1960-an,  integrasi  Timor  Timur  tahun  1970-an  dan  kesulitan- 
kesulitan  perbatasan  dengan  PNG  pada  tahun  1980-an.  Soekarno  benar-benar 
takut  akan  suatu  ketidakseimbangan  kekuasaan  yang  merugikan  Indonesia, 
la  tidak  melupakan  bahwa  Singapura  digunakan  oleh  pihak  pemberontak 
dalam  perang  saudara  Indonesia  sebagai  suatu  tempat  berlindung.  Soeharto 
sungguh-sungguh  takut  bahwa  suatu  Republik  Timor  kiri  yang  merdeka  bisa 
menjadi  suatu  pangkalan  untuk  mengganggu  stabilitas  Indonesia,  karena  pu- 
lau  itu  pada  tiga  sisi  dikelilingi  wilayah  Indonesia,  seperti  ia  takut  sungguh- 
sungguh  bahwa  bila  tidak  ditumpas,  OPM  bisa  melepaskan  Irian  Jaya  dari  In- 
donesia. 

Bukan  maksud  kami  membenarkan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  In- 
donesia. Ketakutan  yang  sungguh-sungguh  belum  tentu  rasional,  dan  bahkan 
.kalau  ketakutan  itu  realistis,  tindakan-tindakan  yang  diambil  karenanya 
bisa  saja  tidak  efektif  atau  tidak  bermoral  atau  keduanya  -  untuk  tidak 
menyebutkan  rasionalitas  atau  moralitas  pihak-pihak  Malaysia,  Timor  dan 
Papua  dalam  persengketaan-persengketaan  itu.  Teiapi  pentingnya  persepsi 
ketidakamanan  dalam  negeri  dalam  ketiga  kasus  itu  menyoroti  peranan 
faktor-faktor  dalam  negeri  dalam  politik  luar  negeri,  dan  mengisyaratkan 
bahwa  suatu  kebijaksanaan  yang  tampaknya  irasional  sebagai  suatu  tujuan 
(ekspansionisme)  boleh  jadi  rasional  sebagai  sarana  untuk  suatu  tujuan 
(keamanan)  yang  paling  tidak  didukung  secara  luas  dan  oleh  sebab  itu  mudah 
dimengerti. 

Sekali  lagi,  bukanlah  maksud  kami  mensahkan  Konfronlasi,  integrasi 
Timor  Timur  atau  penumpasan  OPM,  tetapi  kami  ingin  mcnckankan  unsur 
bersama  dalam  kebijaksanaan-kebijaksanaan  iiu,  dan  pada  wakiu  yang  sama 
mengecam  argumentasi  yang  berfokus  tujuan  untuk  rasionalitas  Orde  Baru 
dalam  politik  luar  negeri.  Pada  hcmai  kami,  para  pendukungnya  meng- 
generalisasikan  tema-iema  perdamaian  regional  dan  kerjasama  inicrnasional 
yang  merupakan  ciri  hubungan  "barat  laul"  Indonesia,  dengan  ASEAN, 
bukan  aniar-aksi  "lenggaranya,"  lewai  Timor,  dengan  Australia  dan  PNG. 
Seperti  dikemukakan  pada  awal  ulasan  ini,  orang  lidak  boleh  menganggap 
bahwa  "politik  luar  negeri"  suatu  ncgara  dengan  ukuran,  kcanckaragaman 
intern  dan  bcrmacam-macam  Iciangga  sepcrii  Indonesia  mcniiliki  suaiu 
keseragaman  yang  lidak  padanya. 

Terlcpas  dari  keadaan  hisioris  di  mana  ncgara-ncgara  Eropa  bercokol  di 
Asia  Tenggara  -  dimasukkannya  Malaya  dan  Kaiimanian  Ulara  dalam 
lingkungan  pcngaruh  Inggris,  silai  menarik  "pulau-puhui  rciupah-rcmpah" 
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bagi  Portugal,  pembagian  New  Guinea  menjadi  dua  --  terdapat  alasan-alasan 
lain  mengapa  Indonesia  timur  bisa  tetap  mcrupakan  suaiu  zona  dcngan 
ketegangan  yang  relatif  lebih  besar  daripada  ujung  barai  Nusaniara. 
Lampung-Jawa-Bali  yang  padat  penduduknya  berbeda  dengan  Halmahera 
dan  Irian  Jaya  yang  hampir  kosong;  secara  ekonomi,  sumber-sumber  daya 
laut  dan  mineral  di  bagian  timur  kurang  digali  dibandingkan  dengan  sumber- 
sumber  daya  di  bagian  barat  yang  lebih  banyak  penduduknya;  dan  secara  ei- 
nis  orang-orang  Melayu  Indonesia  barat-tengah  dapat  dibedakan  dengan 
ora'ng-orang  Melanesia  di  ujung  timur.  Bahkan  dari  segi  agama,  kekuatan 
Islam  yang  mulai  di  Sumatra,  telah  berkurang  di  Jawa,  terdesak  menjadi 
status  minoritas  di  antara  orang-orang  Maluku,  Timor,  Irian,  dan  di  aniara 
bangsa-bangsa  di  timur  yang  telah  menjadi  Kristen. 

Dari  tempat  barat  konvensional  yang  menguntungkan,  invasi  Timor  yang 
tak  bertanggung  jawab  kelihatan  ganjil  -  Soekarnois  -  dibandingkan  dengan 
pragmatisme  bertanggung  jawab  Orde  Baru  dalam  soal-soal  ekonomi  luar 
negeri.  Akan  letapi  dilihat  dari  perspektif  yang  mengakui  persepsi  keamanan 
dalam  negeri  sebagai  suatu  sumber  vital  politik  luar  negeri  Indonesia,  anomali 
itu  menghilang. 

Di  tingkat  ekonomi  nasional  di  bawah  Demokrasi  Terpimpin,  kemiskinan, 
stagnasi,  dan  inflasi  yang  menjadi  parah  karena  diabaikan,  dalam  kenyataan 
memperlemah  negara  dan  menciptakan  suatu  kekosongan  yang  mengundang 
campur  tangan  asing  dalam  aliansi  dengan  penyerobot-penyerobot  lokal  -atau 
itulah  persepsi  para  jenderal  Orde  Baru  yang  memasuki  kekosongan  itu  sendiri 
dengan  maksud  untuk  membentuk  suatu  rezim  militer  yang  kuat.  Penculikan- 
penculikan  dan  pembunuhan-pembunuhan  malam  tanggal  30  September/ 1 
Oktober  1965,  atas  perintah  PKI  dengan  dukungan  Beijing,  menegaskan 
dalam  pikiran  jenderal-jenderal  yang  selamat,  dan  terutama  dalam  pikiran 
Soeharto,   bahaya-bahaya  politik  kekacauan  ekonomi.   Dalam  arti  ini, 
kemiskinan  domestik  dan  kelalaian  Portugis  di  Timor  Timur  membangkitkan 
suatu  hantu  yang  terkenal:  apa  yang  dialami  pusat  pada  tahun  1965  bisa 
terulang  di  periferi  sepuluh  tahun  kemudian.  Dalam  menggerakkan  suatu 
pengambilalihan  militer,  pernyataan  kemerdekaan  oleh  Fretilin  pada  tanggal 
28  November  1975  dan  pembantaian  pemimpin-pemimpin  Angkatan  Darat 
oleh  G-30-S/PKI  pada  malam  keji  mereka  tahun  1965  memainkan  peranan 
sebagai  katalisalor  yang  serupa. 

Nosi  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  prioritas  politik 
menjiwai  banyak  kebijaksanaan  dalam  dan  luar  negeri  Orde  Baru,  terutama 
tekanan  atas  pembangunan  material,  keuangan  Barat  dan  kerjasama  ASEAN. 

Tidaklah  mudah  menerangkan  kesungguhan  komitmen  Presiden  Soeharto 
pada  pembangunan  ekonomi.  Apakah  keinginan  jujurnya,  tanpa  alasan  lebih 
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lanjut,  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  -  suatu  keinginan  yang 
mungkin  diperkuat  oleh  latar  belakang  pedesaannya  sendiri?  Apakah  itu  suatu 
proyeksi  jenis  pekerjaan  yang  biasa  dilakukannya  dalam  markas  besar  dan 
pengadaan  Angkatan  Darat?  Apakah  itu  mengungkapkan  minatnya  untuk 
menggariskan  suatu  kontras  yang  setajam  mungkin  antara  dirinya  dan  pen- 
dahulunya  --  dan  jika  demikian  halnya,  mengapa  ia  ingin  melakukannya, 
mengingat  bahwa  kariernya  sama  sekali  tidak  terhambat  di  bawah  Soekarno? 
Apakah  tekanan  atas  pembangunan  mengungkapkan  kesediaan  Presiden 
Soeharto  untuk  memberikan  kepada  para  ahli  ekonomi  pembangunannya 
keleluasaan  untuk  memajukan  pembangunan  ekonomi,  sementara  ia 
memusatkan  perhatiannya  pada  keamanan?  Ataukah  ia  terlalu  lemah  untuk 
menentang  prioritas-prioritas  pemerintah-pemerintah  Barat  dan  lembaga- 
lembaga  pemberi  pinjaman,  yang  sumber-sumber  dayanya  diperlukannya 
demi  kelangsungan  hidup  pemerintahnya  --  suatu  persetujuan  ala  Faust  yang 
bijaksana  demi  kepentingan  negara? 

Kami  tidak  diyakinkan  sepenuhnya  oleh  salah  satu  keterangan  ini.  Masing- 
masing  paling  banyak  hanya  sebagian  menerangkan  semangat  pembangunan 
luar  biasa  Orde  Baru.  Bagi  kami  paling  tidak  sama-sama  persuasif  adalah 
gagasan  bahwa  di  mata  Presiden  Soeharto  dan  rekan-rekan  militer  serta  sipil- 
nya  pertumbuhan  ekonomi  terutama  adalah  suatu  sarana  untuk  mengurangi 
ketidakamanan  dalam  negeri.  Dalam  arti  ini,  Orde  Baru  melaksanakan  na- 
sihat  Mohammad  Hatta  ketika  ia  menuHs  bahwa  "konsolidasi  intern  adalah 
tugas  utamanya.  Pemerintah  (Indonesia)  harus  memusatkan  perhatiannya 
pada  tugas  pembangunan  bangsa,  dan  ia  harus  menunjukkan  bukti  perbaikan 
ekonomi  dan  sosial  guna  mengimbangi  pengaruh  agitasi  oleh  kalangan- 
kalangan  radikal"  (Hatta  1953). 

Pertumbuhan  ekonomi  bukanlah  satu-satunya  sarana  yang  digunakan  oleh 
Presiden  Soeharto  untuk  menciptakan  dan  mempertahankan  keamanan  dalam 
negen.  PKI  dan  "kalangan-kalangan  radikal"  lain,  lebih  Islam  daripada  kiri 
sejak  1970-an,  telah  dihancurkan  secara  fisik  dan  dikekang  secara  ideologis. 
Pada  .tahun  1980-an,  pembersihan  massal  pertengahan  1960-an  digantikan 
penahanan  periodik  lawan-lawan  pemerintah  dan  tuntutan  agar  Pancasila 
menjadi  satu-satunya  asas  sah  organisasi.  Kalau  pertumbuhan  ekonomi  ada- 
lah 'carrot"-nya,  maka  "stick"-nya  adalah  penindasan  dan  tekanan  politik 
untuk  menyesuaikan  diri. 

Tetapi  Orde  Baru  tidak  akan  bertahan  selama  itu  tanpa  bukti  pertum- 
buhan ekonomi  yang  konkret  -  yang  dapat  ditunjukkan  oleh  Presiden  Soe- 
harto dan  yang  merembes  ke  bawah  untuk  memilih  sejumlah  besar  pegawai 
negeri  dan  pemilik  kekayaan.  Anggota-anggota  kelas  menengah  dan  mene- 
ngah  bawah  Indonesia  yang  berkembang  ini  mungkin  mengecam  sistemnya 
secara  diam-diam,  dan  kadang-kadang  tidak  begitu  diam-diam,  tetapi  kedu- 
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dukan  mereka  di  dalamnya,  keuntungan  mereka  dari  sistem  itu,  dan  keta- 
kutan  mereka  akan  alternatif-alternatifnya  memperkuat  pemerintah. 

Rasionale  ekonomi  untuk  keamanan  dalam  negeri  ini  khususnya  dapat  di- 
lihat  persis  di  bawah  permukaan  suatu  konsep  yang  sering  dikutip  para  juru- 
bicara  Indonesia  untuk  melambangkan  apa  yang  diandaikan  sebagai  per- 
juangan  Pemerintah  Jenderal  Soeharto:  gagasan  "ketahanan"  (lihat  misalnya 
Djiwandono  1984:  13-14). 

"Ketahanan"  dalam  pemakaiannya  oleh  Orde  Baru  menurut  pengertian 
kami  menempati  ruang  antara  tanggapan  militer  murni  dan  sosial-ekonomi 
murni  atas  perasaan  kerawanan  nasional  di  bawahnya  yang  arti  penting 
dan  terus-menerusnya  telah  kami  tekankan. 

Di  satu  pihak,  pertahanan  adalah  esensial  pada  apa  yang  bagaimanapun 
merupakan  suatu  rezim  militer.  Makin  kuat  angkatan  bersenjata  dan  makin 
ketat  kewaspadaannya  terhadap  musuh-musuh  potensial  asing,  makin  besar 
peluang  untuk  mempertahankan  keamanan  dalam  negeri  Indonesia.  Tetapi  se- 
mentara  penggunaan  ekstern-negatif  penjera  konvensional  untuk  mengurangi 
ancaman  dari  luar  merupakan  suatu  keharusan,  hal  itu  tidak  cukup.  Bahkan 
angkatan  bersenjata  yang  terlatih  baik  dan  maju  teknologinya  pun  tidak  dapat 
membela  suatu  kekosongan,  jangankan  di  Indonesia  di  mana  golongan  militer 
tetap  bangga  atas  asalnya  dari  rakyat  (gerilyawan)  dan  di  mana  keanekara- 
gaman  dan  kemiskinan  mengundang  campur  tangan  asing  --  bukan  militer  te- 
tapi ideologis,  politik,  ekonomi,  rasial  atau  keagamaan.  Oleh  sebab  itu  di- 
perlukan  pembangunan,  yang  dalam  konteks  ini  dapat  dibatasi  sebagai  suatu 
usaha  positif-intern  untuk  memperkuat  Orde  Baru,  tidak  dengan  mengelilingi- 
nya  dengan  senjata  modern  tetapi  dengan  memberikan  kepada  rakyatnya 
suatu  taruhan  sosial-ekonomi  yang  konkret  dalam  pertahanannya. 

Atau,  untuk  memperluas  istilah  "analogi  gadis  cantik"  yang  kurang  abs- 
trak  yang  dilaporkan  Weinstein  (1976:  42-45)  untuk  mendramatisasikan  pe- 
rasaan eHte  informannya  mengenai  sifat  menarik  dan  kerawanan  negara  me- 
reka terhadap  kekuatan-kekualan  asing.  Untuk  beriahan  di  suatu  dunia 
srigala,  seorang  gadis  bisa  membawa  senjata  untuk  menjera  para  penyerang- 
nya,  atau  ia  bisa  mendapatkan  cukup  banyak  uang  uniuk  memilih  teman- 
temannya;  telapi  jaminan  jangka  panjangnya  yang  lerbaik  terletak  pada  ke- 
duanya. 

Pendek  kaia,  ketahanan  dalam  arti  khusus  ini  menganjurkan  kombinasi 
pertahanan  dengan  pembangunan.  Dalam  generalisasinya  untuk  mencakup 
tetangga-teiangga  Indonesia,  seperti  sering  dilakukan  dalam  pengumuman- 
pengumuman  politik  luar  negeri  Indonesia,  ketahanan  berarti  bahwa  otonomi 
ASEAN  bukan  saja  bersandar  pada  kemampuan  fisik  suatu  negara  anggota 
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untuk  melindungi  perbatasannya  tetapi  juga  pada  kemampuan  ekonominya 
untuk  memberikan  alasan-alas^n  material  kepada  penduduknya  untuk  me- 
lawan. 

Pemaduan  rasionale-rasionale  ini  terungkap  dalam  apa  yang  bisa  disebut 
"dwi-fungsi"  ASEAN.  Mula-mula  suatu  pengelompokan  sosial-ekonomi,  dan 
kemudian  (menyusul  jatuhnya  Saigon)  terpaksa  menjadi  suatu  masyarakat 
keamanan  (Djiwandono  1983:  24),  perhimpunan  itu  berhasil  sebagian  besar 
berkat  kesediaan  para  anggotanya  untuk  membiarkan,  atau  paling  tidak  un- 
tuk tidak  menguji,  kontradiksi  antara  kedua  peranannya  itu.  Dari  perspektif 
ini,  yang  menerangkan  penolakan  para  pemimpin  ASEAN  untuk  menjadikan- 
nya  suatu  aliansi  militer  atau  suatu  uni  ekonomi  bukanlah  ketidakmampuan 
mereka  berhubungan  baik  satu  sama  lain  atau  mengkompromikan  kepen- 
tingan  mereka  masing-masing,  tetapi  pengertian  realistis  mereka  bahwa  oto- 
nomi  organisasi  terutama  bergantung  pada  kekuatan  anggota  masing-masing 
anggotanya. 

Artinya,  seperti  cinta  kasih,  ketahanan  mulai  di  rumah.  Lihat  kegagalan  di 
Pilipina.  Di  situ  Ferdinand  Marcos  dan  rekan-rekannya  bukannya  membangun 
suatu  Masyarakat  Baru,  tetapi  rupanya  memperlemah  masyarakat  lama  dan 
secara  demikian  mempermudah  munculnya  suatu  oposisi  legal  yang  massif 
dan  pemberontakan  yang  paling  berhasil  di  Asia  Tenggara  di  luar  Kampuchea. 
Jenderal-jenderal  di  Jakarta  yang  menaruh  minat  atas  politik  luar  negeri, 
kami  berani  mengatakan,  lega  bahwa  ASEAN  tidak  banyak  melibatkan  eko- 
nomi atau  pertahanan  Indonesia  dalam  ekonomi  dan  pertahanan  Pilipina. 

Ketergantungan  Orde  Baru  pada  bantuan,  keuangan  dan  investasi  Barat 
sepmtas  lalu  tampak  bertentangan  dengan  keterangan-keterangan  ini.  Kalau 
keinginan  akan  otonomi  dan  ketakutan  pada  kantong-kantong  berarti  men- 
cegah  campur-tangan  negara  besar,  bagaimana  tujuan  itu  bisa  dilayani  oleh 
suatu  kebijaksanaan  yang  mempertahankan  Indonesia  terbuka  bagi  penasihat- 
penasihat  ekonomi,  perusahaan-perusahaan  swasta,  pemerintah-pemerintah 
pemben  bantuan  dan  lembaga-lembaga  keuangan  internasional  Barat?  Bagai- 
mana ikatan-ikatan  itu  dapat  mendorong  konsensus  nasional  berdaulat  yang 
terkandung  dalam  "ketahanan"  kalau  semuanya  itu  hanya  memperkuat  sifat 

duahstis"  (ganda)  ekonomi  Indonesia,  dengan  memperlebar  kesenjangan  an- 
tara kota  dan  desa,  dan  dengan  menciptakan  atau  memperkuat  di  daerah  pan- 
tai  dan  pegunungan  kantong-kantong  kegiatan  -  komersial-industrial  peng- 
galian  sumber  daya,  pembangkitan  tenaga  listrik,  agro-industri,  terarah  pada 
ekspor  -  yang  menjadi  semakin  asing  atau  parasitik  sehubungan  dengan  pe- 

u^^'^^.c^^  ''"''^"^  berkembang  di  sekitarnya?  Dengan  komitmen  IGGI 
sekitar  US$2,5  milyar  setahun  dan  meningkai,  bagaimana  politik  luar  negeri 
Indonesia  yang  dinyatakan  "bebas  dan  merdeka"  dapat  lolos  dari  kompromi? 
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Suatu  jawaban  preliminer  adalah:  Tidak  dapat.  Secara  ekonomi,  Indo- 
nesia lebih  banyak  bergantung  pada  Amerika  Serikat  daripada  Uni  Soviet. 
Keputusan-keputusan  ekonomi  yang  diambil  di  Washington  --  oleh  cabang 
eksekutif  atau  legislatif  Pemerintah  Amerika  Serikat,  oleh  Bank  Dunia  atau 
Dana  Moneter  Internasional  --  jauh  lebih  berarti  daripada  keputusan-kepu- 
tusan yang  dicapai  di  Moskwa.  Tahun-tahun  belakangan  ini  tiada  negara 
ASEAN  kecuali  Pilipina  yang  memikul  beban  pelayanan  hutang  luar  negeri 
(kebanyakan  kepada  kreditor-kreditor  Barat)  yang  lebih  berat  sehubungan  de- 
ngan  ekspornya  atau  melakukan  suatu  bagian  perdagangannya  yang  lebih 
besar  dengan  Amerika  Serikat. 

Secara  sadar  atau  tidak,  dalam  memutuskan  apa  yang  akan  dikatakan  atau 
dilakukan  mengenai  suatu  soal  luar  negeri  yang  penting  terhadap  rekan-rekan 
mereka  di  Washington,  para  pejabat  Indonesia  memperhatikan  ketergan- 
tungan  ini.  Tidak  dapat  dikatakan  bahwa  Jakarta  bersekutu  dengan  Amerika 
Serikat  melawan  Moskwa  secara  seragam  dalam  persoalan-persoalan  atau 
secara  konsisten  sepanjang  waktu.  Tetapi  karena  tindakan-tindakan  Amerika 
Serikat  secara  ekonomi  mempunyai  pengaruh  yang  jauh  lebih  besar  atas  In- 
donesia daripada  tindakan-tindakan  Uni  Soviet,  kepentingan  dan  pandangan 
Amerika  Serikat  lebih  sering  dan  lebih  penuh  diwakili,  sebagai  batas-batas 
yang  dimengerti  kalau  bukan  pilihan-pilihan  eksplisit,  dalam  proses  pengam- 
bilan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  luar  negeri  Indonesia. 

Seperti  kami  kemukakan  di  atas,  ada  godaan  untuk  menafsirkan  kemi- 
ringan  ke  arah  Washington  ini  sebagai  usaha  mengejar  suatu  tujuan  rasional: 
bahwa  masuk  akallah  bersahabat  dengan  ekonomi  yang  paling  kuat  di  dunia. 
Logika  serupa  melandasi  godaan,  dalam  menilai  kebijaksanaan-kebijaksa- 
naan luar  negeri  Cina,  untuk  menyimpulkan  bahwa  Deng  Xiaoping  membuat- 
nya  lebih  rasional  dengan  mengganti  tujuan  swasembada  nasional  Mao 
Zedong  yang  tak  bertanggung  jawab  dengan  tujuan  kerjasama  internasional 
yang  bertanggung  jawab.  Tetapi,  seperti  kami  kemukakan  pula,  godaan  itu 
harus  dilawan. 

Lihat  waktu  ketika  swasembada  dan  non-kerjasama  dengan  Barat  sama 
sekali  rasional  dalam  arti  yang  berfokus  sarana  bahwa  kebijaksanaan-kebi- 
jaksanaan semacam  itu  secara  efektif  menunjang  tujuan-tujuan  yang  lebih 
penting.  Dalam  periode  Tokuga'wa,  isolasi  Jepang  yang  dipilihnya  sendiri 
membantu  menyatukan  masyarakat,  memperkuat  identitas  dan  secara  demi- 
kian  mempermudah  suatu  jenis  ketahanan  yang  bila  tidak  ada  penyesuaian 
negara  itu  dengan  jaman  modern  akan  jauh  kurang  berhasil  -  hal  itu  meng- 
ingatkan  bagaimana  kelemahan  intern  dinasti  Qing  yang  dekat  mempermudah 
pemecahannya  oleh  imperialisme  Barat.  Lebih  belakangan,  dilihat  sebagai 
sarana  untuk  mempertahankan  keamanan  dalam  negeri  dan  rezim  Ne  Win 
dari  kemungkinan  sekongkolan  antara  kepentingan-kepentingan  negara- 
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negara  besar  di  luar  Birma,  dan  kantong-kantong  etnis  keagamaan  atau  ideo- 
logi  yang  memberontak  dalam  negeri,  Pemerintah  Rangoon  mirip  dengan  se- 
orang  tuan  rumah  bijaksana  dan  bukan  seorang  pertapa  yang  gila  --  hal  itu 
mengingatkan  sumbangan  Cina  di  bawah  Mao  dan  Kuomintang  yang  didu- 
dung  Amerika  Serikat  pada  tumbuhnya  regionalisme  dan  keadaan  tanpa  hu- 
kum  di  Utara. 

Sebaliknya,  dapat  dimengerti  bahwa  Vietnam  pro-Soviet,  karena  dengan 
mengandalkan  Moskwa,  Hanoi  memperkuat  keunggulannya  di  Kampuchea 
dan  otonominya  terhadap  Cina  --  karena  ingat  bahwa  kedua  sasaran  itu  lebih 
penting  bagi  pemimpin-pemimpin  Vietnam  daripada  sikap  non-blok  yang 
simetris,  dalam  sengketa  Cina-Soviet  atau  Soviet-Amerika,  atau  daripada 
jenis  pertumbuhan  ekonomi  yang  bisa  dipermudah  oleh  bantuan  dan  kredit 
Barat.  Kebijaksanaan  Vietnam  juga  tidak  dapat  dibuat  tampak  irasional  de- 
ngan mengatakan  bahwa  ketegaran  Hanoi  itu  bunuh  diri  ~  yaitu,  dengan  me- 
nyerukan  rasionalitas  tujuan  tata  yang  lebih  tinggi  -  kalau  Vietnam  memper- 
tahankan  keunggulan  di  Kampuchea  dan  berhasil  membela  diri  terhadap 
Cina.  Hanoi  bukan  saja  berhasil  melakukannya  sejauh  ini  tetapi  melakukan- 
nya  sambil  mempertahankan  kekuasaan  dalam  negeri  yang  kukuh  dan  bahkan 
meningkatkan  produksi  pertanian. 

Kembali  ke  Indonesia,  kontradiksi  yang  jelas  antara  kerjasama  Orde  Baru 
yang  "miring"  dengan  negara-negara  Barat  sebagai  sarana  dan  tujuan  oto- 
nomi  serta  non-campur  tangan  sebagai  tujuan  dapat  dipecahkan  dengan  be- 
berapa  cara. 

Pertama,  Indonesia  mendapat  keuntungan  dari  pecahnya  kedua  kubu  yang 
dianggap  monolit  yang  pernah  membatasi  locus  gerakan  non-blok:  "blok 
komunis"  di  satu  pihak  lawan  "dunia  bebas"  di  lain  pihak.  Persis  seperti 
ASEAN  mendapat  keuntungan  dari  perpecahan  Cina-Soviet  untuk  menentang 
pelanggaran  kedaulatan  Kampuchea,  demikian  pun  Indonesia  menyambut 
baik  investasi  Jepang  sebagian  untuk  mengurangi  ketergantungannya  pada 
Amerika  Serikat. 

Kedua,  boom  minyak  tidak  banyak  menekan  prioritas  yang  oleh  Presiden 
Soeharto  dan  para  teknokratnya  diberikan  kepada  produksi  pertanian  dan 
pembangunan  pedesaan.  (Bandingkan  kasus  Nigeria,  suaiu  kekuatan  regional 
am  dengan  keingman  akan  otonomi  regional  dan  perasaan  hak  regional  Di 
Lagos  mmyak  menjadi  suatu  alasan  untuk  praktis  melupakan  pertanian  dan 
sebagai  akibatnya  Nigeria  menjadi  negara  pertama  pada  tahun  1984  untuk 
memecahkan  persatuan  OPEC,  alat  kemakmurannya  sendiri.)  Sekalipun 
kadang-kadang  dihambat  oleh  kesalahan  dan  penghamburan,  usaha  peme- 
nnlah  di  daerah  pedesaan  untuk  memperluas  dan  memperbaiki  kesempatan- 
kesempatan  dan  prasarana  dalam  pertanian,  perdagangan,  pendidikan  dan 
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pengangkutan  ikut  memperlambat  "dualisasi"  ekonomi,  bukan  dengan 
mengutamakan  kepentingan-kepentingan  pedesaan  tetapi  dengan  memper- 
banyak  keterkaitan  antara  kota  dan  pedalaman. 

Keliga,  "kemiringan"  Indonesia  ke  Barat  adalah  suatu  soal  gaya  maupun 
isi.  Di  sini  terletak  suatu  penerapan  sangat  praktis  dari  apa  yang  di  mata  Barat 
tampak  sebagai  suatu  jenis  kesopanan  Jawa  yang  misterius.  Reputasi  In- 
donesia yang  dibina  dengan  saksama  sebagai  "anggota  diam"  OPEC,  misal- 
nya,  ikut  membina  suatu  kesediaan  di  Washington  untuk  melupakan  bagai- 
mana  politik  luar  negeri  Indonesia  bisa  dianggap  bermusuhan  dengan  ke- 
pentingan-kepentingan Amerika  Serikat. 

Keempat  dan  akhirnya,  dengan  memperluas  argumentasi  untuk  konteks 
sejarah  yang  kami  ajukan  untuk  kebijaksanaan-kebijaksanaan  luar  negeri  lain, 
kerjasama  Orde  Baru  dengan  Barat  mempunyai  anteseden-anteseden  yang 
berguna  untuk  diingat: 

Sebagai  Wakil  Presiden  waktu  itu,  Mohammad  Hatta  yang  mencetuskan 
dan  mengembangkan  gagasan  politik  luar  negeri  yang  "bebas,"  "aktif"  dan 
"merdeka"  bagi  negaranya,  dalam  berbuat  demikian  lebih  memikirkan  untuk 
menjauhkati  Jakarta  dari  Moskwa  daripada  dari  Washington  atau  Barat. 
Dalam  konteks  usahanya  membela  perundingan  dengan  Belanda  dan  se- 
rangannya  terhadap  gagasan  bahwa  Indonesia  harus  bersekutu  dengan  Uni 
Sovietlah,  argumen-argumen  yang  ditujukan  pada  sayap  kiri  Republiknya 
yartg  masih'muda,  bahwa  Hatta  merumuskan  pada  tahun  1948  gagasan  bahwa 
Iiidpnesia  tidak  boleh  diharuskan  "memilih  antara  pro-Rusia  atau  pro- 
Amerik^  ...  tetapi  harus  merupakan  suatu  pelaku  aktif  yang  berhak  untuk 
menentukan  sikapnya  sendiri  dengan  hak  untuk  berjuang  bagi  tujuannya  sen- 
din  -  tujuan  Indonesia  yang  merdeka  sepenuhnya"  (Hatta  1951  seperti  di- 
Icutip  oleh  Leifer  1984:  20;  lihat  Kusumaatmadja  1984). 

Lima  tahun  kemudian,  Hatta  masih  mendayung  "antara  dua  karang." 
Tetapi  ia  telah  lebih  mendekati  yang  Barat.  "Indonesia,"  ia  menulis  (1953): 

"...  dikelilingi  oleh  angkaian  laul  Inggris  dan  angkaian  laut  Amerika,  yang  menguasai  Sa- 
^  mudra  Hindia  dan  Pasilik.  Teiapi  tiada  orang  yang  dapal  mengatakan  baiiwa  Inggris  dan 
,  .;'  lAmerika  Scrikal  mempunyai  maksud  jaliai  dengan  Indonesia.  Sebaliknya,  mereka  ingin  me- 
;  '  '  lihat  Indonesia  tetap  merdeka  dan  menjadi  makmur.  Bukankah  mereka  itu  sendiri  yang  ber- 
■    i^cndapat  bahwa  infilirasi  koniunisme  hanya  dapat  diccgah  dengan  meningkatkan  taraf  hi- 

dup  massa?" 

Lima  tahun  kemudian  lagi,  dukungan  asing  tersembunyi  bagi  pihak  pem- 
bcrontak  dalam  perang  saudara  negara  mereka  memungkinkan  orang-orahg 
Indonesia  percaya  bahwa  Barat  sungguh-sungguh  mempunyai  maksud  jahat 
terhadap  kemerdekaan  negara  mereka,  bahkan  mungkin  terhadap  keutuhan 
Wilayahnya.  Dengan  meningkatnya  kampanye  untuk  merebut  kembali  Irian 
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Barat,  politik  Indonesia  mulai  lebih  miring  pada  Uni  Soviet  sebagai  sumber 
bantuan  militer  dan  diplomasi,  dan  kemudian  lagi,  waktu  Konfrontasi  pada 
Cina.  Kemudian,  pada  tahun  1965-1966,  keyakinan  bahwa  Cina  bersekongkol 
dengan  PKI  untuk  menggulingkan  Pemerintah  Indonesia  mendorong  Orde 
Baru  yang  muncul  untuk  mengembalikan  pada  definisi  suatu  politik  luar 
negen  yang  "merdeka"  kemiringan  yang  diberikan  Hatta  kepadanya. 

Selain  menggambarkan  tekanan  kami  dalam  ulasan  ini  pada  sumbangan 
faktor-faktor  domestik  kepada  liku-liku  politik  luar  negeri  Indonesia  yang  ke- 
hhatannya  irasional,  munculnya  definisi  Hatta  itu  menyoroti  keselarasan  logis 
antara  "ketahanan"  yang  melayani  otonomi  dan  kerjasama  ekonomi  dengan 
Barat.  Seperti  pemimpin-pemimpin  Jepang  dalam  waktu  sebelumnya  para 
pemimpm  Indonesia  sekarang  ini  menggunakan  Barat  untuk  mengembangkan 
suatu  kemampuan  dalam  negeri  untuk  menjadi  lebih  otonom  dari  Barat 
Tanpa  keahlian  dan  modal  Barat,  sumber-sumber  daya  Indonesia  tidak  dapat 
digah;  tanpa  menggali  sumber-sumber  daya  itu,  wadah  kemerdekaan  politik 
formal  tidak  dapat  diisi  dengan  kekuatan  ekonomi  yang  nyata;  dan  tanpa  ke- 
kuatan  ekonomi,  Indonesia  tidak  dapat  mencapai  otonomi  nasional,  jangan- 
kan  melaksanakan  perasaan  mempunyai  hak  regional.  Silogisme  itu  dapat  di- 
mengerti. 

Akan  tetapi  dapat  dicatat  bahwa  politik  luar  negeri  berdasarkan  logika  ini 
bisa  atau  tidak  bisa  memajukan  perdamaian  regional.  Dalam  hal  Jepang 
kalau  identitas  Tokugawa  memungkinkan  pembaruan  Meiji,  yang  terakhir  ini 
mempermudah  militarisasi  Jepang  dan  perebutan  Asia  Tenggara  di  kemudian 
hari.  Kalau  pada  dasawarsa-dasawarsa  mendatang  Cina,  yang  menurut  pe- 
nntah-perintah  Chou  Enlai  dan  Deng  Xiaoping,  dapat  menggunakan  keter- 
bukaannya  terhadap  Barat  untuk  melaksanakan  modernisasi  pertanian  in- 
dustn,  ilmu  dan  teknologi  serta  militer,  perasaan  Indonesia  mempunyai 'hak 
regional  bisa  dibahayakan  secara  serius. 

Secara  insidental,  ini  adalah  suatu  alasan  jangka  panjang  mengapa,  ber- 
lawanan  dengan  apa  yang  dapat  diharapkan  oleh  seorang  Amerika,  dua  sa- 
habat  yang  secara  politik  anti-Soviet  dan  secara  ekonomi  "pragmatis  "  dalam 
arti  terarah  pada  pasar,  dapat  juga  tetap  tidak  bersahabat  satu  sama  lain-  dan 
mengapa^simpati  Indonesia  untuk  Vietnam  dan  aniipatinya  terhadap  Cina 
ndaklah  irasional"  dalam  arti  masing-masing  semata-mata  didasarkan  atas 
kebanggaan  revolusioner  dan  prasangka  rasial. 

Demikianpun,  dan  mungkin  juga  mengherankan  di  mata  sementara  orang 
kapnahs  t.dak  perlu  mcngurangi  kckhawatiran  Indonesia  bahwa  RRC  suatu 

i  LTmTT  ^'  ^-^'^  '^'^"S^^^^  •^'^bagai  seekor  kuda 

Troya.  Makin  borjuis  masyaraka,  di  dara.an  Cina,  makin  kecil  jarak  antara 
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para  anggota  dan  pemimpinnya  di  salu  pihak  dan  orang-orang  Qna  peran- 
[auan  atau  hoa  kiao  yang  telah  aktif  dalam  perdagangan  di  lam  pihak.  Dalam 
arti  ini  makin  besar  suksesnya,  makin  banyak  Deng  akan  mengurangi  per- 
bedaan'yang  pernah  mengisolasi  kaum  hoa  kiao  dari  manipulasi  Maois  waktu 
itu  Yang  penting  bukanlah  bahwa  Cina  akan  mengisi  atau  menggunakan 
kuda  Troya  semacam  itu,  yang  rupanya  tidak  akan  terjadi,  tetapi  bahwa  peng- 
khianatan  semacam  itu  akan  lebih  mudah  dibayangkan,  tergantung  pada  per- 
sepsi  kesenjangan  antara  orang-orang  Indonesia  pribumi  dan  keturunan  Cina. 

Sebagai  kesimpulan,  kami  ingin  menekankan  bahwa  maksud  kami  memi- 
kirkan  pandangan-pandangan  ini  secara  tuntas  bukanlah  membalik  anggapan 
konvensional  (Barat)  bahwa  Presiden  Soeharto  dan  para  teknokratnya  telah 
meningkatkan  rasionalitas  politik  luar  negeri  Indonesia.  Akan  tetapi  kami 
berusaha  memperbaiki  kepincangan  dalam  penilaian  standar  itu  dengan  men- 
catat  dan  menjelajahi  beberapa  kesinambungan,  dan  secara  demikian  me- 
nempatkan  kembali  kebijaksanaan-kebijaksanaan  luar  negeri  Indonesia 
dalam  konteks  sejarah,  sebagai  variasi-variasi  yangt.dapat  dimengerti  me- 
ngenai  sejumlah  tema  yang  terbatas. 
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Perspektif  Kaderisasi  Partai  Politik 

dan  Golongan  Karya 


SUKANTO* 


Sejak  Proklamasi  Kemerdekaan  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  bangsa  In- 
donesia telah  berhasil  menetapkan  dasar-dasar  kebangsaannya  sendin  sebagai 
asas  dalam  penyelenggaraan  dan  pembinaan  seluruh  segi  kehidupan  ber- 
negara  Asas  atau  fondasi  kehidupan  bernegara  Indonesia  yang  paling  asasi 
adalah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Karena  Pancasila  dan 
Undang-Undang  Dasar  1945  bersifat  asasi,  segala  segi  dan  suasana  kehidupan 
negara  Indonesia  harus  ditempatkan,  diarahkan  dan  ditujukan  pada  terlak- 
sananya  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  kehidupan  yang 
nyata  sehari-hari. 

Kalau  Undang-Undang  Dasar  1945^  ditelaah,  maka  dapat  dikatakan 
bahwa  sistem  politik  kita  terdiri  atas  Lembaga  Tertinggi  Negara,  yaitu  Majelis 
Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Lembaga-lembaga  Tinggi  Negara,  yaitu 
Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Pertimbangan  Agung 
(DPA),  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Mahkamah  Agung  (MA), 
serta  organisasi-organisasi  politik  dan  fungsional.  Undang-Undang  Dasar 
1945  beserta  Penjelasannya  juga  menyatakan  bahwa  sistem  politik  kita  me- 
letakkan  kekuasaan  tertinggi  atau  kedaulatan  pada  rakyat,  yang  pelaksanaan- 
nya  dilakukan  sepenuhnya  oleh  MPR. 

MPR  adalah  Lembaga  Tertinggi  Negara.  Oleh  karena  itu  produk-produk^ 
nya  tidak  dapat  diganggu-gugat  oleh  lembaga-lembaga  negara  lainnya  dan 
organisasi-organisasi  politik  mana  pun.  Kedaulatan  rakyat  yang  dilakukan 
sepenuhnya  oleh  MPR  itu  dilaksanakan  dengan  menyusun  Garis-garis  Besai 
Hainan  Negara  (GBHN)  dan  Ketetapan-ketetapan  MPR  lainnya,  yang  pe 
laksanaannya  diserahkan  kepada  Presiden.  Karena  praktis  hanya  bersidanj 

'Staf  CSIS. 

'Lihal  Deppen,  Berila  Repoeblik  Indonesia,  Tahun  II,  No.  7,  15  Februari  1946. 
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sekah  dalam  lima  tahun,  MPR  sebagai  pemberi  mandat  kepada  Presiden  tidak 
dapat  melakukan  pengawasan  sehari-hari.  Namun,  karena  keanggotaan  MPR. 
juga  meliputi  seluruh  anggota  DPR,  pengawasan  tersebut  dilakukan  oleh 
DPR.  Di  samping  melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah,  DPR  harus 
memberi  persetujuannya  kepada  tiap-tiap  raiieangan  undang-undang  dari 
pemerintah  termasuk  APBN. 

Berdasarkan  Undang-Undang  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR  dan 
DPRD,  MPR  terdiri  atas  seluruh  anggota  DPR,  ditambah  deng'an  utusan- 
utusan  daerah,  golongan  politik  dan  golongan  karya.  Susunan  DPR  dan 
DPRD,  terdiri  atas  anggoTa-anggota  golongan  politik  dan  golongan  karya 
yang  sebelumnya  dipilih  dengan  cara  pemilihan  umum  dan  oengangkatan' 
Penjelasan  undang-undang  itu  menyatakan  bahwa  yang  dimaksudkan  de- 
ngan golongan  politik  ialah  partai  politik  yang  telah  mendapat  pengakuan  ber- 
i  dasarkan  Undang-undang  Kepartaian,  Keormasan  dan  Kekaryaan  Partai  po- 
!  litik  dan  golongan  karya  yang  telah  mendapat  pengakuan  berdasarkan 
^Undang-undang  No.  3  Tahun  1975  tentang  Partai  Politik  dan  Golongan 
I  Karya  adalah  dua  partai  politik,  yaitu  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP) 
.  dan  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI),  serta  satu  golongan  karya  yang  pada 
ssaat  berlakunya  undang-undang  ini  bernama  Golongan  Karya  (Golkar).^ 

Adanya  undang-undang  mengenai  partai  politik  dan  golongan  karya  me- 
tnunjukkan  bahwa  PPP,  PDI  dan  Golkar  telah  mendapat  pengakuan  dan 
:bobot  yang  istimewa  dari  negara  Indonesia  sebagai  organisasi-organisasi  sosial 
[pohtik.  Namun  pengakuan  dan  pemberian  bobot  secara  formal  itu  akan  lebih 
tbermakna  jika  organisasi-organisasi  sosial  politik  itu  mampu  memfungsional- 
kan  sistem  politik,  sehingga  mekanisme  politik  yang  berlangsung  dapat  me- 
ahirkan  prestasi  nasional,  yakni  yang  terutama  ialah  mampu  meningkatkan 
.^kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia. 

Apabila  mekanisme  politik  dibagi  dalam  tataran  perumusan,  tataran  po- 
htik dan  tataran  pelaksanaan  politik  untuk  mencapai  tujuan  nasional,  terlihat 
bahwa  PPP,  PDI  dan  Golkar  lebih  banyak  berperan  dalam  tataran  politik  ' 
LDalam  mekanisme  politik  itu,  keberhasilan  perannya  sangat  ditentukan  oleh 
'kemampuannya  dalam  menangkap  aspirasi  masyarakat,  terutama  aspirasi- 
laspirasi  kelompok  kepentingan  serta  rumusan-rumusan  pribadi-pribadi  peng- 
ianahsa,  universitas-universitas  ataupun  lembaga-lembaga  pengkajian  dan 
penehtian  lainnya.  Selanjutnya  kemampuan  mengolahnya  dalam  MPR  DPR 
latau  DPRD  juga  akan  menentukan  bobot  produk-produk  lembaga-lembaga 
atu,  baik  yang  berupa  Ketetapan  MPR,  Undang-Undang  ataupun  Peraturan 


•Liha,  Drs.  C.S.T.  Kansil  SH.  Parpol  dan  G«/^..  (Jakarta:  Aksara  Baru.  1979). 
'Lihat  Ali  Moertopo.  S,ra,egi  Pembangunan  Nasional  (Jakarta:  CSIS,  1982).  hal.  239. 
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Daerah,  yang  sangat  penting  bagi  pencapaian  cita-cita  negara  Indonesia,  yakni 
terwujudnya  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila. 

Dari  gambaran  selintas  tersebut  terlihat  bahwa  peranan  partai  politik  dan 
golongan  karya  dalam  pencapaian  cita-cita  nasional  sangat  besar.  Pencapaian 
cita-cita  nasional,  yang  juga  merupakan  cita-cita  PPP,  PDI  dan  Golkar,  tidak 
cukup  hanya  dengan  semangat  dan  tekad  yang  membaja  belaka,  melainkan 
perlu  didukung  oleh  sistem  organisasi  yang  tangguh.  Ketangguhan  organisasi 
PPP,  PDI  ataupun  Golkar  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  manusia- 
manusia  penggerak  dan  pengelolanya,  terutama  oleh  kadar  atau  bobot  para 
kader  PPP,  PDI  ataupun  Golkar  sendiri. 


ARTI  DAN  PERANAN  PARA  KADER 

Hingga  sekarang  masih  ada  warga  masyarakat  yang  merasa  phobia  ter- 
hadap  kata  "kader,"  bahkan  juga  terhadap  kata-kata  "ideologi"  dan  "po- 
litik." Dalam  sejarah  politik,  memang  pernah  terjadi,  arti  atau  makna  kata- 
kata  itu  yang  sebenarnya  lebih  ditekankan  dalam  artian  Marxisme.  -Ideologi 
yang  semula  berarti  ilmu  tentang  cita-cita,  gagasan  atau  buah  pikiran  diubah 
oleh  Marxisme  sebagai  pandangan  hidup  yang  berdasarkan  atas  kepentmgan 
golongan  tertentu,  bukan  berdasarkan  atas  kebenaran  yang  sejati.  Oleh 
karena  itu,  politik  sebagai  pelaksanaan  ideologi  Marxisme  lebih  banyak  be- 
rupa  pertentangan  kelas  dan  menghalalkan  segala  cara.  Demikian  pula  me- 
ngenai  kata  "kader,"  seringkali  diartikan  seperti  yang  berlaku  dalam  partai- 
partai  komunis,  yaitu  orang-orang  yang  melaksanakan  tugas-tugas  istimewa, 
yakni  mengawasi  anggota-anggota  partai,  dari  badan  pusat  sampai  bagian- 
bagian  yang  terkecil. 

Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  kata  "kader"  berarti:  (1)  per- 
wira-perwira  atau  bintara  di  bagian  tentara;  (2)  orang-orang  yang  (akan)  me- 
megang  pekerjaan-pekerjaan  penting  di  pemerintahan,  partai  dan  sebagainya. 
Ditinjau  dari  segi  etimologis,  kata  "kader"  agaknya  merupakan  pinjaman 
dari  bahasa  Perancis  "cadre,"  yang  berarti  inti  tetap  dari  suatu  resimen,  yang 
dalam  keadaan  mendesak  dapat  ditambah  dengan  tentara-tentara  lain  sampai 
lengkap  memenuhi  jumlah  yang  diinginkan.  Daya  juang  resimen  tergantung 
pada  kader-kadernya  sebagai  tulang  punggung,  pusat  semangat  dan  pim- 
pinannya.  Di  samping  itu,  dalam  perbendaharaan  bahasa  Perancis,  "kader"^ 
juga  berarti  "elite,"  yakni  kaum  yang  terpilih  dan  terbaik.  Mereka  berfungsi 
sebagai  jantung  suatu  organisasi  dan  bckcrja  unluk  kepentingan  bersama, 
tidak  mendahulukan  kepentingan  diri  dan  bidangnya  sendiri.  Berdasarkan 


"•Lihat  W.J.S.  Poeiwadarminia,  Kamus  Umum  Bcilwsa  Indonesia  (Jakarta:  PN  Balai  Pusiaka, 
1976). 
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batasan  ini  menjadi  jelas  bahwa  hanya  orang-orang  pilihan,  berpengalaman, 
mengetahui  dan  berani  menggunakan  peralatan  tempur,  serta  taat  dan  berini- 
siatif  saja  yang  dapat  disebut  kader.^ 

Kalau  pengertian  "kader"  tersebut  diterapkan  dalam  kehidupan  partai 
politik  dan  golongan  karya,  baik  para  kader  partai  politik  maupun  golongan 
karya  seharusnya  selalu  menghayati  sedalam-dalarnnya  bahwa  mereka  adalah 
kekuatan  inti,  yang  menjadi  tulang  punggung  organisasi  serta  pusat  semangat 
dan  pimpinannya.  Oleh  karena  itu,  mereka  harus  benar-benar  menghayati 
cita-cita,  strategi  dan  teknik-teknik  organisasinya,  hukum  nasional  beserta 
peraturan  perundangan  yang  berlaku,  dan  realitas  sosial  yang  selalu  berkem- 
bang  dalam  negara  Indonesia.  Para  kader  yang  mempunyai  integritas  kepri- 
badian  lengkap,  berkeahlian  dan  bertanggung  jawab  seperti  itu  tidak  mungkin 
datang  dengan  sendirinya,  melainkan  harus  dibentuk  dengan  kesadaran  yang 
mendalam,  yaitu  melalui  proses  pendidikan  kader  atau  kaderisasi. 

Undang-undang  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya  juga  telah  mengisya- 
ratkan  bahwa  sistem  organisasi  kepartaian  yang  dikehendaki  oleh  negara  In- 
donesia adalah  sistem  kader.  Hal  itu  terlihat  dalam  Pasal  8,  yang  menyatakan 
bahwa  anggota-anggota  partai  politik  dan  golongan  karya  adalah  mereka 
yang  telah  melalui  proses  penelitian  atau  penyaringan  dan  memenuhi  persya- 
ratan,  yaitu:  (a)  telah  berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  telah  kawin;  (b)  da- 
pat  membaca  dan  menuHs;  (c)  sanggup  aktif  mengikuti  kegiatan  yag  ditentu- 
kan  oleh  partai  politik  dan  golongan  karya.  Sesuai  dengan  undang-undang  itu, 
khususnya  Pasal  5,  6  dan  7  tentang  fungsi,  hak  dan  kewajiban  partai  politik 
dan  golongan  karya,  proses  kaderisasi  partai  politik  dan  golongan  karya  se- 
kurang-kurangnya  harus  dapat  mencapai  dua  hal.  Pertama,  harus  mampu 
mempersiapkan  orang-orang  yang  siap  menjalankan  organisasi  partai  politik 
dan.  golongan  karya  sendiri.  Kedua,  harus  mampu  mempersiapkan  orang- 
orang  yang  siap  ditempatkan  di  luar  organisasi  partai  politik  dan  golongan 
karya,  terutama  sebagai  dinamisator  dan  katalisator  pembangunan  nasional. 

Dengan  demikian  proses  kaderisasi  partai  politik  dan  golongan  karya  akan 
memberi  peluang  seluas-luasnya  bagi  proses  pengangkatan  tokoh-tokoh  po- 
htik  yang  akan  bertugas  dal^m  organisasi  partai  politik  dan  golongan  karya, 
serta  jabatan-jabatan  politik  di  luar  organisasi  partai  politik  dan  golongan 
^  karya,  seperti  dalam  lembaga-lembaga  negara  dan  pemerintahan.  Lester  G. 
:  Seligman  menyatakan  bahwa  proses  pengangkatan  tokoh-tokoh  politik  adalah 
imerupakan  fungsi  sentral  dalam  setiap  sistem  politik,  dan  dapat  dijadikan  in- 
I  dikator  yang  sangat  representatif  untuk  mengukur  nilai-nilai  politik  dan  pe- 

•Kanitius^'So^  ^"""^  (Yogyakarta:  Pencrbitan  Yayasan 
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nyebaran  kekuasaan  politik  di  negara  yang  bersangkutan.^  Jika  tokoh-tokoh 
politik  itu  berasal  dari  para  kader,  maka  kemungkinan-kemungkinan  yang 
akan  terjadi  lebih  banyak  positifnya.  Seperti  disebutkan  di  depan,  salah  satu 
ciri  kader  adalah  kemauan  bekerja  demi  kepentingan  bersama,  bukan  demi 
kepentingan  diri  dan  golongannya  sendiri.  Walaupun  tokoh-tokoh  pohtik  itu 
berasal  dari  para  kader  partai  politik  dan  golongan  karya,  kemauan  mereka 
untuk  bermusyawarah  lebih  besar  sehingga  tuntutan  kepentingan  yang 
berbeda  justru  akan  melahirkan  sikap  toleransi  yang  tinggi.  Lagipula,  para 
kader  terdiri  dari  orang-orang  dengan  latar  belakang  keahlian  tertentu, 
sehingga  keputusan  politik,  kebijaksanaan  ataupun  pelaksanaannya  le- 
bih pragmatis  daripada  berorientasi  pada  ideologi  golongan  yang  sempit  dan 
kaku. 

Jika  kemungkinan-kemungkinan  tersebut  dapat  terwujud,  maka  proses 
kaderisasi  juga  besar  peranannya  dalam  pembangunan  politik  yang  sehat. 
Lucian  W.  Pye  menyatakan  bahwa  indikator-indikator  berlangsungnya  pem- 
bangunan politik  yang  sehat  meliputi  tiga  hal.^  Pertama,  semakin  meningkat- 
nya  semangat  umum  atau  sikap  terhadap  persamaan.  Di  antaranya  ditandai 
dengan  semakin  banyaknya  anggota  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam 
proses  politik,  baik  dalam  pengambilan  keputusan  politik  maupun  dalam  pe- 
laksanaan  dan  pengawasannya.  Sedangkan  tumbuhnya  sikap  terhadap  per- 
samaan ditandai  dengan  proses  pengangkatan  politik  yang  berdasarkan  atas 
ukuran-ukuran  kemampuan  dan  prestasi  kerja,  bukan  atas  dasar  ikatan  ke- 
keluargaan,  golongan  dan  status  sosial.  Kedua,  semakin  tumbuhnya  diferen- 
siasi  dan  spesialisasi  fuhgsi-fungsi.  Namun,  diferensiasi  dan  spesialisasi  itu 
bukanlah  fragmentasi  dan  isolasi  masing-masing  bagian  dari  sistem  politikj 
melainkan  merupakan  pengkhususan  yang  didasarkan  pada  perasaan-pera- 
saan  integrasi  yang  utuh.  Ketiga,  semakin  tingginya  kemampuan  sistem  poli- 
tik. Dengan  semakin  berfungsinya  sistem  politik,  mekanisme  politik  yang 
berlangsung  mampu  meningkatkan  prestasi  nasional,  yaitu  yang  ditandai  de- 
ngan semakin  meningkatnya  kesejahteraan  rakyat. 

Itu  sernua  menunjukkan  bahwa  proses  kaderisasi  bukan  semata-mata  un- 
tuk membentuk  kader-kader  partai  politik  atau  golongan  karya,  melainkan 
sekaligus  juga  kader-kader  negara  Indonesia.  Proses  kaderisasi  secara  demi- 
kian  jelas  merupakan  andil  yang  berharga  bagi  berlangsungnya  regenerasi 
negara  yang  sehat.  Proses  regenerasi,  dalam  arti  proses  pengalihan  peran 
utama  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya,  memang  dapat  berlangsung 


*Lihal  Lester  G.  Seligman,  "Pengangkatan  Tokoh-tokoh  Politik  dan  Pembangunan  Politik," 
dalam  Drs.  Sahat  Siinamora,  Beberapa  Aspek  Peinbanfiuimn  Politik  (Jakarta:  CV  Rajawali, 
1983).  hal.  111-138. 

■'Lihat  Lucian  W.  Pye,  "Konsep  Pembangunan  Politik,"  dalam  Drs.  Sahat  Simamora,  ibid., 
hal.  31-54. 
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secara  alamiah.  Namun  sejarah  bangsa-bangsa  telah  memberikan  pelajaran 
bahwa  di  beberapa  negara,  proses  regenerasi  tidak  jarang  ditandai  dengan 
pergolakan,  perebutan  kekuasaan  ataupun  perang  saudara.  Lagi  pula,  tan- 
tangan-tantangan  dan  masalah-masalah  yang  dihadapi  negara  Indonesia 
sangat  berat.  Di  antaranya  terlihat  bahwa  sebagian  besar  rakyat  Indonesia 
masih  merupakan  masyarakat  "apolitik"  atau  "parokhial,"^  serta  tingkat 
pendidikan  dan  sosial-ekonominya  sangat  rendah.  Oleh  karena  itu,  proses 
regenerasi  secara  alamiah  perlu  dibarengi  dengan  upaya-upaya  pembinaan 
generasi  berikutnya.  Upaya-upaya  itu  antara  lain  berupa  pendidikan  kader- 
kader  bangsa  yang  tangguh,  yakni  setia  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang 
Dasar  1945,  berkeahlian  serta  memiliki  kemampuan  menjadi  pemimpin  di 
lingkungannya.  Terbentuknya  kader-kader  bangsa  yang  demikian  itu  merupa- 
kan jaminan  terselenggaranya  proses  regenerasi  bangsa  secara  mulus,  dalam 
arti  bukan  sekedar  suatu  penggantian  kepemimpinan  belaka  melainkan  juga 
berlangsungnya  sendi-sendi  dasar  kebudayaan  dan  kenegaraan  Indonesia, 
yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. 


PERSPEKTIF  KADERISASI  PARTAI  POLITIK 

Sejarah  kepartaian  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  keberadaan  dan 
peranan  partai  politik  sejak  dikeluarkannya  Maklumat  Wakil  Presiden  No.  X 
tanggal  16  Oktober  1945  hingga  sekarang  pernah  mengalami  pasang  dan 
surut.  Antara  tahun  1945  hingga  1950,  terdapat  25  partai  politik,  dan  dalam 
pemilihan  umum  tahun  1955  terdapat  sekitar  70  partai  politik  dan  perorangan 
yang  mengikuti  pemilihan  umum  tersebut.  Melalui  Pemilihan  Umum  1955, 
telah  terjadi  seleksi,  namun  masih  terdapat  27  partai  politik  yang  tetap  me- 
langsungkan  kegiatannya.  Dalam  tahun-tahun  1945  hingga  1959,  terlihat 
bahwa  peranan  partai  politik  dalam  sistem  dan  proses  politik  sangat  besar. 
Namun  sungguh  ironis  bahwa  peranan  yang  sangat  besar  dari  partai  politik 
dalam  masa  berlakunya  demokrasi  liberal  pada  tahun  1950  hingga  1959  justru 
imenimbulkan  krisis  politik,  antara  lain  sering  jatuh-bangunnya  kabinet,  ke- 
imacetan  sidang  Konstituante  serta  timbulnya  pemberontakan  DI-TIi'dan 
IPRRI-Permesta  yang  melibatkan  tokoh-tokoh  beberapa  partai  politik. 

Dari  tahun  1960  hingga  1965,  terjadi  pembubaran  beberapa  partai  politik 
idan  penyederhanaan  partai-partai  politik.  Pada  tanggal  17  Agustus  1960,  Par- 
itai  Sosialis  Indonesia  (PSI)  dan  Masyumi  dibubarkan  karena  beberapa  tokoh- 
inya  terlibat  dalam  pemberontakan  PRRI-Permesta  dan  kedua  partai  itu  me- 

^Lihat  Robert  A.  Dahl,  Modern  Political  Analysis,  (New  Yersey:  Prentice  Hall  Inc.,  1976); 
tdan  Gabriel  Almond,  "Socialisation,  Culture  and  Politics  Participation"  dalam  Drs.  Mochtar 
!  Mas'oed  &  Dr.  Colin  MacAndrew,  Perhanclingan  Sislem  Polilik  (Yogyakarta:  Gama  University 
1  Press,  1978). 
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nentang  garis  politik  Presiden  Soekarno  untuk  kembali  pada  Undang-Undang 
Dasar  1945.  Dalam  hubungannya  dengan  usaha  penyederhanaan  partai  poli- 
tik pada  tanggal  14  April  1961  pemerintah  mengumumkan  pengakuan  ter- 
hadap  10  partai  politik,  yaitu:  NU,  PSII,  Perti,  Partai  Katolik,  Parkindo, 
IPKI  PNI,  Partindo,  Murba  dan  PKI.  Namun  menjelang  Penstiwa  G-30-S/ 
PKI.  'pada  tanggal  21  September  1965,  Partai  Murba  dibekukan  oleh  Presiden 
Soekarno,  karena  tersangkut  dalam  pendirian  Badan  Pendukung  Soekarno- 
isme  (BPS)  dan  menentang  garis  politik  PKI. 

Sejak  1966  terjadi  pembaharuan  struktur  politik.  Setelah  PKI  dibubarkan 
pada  tanggal  12  Maret  1966  karena  terlibat  dalam  G-30-S  tahun  1965,  dimulai 
pembinaan  partai-partai  politik.  Dalam  bulan  Oktober  1966,  Partai  Murba 
direhabilitasi,  dan  pada  tanggal  20  Februari  1968  didirikan  partai  baru,  yaitu 
Partai  Muslimin  Indonesia  (Parmusi)  sebagai  wadah  organisasi-organisasi 
massa  Islam  yang  aspirasinya  belum  tersalurkan  secara  efektif.  Selanjutnya, 
pada  tanggal  9  Maret  1970  partai-partai  PNI,  IPKI,  Murba,  Partai  Katolik 
dan  Parkindo  mengelompokkan  diri  menjadi  Kelompok  Demokrasi  Pemba- 
ngunan,  yang  kemudian  pada  tanggal  10  Januari  1973  melakukan  fusi  menjadi 
Partai  Demokrasi  Indonesia.  Di  samping  itu,  pada  tanggal  13  Maret  1970 
partai-partai  NU,  Parmusi,  PSII  dan  Perti  mengelompokkan  diri  menjadi 
Kelompok  Persatuan  Pembangunan,  yang  selanjutnya  melakukan  fusi  men- 
jadi Partai  Persatuan  Pembangunan  pada  tanggal  5  Januari  1973.  Kedua  par- 
tai itu  mendapat  pengakuan  dan  bobot  istimewa  oleh  negara  Indonesia  melalui 
Undang-Undang  No.  3  Tahun  1975  tentang  Partai  Politik  dan  Golongan 
Karya  hingga  sekarang. 

Perkembangan  kehidupan  partai-partai  politik  tersebut  menunjukkan 
bahwa  sistem  banyak  partai  dan  sistem  partai  massa^^  yang  dianut  partai- 
partai  sebelum  fusi  masih  kuat  pengaruhnya  dalam  organisasi  PPP  dan  PDI. 
Walaupun  telah  terjadi  fusi,  organisasi  massa  yang  sebelumnya  bernaung 
dalam  partai-partai  dan  partai-partai  yang  kemudian  berfusi  kelihatannya 
masih  berpengaruh  kuat  dalam  PPP  dan  PDI.  Bahkan,  partai-partai  yang 
kemudian  berfusi  itu  sering  ingin  memaksakan  kepentingan  masing-masing, 
sehingga  partai-partai  hasil  fusi  itu  belum  menampakkan  diri  sebagai  kesa- 
tuan-kesatuan  organisasi  yang  utuh.  Misalnya  dalam  PDI,  sejak  berlangsung- 
nya  fusi  telah  berkali-kali  terjadi  friksi  antara  unsur-unsur  partai  yang  berfusi. 
Antara  lain  terhhal  bahwa  komposisi  kepengurusan  PDI  hasil  kongres  ke-2 
dalam  bulan  Januari  1981  masih  mencerminkan  pembagian  kursi  antara 
unsur-unsur  partai  yang  berfusi.  Demikian  juga  dalam  PPP,  sejak  berlang- 
sungnya  fusi  sering  terjadi  friksi  antara  unsur-unsur  partai  yang  berfusi,  se- 

^Lilial  Ali  Mocrtopo,  op.  cii.,  hal.  190. 

'"Lihat  Prof.  Miriam  Budiardjo,  Dasar-dasar  Ihnu  Poliiik  (Jakarta:  PTGramedia,  1977),  hal. 
166. 
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perti  timbulnya  pertentangan  mengenai  daftar  calon  partai  menjelang  Pemi- 
lihan  Umum  1982  dan  komposisi  kepengurusan  sampai  sekarang. 

Dari  pertentangan-pertentangan  intern  partai  dan  dalam  kaitannya  dengan 
kehidupan  bernegara,  diperoleh  kesan  pula  bahwa  ikatan-ikatan  primordial, 
seperti  kesukuan,  kedaerahan  dan  agama,  masih  berpengaruh  kuat  dalam 
pengorganisasian  partai-partai  politik.  Hasil-hasil  pemilihan  umum  tahun 
1955,  1971,  1977  dan  1982  menunjukkan  bahwa  partai-partai  politik,  yang 
kemudian  menjadi  unsur-unsur  partai  yang  berfusi,  mempunyai  basis-basis  di 
daerah-daerah  tertentu,  sehingga  berhasil  mengumpulkan  suara-suara  pemilih 
yang  menentukan  jumlah  perolehan  kursi  dalam  Konstituante,  MPR,  DPR 
atau  DPRD.  Jumlah  suara  pemilih  dan  kursi  yang  diperoleh  partai-panai  se- 
belum  berlangsungnya  fusi  tersebut  sering  dijadikan  dalih  uniuk  mendapatkan 
kursi  pimpinan  dalam  kepengurusan  pusat. 

Salah  satu  ciri  kedaerahan  yang  masih  kuat  ialah  sifat  kepemimpinan 
dalam  masyarakat-masyarakat  setempat  yang  kemudian  dikenal  dengan  isti- 
lah  bapakisme."  Sifat  kepemimpinan  itu  juga  terrefleksi  dalam  kepemim- 
pman  partai-partai  hingga  sekarang,  dan  merupakan  salah  satu  penghambat 
proses  regenerasi  pimpinan  partai  serta  sistem  pengangkatan  tokoh-tokoh  di 
dalam  dan  di  luar  organisasi  partai-partai  politik.  Hal  itu  ditandai  dengan  se- 
ring terjadinya  pertemangan  antara  tokoh-tokoh  "tua,"  serta  para  pemimpin 
partai-partai  politik  relatif  berusia  tua,  dari  generasi  sebelumnya  dan  merupa- 
kan tokoh-tokoh  unsur-unsur  partai  yang  berfusi. 

Di  samping  itu,  diperoleh  kesan  bahwa  faktor-faktor  agama  yang  dijadi- 
kan ikatan  pengorganisasian  partai-partai  sebelum  berlangsungnya  fusi  juga 
masih  dipergunakan  hingga  sekarang.  Mereka  sebenarnya  hanya  menganggap 
agama  sebagai  ideologi.  Yang  terpenting  bagi  mereka  adalah  isi  ajaran,  buku- 
buku  suci,  kaidah-kaidah  moral,  syariat,  jumlah  dan  kekompakan  umat  ber- 
agama.  Padahal  jiwa  setiap  agama  adalah  penyerahan  total  kepada  Tuhan 
Yang  Maha  Esa  dan  hati  yang  terbuka  untuk  sesama  manusia.  Dengan  demi- 
kian  kebenaran  agama  bukan  berupa  sistem  ajaran  yang  rapi  atau  kekuatan 
golongan,  melainkan  kebenaran  yang  terpancar  dalam  perbuatan-perbuatan 
yang  mencerminkan  semangat  berkorban.  Oleh  karena  itu,  ideologisasi  agama 
lebih  banyak  merupakan  perwujudan  kepentingan  golongan  dan  sering  men- 
jurus  pada  fanatisme  buta.>2  Hal  ini  tampak  jelas  dalam  setiap  kampanye 
pemihhan  umum,  seperti  ucapan-ucapan  pengagungan  Tuhan  dan  agama,  te- 
tap>  disertai  perusakan  harta  benda  dan  pergulatan  fisik  sampai  menimbulkan 
korban  manusia. 


"Liha,  Drs.  Arbi  Sanit.  Sisfem  Politik  Indonesia  (Jakarta:  CV  Rajawali.  1984),  hal.  36. 
'^Lihal  Cipia  Loka  Caraka,  op.  cii.,  hal.  31. 
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Di  samping  faktor-faktor  primordial,  ideologi-ideologi  partai-partai  poli- 
tik  sebelum  berlangsungnya  fusi,  seperti  Sosialisme  dan  Marhaenisme  tam- 
paknya  masih  mempengaruhi  alam  pikiran  sementara  tokoh  partai  politik. 
Mereka  masih  beranggapan  bahwa  ideologi  negara  Indonesia,  Pancasila,  me- 
rupakan  gabungan  dari  bermacam-macam  ideologi,  seperti  Nasionalisme, 
Agama  dan  Komunisme  (Nasakom).  Bahkan,  masih  ada  yang  mengidentikkan 
ideologi  dan  politik,  serta  politik  dianggap  sinonim  dengan  ideologi.  Masih 
menggejalanya  pemikiran-pemikiran  seperti  pada  zaman  Nasakom  itu  me- 
rupakan  penghambat  pelaksanaan  GBHN  1983  yang  menggariskan  bahwa 
semua  organisasi  kekuatan  sosial  politik  menggunakan  Pancasila  sebagai  satu- 
satunya  asas.  Dengan  menghayati  Pancasila  sebagai  ideologi  yang  bersifat 
asasi,  politik  hanya  merupakan  pelaksanaan  dan  penerapan  norma-norma 
yang  prinsipial  dalam  ruang,  waktu  dan  keadaan.  Dengan  demikian,  yang 
membedakan  partai  yang  satu  dengan  lainnya  tidak  lagi  terletak  pada  ideo- 
loginya,  melainkan  pada  program-programnya. 

Beberapa  hal  tersebut,  yang  dapat  dikatakan  merupakan  kelemahto 
partai-partai  politik,  diperkirakan  masih  akan  mempengaruhi  kaderisasi 
partai-partai  politik  yang  akan  datang.  Apabila  orientasi  pada  ideologi  go- 
longan  masih  kuat  dan  masih  menjadi  bahan  kurikulum  kaderisasi  partai- 
partai  politik,  kiranya  hanya  akan  menghasilkan  anggota-anggota  yang  fa- 
natik  pada  golongannya,  bukan  kader  dalam  arti  yang  sesungguhnya.  Per- 
tentangan  unsur-unsur  partai  yang  berfusi  dan  masih  kuatnya  ambisi  pribadi 
tokoh-tokohnya  juga  tidak  akan  melahirkan  kader  yang  loyal  kepada  partai 
fusi,  melainkan  hanya  loyal  pada  partai-partai  semula,  bahkan  pada  pribadi- 
pribadi  tokohnya.  Dan  jik-a  proses  pengangkatan  tokoh-tokoh  partai,  baik 
dalam  jabatan-jabatan  dalam  maupun  di  luar  partai  politik  terhambat,  maka 
tidak  mustahil  partai-partai  yang  bersangkutan  akan  mengalami  kekurangan 
calon  kader  yang  potensial. 


PERSPEKTIF  KADERISASI  GOLONGAN  KARYA 

Sejarah  Golongan  Karya  juga  tidak  berbeda  dengan  sejarah  partai-partai 
politik,  dalam  pengertian  pernah  mengalami  pasang-surut  dan  pasang  naik. 
Sekalipun  Golongan  Karya  baru  dikenal  secara  luas  setelah  peristiwa  G-30-S/ 
PKI  1965,  gagasannya  telah  lahir  bersamaan  dengan  Proklamasi  Kemerde- 
kaan.  Hal  itu  kemudian  lerlihat  dalam  susunan  Komite  Nasional  Indonesia 
Pusat  (KNIP),  yang  terdiri  dari  anggota-anggota  golongan  politik  dan  go- 
longan fungsional,  seperti  buruh,  tani,  wanita  dan  pemuda.  Namun  dengan 
dikeluarkannya  Maklumat  Pemerintah  tanggal  3  November  1945,  yang  telah 
menumbuhkan  partai-partai  politik  dalam  alam  demokrasi  liberal,  perkem- 

'■'Lihat  Ali  Mocriopo,  op.  cii.,  hal.  10. 
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bangan  golongan  fungsional  mengalami  pasang  surut.  Perkembangan  go- 
longan  fungsional  dapat  dikatakan  tehggelam  dalam  arus  pertumbuhan  or- 
ganisasi-organisasi  massa  onderbouw  partai-partai  politik,  bahkan  banyak 
organisasi  fungsional  berafiliasi  pada  partai-partai  politik. 

Sejak  tahun  1945  hingga  tahun  1959,  terutama  dengan  banyaknya  organi- 
sasi massa  dan  fungsional  yang  berafiliasi  pada  partai-partai  politik,  pola 
kehidupan  kelembagaan  dalam  masyarakat  menjadi  kacau.  Pada  masa  itu 
tidak  ada  kejelasan  antara  perjuangan  kelompok-kelompok  politik  dan 
kelompok-kelompok  kekaryaan.  Bahkan,  perjuangan  kekaryaan  menjadi 
identik  dengan  perjuangan  politik,  sedangkan  perjuangan  politik  itu  sendiri 
lebih  banyak  berupa  pertentangan-pertentangan  ideologis  dan  sering  hanya 
berupa  pertentangan  antara  ambisi-ambisi  pribadi.  Pertiimbuhan  golongan 
fungsional  mulai  naik  kembali  sejak  Dekrit  Presiden  pada  tanggal  5  Juli  1959, 
khususnya  setelah  dibentuknya  MPRS  dan  Front  Nasional  yang  menduduk- 
kan  kembali  wakil-wakil  golongan  fungsional.  Namun  usaha  mempersatukan 
organisasi-organisasi  fungsional  sangat  rumit,  karena  banyak  organisasi  fung- 
sional berafiliasi  pada  partai-partai  politik.  Usaha  itu  baru  menampakkan 
hasilnya,  setelah  terbentuknya  Sekretariat  Bersama  Golongan  Karya  pada 
tanggal  20  Oktober  1964,  yang  menghimpun  61  organisasi  fungsional  yang 
tidak  berafiliasi  pada  partai-partai  politik. 

Setelah  Peristiwa  G-30-S/PKI,  Sekretariat  Bersama  Golongan  Karya  terus 
melakukan  konsolidasi  dan  melepaskan  organisasi-organisasi  fungsional  yang 
berafiliasi  pada  partai-partai  politik,  sehingga  jumlah  organisasi  fungsional 
yang  semula  berjumlah  61  buah,  meluas  menjadi  201  buah,  dan  dalam  tahun 
1969  dikelompokkan  menjadi  tujuh  Kelompok  Induk  Organisasi  (Kino)  yaitu 
Soksi,  Kosgoro,  MKGR,  Gabungan  Karya,  Ormas  Hankam,  Karya  Profesi 
dan  Karya  Pembangunan.  Sekalipun  telah  disederhanakan,  struktur  organi- 
sasi seperti  itu  masih  belum  dapat  bergerak  sebagai  satu  kesatuan  organisasi 
Akhirnya  pada  tanggal  17  Juli  1971,  setelah  Pemilihan  Umum  1971,  Sekre- 
tariat Bersama  Golongan  Karya  direorganisasi  menjadi  Golongan' Karya 
Dalam  reorganisasi  itu,  Kino-kino  tidak  lagi  berwenang  melakukan  pembi- 
naan  dan  pengendalian  politik  organisasi-organisasi  fungsional  yang  terhim- 
pun  di  dalamnya,  dan  istilah  Kino  tidak  dipergunakan  lagi.  Pembinaan  dan 
pengendalian  politik  organisasi-organisasi  fungsional  tersebut  diserahkan 
sepenuhnya  pada  Golongan  Karya.  Dengan  keluarnya  Undang-Undang  No  3 
Tahun  1975  (entang  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya,  seperti  halnya  PPP 
dan  PDI,  Golongan  Karya  memperoleh  pengakuan  dan  bobot  istimewa  dari 
negara  Indonesia  sebagai  organisasi  kekuatan  sosial  politik,  hingga  seka- 
rang.'^ 

hal."  196."  '^''^  ^"'"''"^  P^'-iumhuhan  Golon.an  Karya;  dan  liha.  Ali  Mocrtopo.  op.  d,.. 
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Dari  perkembangan  kehidupan  Golongan  Karya  tersebut  terlihat  bahwa 
keberhasilan  konsolidasi  organisasi  dimungkinkan  karena  kemampuan  me- 
manfaatkan  momentum  politik,  yaitu  terutama  merosotnya  citra  partai-partai 
politik  di  mata  masyarakat  dan  mulai  tumbuhnya  diferensiasi  dan  spesiahsasi 
lapangan  hidup  dalam  masyarakat.  Namun,  ada  yang  menyatakan  bahwa 
konsolidasi  organisasi  berhasil  memenangkan  pemilihan  umum  dalam  tahun 
1971,  1977  dan  1982,  terutama  karena  dukungan  pemerintah  dan  ABRI,  dan 
tumbuhnya  anggapan  umum  yang  menyatakan  partai-partai  politik  sebagai 
penyebab  ketidakstabilan  politik. Adalah  suatu  fakta  sejarah  bahwa  ketika 
sistem  demokrasi  liberal  diberlakukan,  terutama  antara  tahun  1950  hingga 
1959,  peranan  partai-partai  politik  yang  sangat  besar  justru  melumpuhkan 
sendi'-sendi  demokrasi,  bahkan  nyaris  menjerumuskan  negara  Indonesia  da- 
lam kehancuran.  Demikian  halnya  ketika  berlangsungnya  sistem  Demokrasi 
Terpimpin  antara  tahun  1959  hingga  1965,  suasana  kehidupan  politik  makin 
panas  dan  makin  luasnya  ofensif  PKI  dalam  berbagai  segi  kehidupan  politik. 
Dalam  suasana  itu,  ABRI  berusaha  mempengaruhi  organisasi-organisasi  fung- 
sional  yang  berafiliasi  pada  partai-partai  politik  dan  memprakarsai  penge- 
lompokan  organisasi-organisasi  fungsional  yang  tidak  berafiliasi  pada  partai- 
partai  politik  untuk  mengimbangi  ofensif  PKI. 

Peranan  ABRI  dalam  kehidupan  politik  itu  merupakan  pencerminan  ke- 
pribadian  ABRI,  yaitu  Sapta  Marga,  antara  lain  sebagai  pembela  negara  dan 
ideologi  negara  Pancasila,  serta  keterikatannya  dalam  perwujudan  cita-cita 
Proklamasi,  yaitu  masyarakat  adil  dan  makmur.  Lagi  pula,  sesuai  dengan 
fungsi  kekaryaannya,  lebih  memperkuat  gagasan  untuk  menumbuhkan 
organisasi-organisasi  fungsional  sebagai  suatu  kekuatan  sosial  politik,  yang 
jangkauannya  lebih  luas  daripada  ABRI  semata-mata.  Dalam  perkembangan- 
nya  terlihat  bahwa  ABRI  hanya  menjadi  pembina  Golongan  Karya,  mungkin 
dengan  harapan  agar  secara  bertahap  Golongan  Karya  dapat  menjadi  suatu 
organisasi  kekuatan  sosial  politik  yang  benar-benar  mandiri,  dan  tetap  ber- 
orientasi  pada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berasaskan  Panca- 
sila dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sikap  politik  ABRI  itu  makin  terlihat, 
yaitu  sekalipun  banyak  purnawirawan  ABRI  yang  duduk  dalam  kepengurusan 
Golongan  Karya,  masih  lebih  banyak  tokoh  Golongan  Karya  bukan  ABRI 
yang  ditempatkan  dalam  berbagai  jabatan  politik,  baik  dalam  organisasi 
Golongan  Karya  sendiri  maupun  dalam  MPR,  DPR,  DPRD  dan  pemerin- 
tahan. 

Terbukanya  peluang  dan  munculnya  momentum  yang  baik  itu,  terutama 
makin  kokohnya  organisasi  dan  banyaknya  jabatan-jabatan  politik  yang  ter- 
buka  akibat  kemenangan  Golongan  Karya  dalam  pemilihan  umum,  telah  di- 
tanggapi  oleh  pimpinan  Golongan  Karya,  yakni  antara  lain  adanya  rencana 

"Lihat  Drs.  Arbi  Sanii,  op.  cii.,  hal.  14  dan  77. 


KADERISASI 


205 


untuk  menyclonggarakan  kaderisasi.'^  Namun,  proses  kaderisasi  itu  mungkin 
akan  menghadapi  berbagai  masalah  seperti  yang  dihadapi  oleh  PPP  dan  PDI. 
Sekalipun  konsolidasi  organisasi  berjalan  lancar,  masih  ada  kesan  bahwa 
organisasi-organisasi  fungsional  pendukung  Golongan  Karya  dan  sifat  kepe- 
mimpinan  bapakisme  masih  berpengaruh  kuat  dalam  Golongan  Karya.  Or- 
ganisasi-organisasi fungsional  masih  melakukan  kegiatan  poMtik,  bahkan  me- 
nyelenggarakan  kaderisasi  sendiri-sendiri  dengan  memakai  simbol  Golongan 
Karya.  Jika  kaderisasi  seperti  itu  masih  berlangsung  dan  kaderisasi  Golongan 
Karya  diserahkan  sepenuhnya  kepada  organisasi-organisasi  pendukungnya, 
mungkin  sekali  para  kader  yang  terbentuk  bersikap  lebih  loyal  kepada  organi- 
sasinya  masing-masing,  bahkan  hanya  kepada  pribadi-pribadi  tokoh-tokoh- 
nya.  Apalagi  sifat  kepemimpinan  bapakisme  yang  lebih  bersifat  otoriter,  da- 
lam arti  tidak  proporsional  dan  berimbangnya  penyaluran  berbagai  kepen- 
tingan,  merupakan  sumber  kerawanan  bagi  perwujudan  kesatuan  organisasi 
Golongan  Karya. 


PENUTUP 


Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkaii  bahwa  proses  fusi  dalam  PPP  dan 
PDI,  serta  konsolidasi  organisasi  dalam  Golongan  Karya,  belum  selesai  secara 
tuntas.  Oleh  karena  itu,  ketiga  organisasi  kekuatan  sosial  politik  itu  belum 
dapat  menjangkau  seluruh  tugas  pokok  organisasi,  terutama  pendidikan 
kader  atau  kaderisasi.  Para  penggerak  dan  pengelola  ketiga  organisasi  itu  le- 
bih banyak  berasal  dari  tokoh-tokoh  partai,  organisasi  massa  dan  organisasi 
fungsional  sebelum  berlangsungnya  fusi,  dan  seringkali  kepentingan  kelom- 
pok  hendak  lebih  didahulukan  daripada  kepentingan  organisasi  hasil  fusi  se- 
bagai  satu  kesatuan.  Hal  itu  memberi  kesan  bahwa  dalam  kehidupan  partai- 
partai  politik  dan  Golongan  Karya  yang  telah  melakukan  fusi  masih  terdapat 
sekelompok  kecil  orang  yang  berambisi  untuk  tetap  menduduki  jabatan- 
jabatan  pimpinan  dalam  kepengurusan.  Bahkan,  di  antara  mereka  mungkin 
beranggapan  bahwa  partai  adalah  miliknya,  sebagaimana  yang  dikemukakan 
oleh  Robert  Michels,'^  le  parti  c'esi  moi.  Kecenderungan  semacam  itu  dapat 
menimbulkan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  bersama,  antara  lain  bermun- 
culannya  lembaga-lembaga  sosial  yang  menjalankan  peran  sebagai  organisasi 
sosial  politik. 


Lihat  Drs.  Jakob  Tobing  MPA,  "Kaderi.sasi  Golkar  dan  Tahap  Pembangunan  Na.sional." 
Meclu,  Karya.  No.  5,  II  Juli  1984;  dan  lihai  Beriiu  Yudha,  25  Juli  1984. 

'^Lihat  Robert  Michels,  Poliiical  Parlies.  A  Sociolo,ica/  Smc/y  of  Oligarchical  Tendencies  of 
Modem  Democracy  (New  York:  Dover  Publications,  Inc.). 
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Bagaimanapun  hingga  kini  hanya  PPP,  PDI  dan  Golongan  Karya  telah 
mendapat  pengakuan  istimewa  sebagai  organisasi-organisasi  kekuatan  sosial 
politik  oleh  negara  Indonesia.  Dengan  demikian  mereka  memperoleh  hak-hak 
istimewa,  yaitu  hak  mempertahankan  dan  mengisi  kemerdekaan  Negara  Ke- 
satuan  Republik  Indonesia  dan  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum.  Perwu- 
judan  hak-hak  itu  tidak  cukup  hanya  dengan  semangat  dan  tekad  yang  mem- 
baja  belaka,  tetapi  harus  juga  didukung  oleh  sistem  organisasi  yang  tangguh. 
Ketangguhan  organisasi  partai  politik  dan  Golongan  Karya  itu  sangat  ditentu- 
kan  oleh  kemampuan  manusia-manusianya,  terutama  oleh  kadar  para  kader 
yang  menjadi  penggerak  dan  pengelola  ketiga  organisasi  kekuatan  sosial  po- 
litik itu  sendiri. 

Untuk  membentuk  manusia-manusia  yang  benar-benar  berkadar  kader, 
perlu  diciptakan  sistem  kaderisasi  yang  baik  pula.  Antara  lain,  diadakan  kuri- 
kulum  yang  lengkap,  yang  berisi  nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia  yang  ter- 
kandung  dalam  Pancasila,  nilai-nilai  Proklamasi,  yang  terkandung  dalam 
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam 
peraturan  perundangan  yang  berlaku,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  cita- 
cita  dan  perjuangan  organisasi,  serta  teknik-teknik  berorganisasi  dan  realitas 
sosial  sebagai  sumber  inspirasi.  Mereka  harus  terus-menerus  dimatangkan 
melalui  sistem  pengangkatan  dan  pembinaan  karier  yang  baik.  Proses  kaderi- 
sasi seperti  itu  kiranya  akan  menunjang  proses  regenerasi  yang  baik  pula,  baik 
dalam  PPP,  PDI  dan  Golongan  Karya  sendiri,  maupun  dalam  negara  In- 
donesia. 
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